BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI DGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 358 /KPTS/DPMP2TSP/2019

TENTANG

STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR
BIDAKG PERLZINAN DAN NONPERIZINAN PADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

BUPATI DOAN KOMERING ULL SELATAN,

Mentmbang a8 bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penvelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Daemah, dalam

penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Noaperizinan
Pemeriniah Deerah  wajib menyusun, menetapkan, dan

menerapkan Standar Operasional Prosedur,

b, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Menteri Dalam Negerl Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggarman  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,
perlu menetapknn Keputusan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Periznan dan Nonpernminan Pada
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Peridinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

€. bahwa untuk melaksanikan maksud sebagaimana tersebut

pada huruf n dan b, maks perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan,

Menpingat I. Undang-Undang Nomor J37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogsn Komering Ula  Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ksbupaten
Ugan ihr di Provins Sumaters Selatan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneain Nomor 4347),

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Noamor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik |[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesia Nomor 5038);
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KEPUTUSAN BUPATI

OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR: 368 (kT [0p mpanpl2019

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL  PROSEDUR
BIDANG PERIZINAN DAN  NONPERIZINAN
DINAS  PENANAMAN  MODAL  DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN

PENDAHULUAN

Dalam rangks mewujudkan pemerintahan yang balk (good governance],
kualitas pelayanan aparstur pemerintah kepada masyarakat di semua
sekior pelayanan publik harus senantiasa  ditingkatican.
Terselenggaranya pelayanan publik yang prima dapat memenuhi
kebutuhan masvarakat, hal ini merupakan tanggung jewab bersama
antara pemerintah, dukungan partisipasi masyarakat serta dunia
usaha yang beretikn, yang pada gilirannya dapat meninghkatian
pertumbuhan ckonomi dan investasi, membuka lapangan kerja,
mmpcrhudkmdhhndmdﬂnmhgmﬁnnﬂ MALPLUN nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten QKU Selatan saat ini meriitik
beratkan pada peningkatan kinerjanyn secara optimal dalam bentuk
peningkatan  kualitas  pelayanan (public  service). Melalul Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizmnan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten OKU Selatan, masyarakat akan dapat memperoleh
pelayanan yang Jlebih baik dengan 3 PASTI yaitu KEPASTIAN
PERSYARATAN, KEPASTIAN BIAYA DAN KEPASTIAN WAKTU
PENYELESAIAN, karena semua proses pelayanan akan dilaksanakan
dalam satu tempat Guna menjamin kepastinn tersebut maka
diperlukan standar pelayanan sebagal acuan bagi seluruh komponen
ym;:u‘kﬂtd.ﬂmpﬂnymdlnimhmmmnddﬂm
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Periginan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan

menvelenggarakan fungs

1. merumuskan kehijakan tekmis, koordinasi teknis dan tugas-tugas
lain yang diserahkan atau dilimpahkan oleh Bupati OKU Selatan
sesuni dengan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-
undangan yang berlakou;

2. menyelenggarakan pelayanan teknis dan admmistras| perizinan dan
Nonperiznan secarn terpadu;

< sistemn informas] pelayanan perizinan secara elektronik,

4. nenetapkan besarnya retribust daerah di bidang periznan sesuai
dengan peraturan yang ada;

5. menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi penanaman
modaldan investasi serta promosi dalam negeri;

6. penyvusunan kebijakan terhadap pelayanan perizinan  dan
nonperizinan,

7. menyelenggarakan pelayanan informasi pelayanan  perznan dnn
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8. menyelenggarakan surveiindeks kepuasan masyarakat bidang
pelayanan perizinan dan nonperizinan;
9. menyelenggarakan pensnganan pengadusn

masyarakat;
10. menyelenggarakan urusan ketatalaksanaan, kerumahtanggean;

11. monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan
perizinan dan nonperiEnan.

STRUKTUR ORGANISAS] DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OKU SELATAN

Berdasarkan Peraturan Daermh Kabupaten OKU Selatan
Naoinor & Tahun 2016 tentang Pembentulkman Perangkat Daesrah
Kal upaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Peraturan Bupati OKU
Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daeranh Kabupaten OKU Selatan:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat.
a) wsekretaris
b} sub Bagian Perencanann dan Keuangan.
¢] sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidong Perencanaan, Pengembangan [klim dan Promos:
Penanaman Modal
a) seksi Rencana Pengembangan Tklim Penanaman Modal,
b) seksi Promosi Penanaman Modal
£) seksi Pengendalian Pelaksans Penanaman Modal.
4, Bidang Penyelenggarann Pelayanan Perimnan dan Non Penimnan
a) seksi Pelayanan Periznan dan Nonperizinan 1.
b} secksi Pelayvanan Perizinan dan Nonperizinan [1
¢) scksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan [11.
5. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pulnpm Layanan,
a] seksi Pengnduan dan
bl seksi Kebijakan dan ley'uluhm'l I:nymn.n
¢) seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

OKL Selatan mempunyl

1. Tugas
Menvelenggarakan urusan pemerintahan terutama Pelayanan di
Bidang Perizinan dan Nonperizinan dan tugas pembantuan lingkup
perencanaan dan pengembangan penanaman modal, advokasi,
pengawnsan dan pengendalian  penanaman modal dan perizsinan,
penyelenggaraan pelayanan perizvinan dan nonperizinan dan
pengaduan, kebijjakan dan pelaporan layanan,

2. Fungsi :

a, perumusan kebijalcan lingkup urusan Dmas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

b. pelnksanann kebijakan linghup wrusan Dinas Penanamoan Modal
dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu.

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup urusan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

d. pelaksanaan administrasi kebjjakan linglup urusan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
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V. MAKSUD DAN TLLJUAN

Maksud diselenggarakannya Pelayanan di Bidang Periminan dan
Nonperizinan Terpadu Satu Pintu adalah scbagai upaya untuk
mewijudkan pelayanan perizinan dan nonperirinan yang cepat, efelorif,
efisien, rransparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudikan
hak-hak masyarukat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di
bidang perizinan. Sedangkan tujuan penyelenggaraan pelayanan perizinan

terpadu satu pintu sdalah terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat,
efektil, transparan dan memberikan kepastian hukum.

VL. VISI, MISI, SLOCGAN, MOTO, JANJI LAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
1. Visd
Visl Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten OKU Selatan "Pelayanan Prima di Bidang Perizinan dan Non
Perizinan, Bidang Penanaman Modal serta  Pelayanan Pengaduan
Masyarakat®,

2. Misi

Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu

Kabupaten OKU Selatan sebagai berilout :

a meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan,
bidang penanaman modal, serta pelavanan pengaduan masyarakat;

b meningkatkan kualitas pelayanan periginan dan nonperizinan
bidang penanaman modal, serta pelavanan pengaduan masyarakat.

c. mewujudkan aparatur pelayanan yang profesional dan berintegritas.

Slogan

Slogan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten OKU Selatan adalah “Pelopor Dalam Kemudahan, Terdepan
Dalam Pelayanan *.

4. Moto
Moto Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rabupaten OKU Selatan adalah “Kamd Siap Memberikan Pelayanan
Prima”.

2. Janp Layanan
Fami Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
I' ntu Kabupaten OKU Selatan berjanji

|. memberikan layanan dengan penuh tanggung jawab disiplin,
cermal dan transparan.

4. berperilaku sopan, ramah dan berlaku adil pada setiap pemohon
ixin.

5. Maklumat Pelayanan
*Dengan ini, kami menyatokan sanggup mengyelenggarakan pelayanan
yang telah ditetapkon dan apabila tidak menepati janji ind, kami siap
menerima sanksi sesual peraturan dan perundang - undangan pang
bierriceiens ®



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sehagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang MNomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 5679);

9. Pemmturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negam Republik
indonesin Nomor 6215);

6. Peraturan Presiden MNomor 97 Tahun 2014 tentang
Penvelenggarman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan  Pelaksanapn Berusaha (Lembaran Negam
Hepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

8. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomaor 1956];

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Teta Cara
Periginan dan Falisilitas Penanaman Modnl [Beritn Negara
Republik Indonesia Taliun 2017 Nomor 1767);

10. Feraturan Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor & Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Opan Komering Ulu Selatan Tahun 2016

Nomor 6);
MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU - Stndar Operasional Prosedur Bidang Perizinan Dan
Nonpenzinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan sebagaimana tercantum pads Lampiran Keputusan
ini

KEDUA : Swmndar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan
Romering Ulu Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan
perizinan dan nonperizinan yang cepat, inovatif, nyaman,
transparan, dan akuntabel



KETIGA

KREEMPAT

KELIMA

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU memililk Dolumen Pengesahan yang disuosun oleh
DPMPITSP Kabupaten Ogan Komenng Ulu Selatan dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMP2TSP Kabupaten

Ogan Komering Uly Selatan.

Dalam menyusun Dokumen Pengesahan sebagaimana
dimaksud Diktum KETIOA, DPMPITSP Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan wajib melakukan koordinasi dengan
Perangkat Dacmhb terkmit.

Keputusan ini mulni berlaku segak tanggel ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian harl terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbailan
schagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muarndua
pada tanggal Juni 2019

BUPAT] OGAN KOMERING ULU SELATAN,

—

POPO ALl MARTOFD




KETIOA

KEEMPAT

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU memiliki Dokumen Pengesahan vang disusun oleh
DPMP2ITSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMP2TSP Kabupaten
Cgan Komering Ulu Selatan.

Dalam menvusun Dolkumen Pengesahan sebagaimana
dimaksud Diktum KETIOA, DPMPITSP Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan wajib melakukan koordinasi dengan
Perangkat Daerah terkait

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian han terdapat kekeliruan dalam

penetapan ind akan diadakan perubahan dan perbailan
sehagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua

pada tnnggal  Juni 2019

BUPATI QOGAN KOMERING ULU EELA.TAHH.-

\ SAGIAN
HUKUM E'lﬂ

o —
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VIL JENIS-JENIS LAYANAN
Bl ordasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26
Tahun 2018 rentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan
Nonjerminan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan.
Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dikelola Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan :

Daftar Jenis Perizinan dan Nonperizinan

I' 1

oy | PERIZINAN JENIS PERTZINAN DAN KETERKAITAN
i DAN NONFERIZINAN KAJIAN TEKNIS
| NONPERIZINAN
I | Pendulikan I, [=n pendidican desar yang | Dinas Pendidilan
dise obeh mosvarnkat
2. [mn pendidikan anak usia dini dan | Dinas Pendidikan
pendidikan nonformal YANE
SR diselenggarnkan oleh masyarakat E
!i‘ Kesehatan 1. lzin rumah sakit kelss C dan D Dinas Kesshatan
| | dan fasilitas kesehatan _}
. l?. Izin praktik dan izin kerja tenaga
| kesehatan: o
| . lzn Paktek Bidan ___Dinas Kesehatan
| b lzin Pralktik Perawat [SIPF} Dinas Keachatan
| ¢ lzin Prakiek Apoteloer Dinas Kesehatan
| d lmn Pmkiek Dokter Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

f lzin Kerja Radiografer [(SIKR| Dinas Kesehatan
| B lmn Praktik Teraps Cogi dan Dinas Keschatan
| Mulut (SIPTGM)
| h lzin Kerja Refraksionis Optisien Dinas Kesshatan
! dan Opltometrs
i l@in Kepga Perekam Medis Dinas Kesehatan
(SIKPM]
1. lzin Praktik Ahli Tehnologi Dinas Keschatan
| Laboratortum Medilk (SIPATLM)
k l=in Praktik Fisiotrapi (SIPF) Dinas Kesehatan
L Izn Praktik Acuptinfure Drinas Eesshatan
m. lmn Prakok Or - Dinas Kesshatan
n. lzin Praktik Dinns Kesehatan
o, l=in Praktik Chaerooprekti Dinas Kesehatan
. p_lzin Prakiek Anasiesi Dinas Kesehatan |
q._lzin Penata Anastesi (SIPPA] Dinas Keschatan
. r._lgin Kerja Perawat Gigi (SIKPG] Dinas Kesshatan |
s. lzin Kerja Bidan (SIKB) Crinas Kesehatan
t. lzin Penyehat Tradigional (STPT) Dinas Kesshatan
J. l=in Toko Obat Dinas Kesehatan
4. lzin Toko Alat Kesehatan Dinas Kesehatan
5. lsin Optikal . Dinas Kesehatan
6. I#in usaha mikro cbat tradisional |  Dinas Kesshatan
___[UMOT]
7. lzin Penerbitan Sertifikat Produkei | Dinas Kesshatan

Alat  Kesehatan Kelas 1 [satu)

Tertentu dan PKRT kelas | (satu) |

¥
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Rumah
"B isin Sarana dan Prasarana| Dinas Keschatan
Kesehatan (Khinik)
. 9. ixin Apotek Dinas Kesehatn
_ | 10.1gin  Produksi Makanan Dan| Dinas Kesehatan
Minuman Pads [Industn Rumah
___Tanggn - e
3 | Pekerjaan |. lzin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas PUPR, Perkim
| Umum dan 2. lgin Penggunaan Bangunan Dinas PUFR
| Penataan 3. lzin Usaha Jasa Kontruksi (TUJEK) Dinas PUPR
| Ruang (FUFR} | 4. lzin Pengesahan gambar Arsitektur Dinas PUPR
__ [Perencanaan
5 Sertifikat Latk Fungsi Dinas PUPR
. Gedung =
' Relomendasi Pemanfaatan Alr| Dinas PUPR, Perkim
l Permu kaan
' 7. Rekomendasd saluran kabel | Dinas PUPR, Perkim,
L . UINEE PLN
4 | Perumahan dan | 1. lzin dary Perkim
 kawasan b 4 perumahan
| Permulkiman 2. Izin pembangunan dan PUPR, Perlim
| [Pericim) pengembangan hawasan
| _permukiman
. Sertifikat  kepemilikan bangunan PUPR
lung (SKBG) P
4. lzin Terkait Pemakaman Jenazah Peridm
(loknsi pemakaman milik
pemerintah)

5 | Sosl 1. E:Jnﬂﬁm;ummhn Uang / Barang Dinas Sosial
12 __Iﬁ'ffﬁﬂ_iiﬁ'ﬁﬂ_m'ﬂerh:dhh_ """"" (UGH) Dinas Sosial
|3 izin Lembaga Kesejshternan Sosial Dinas Sostal

el TSNP W | . P e L)
| & Tenaga Kerja I, Pernzinan dan Pendaltaran Lembaga Disnakertrans
Pelatthan Keqja
2. lzin Lembaga Penempatan Tensagn Disnakertrans
___Rerja Swasta (LPTRS] =
3. Penerbitan perpanjangan [MTA (lzin Disnakertrans
. Menggunakan Tenaga Asing) *
-y = _F_— 4. lzin Pengiriman Tenaga Kerja L
T  Pertanahan 1. I=in Loknsi Kantor Pertanahan,
' Dinas PUPR, Bagian
Pemerintahan dan
= e Otonomi Daerah
2. lzin Membuka Tanah. Kantor Pertanahan,
I L S Dinas Pertanian |
' 1 Perencanaan Penggunaan Tanah Kantor Pertanahan,
=T o= Le Dinas PUPR
8 | Lingkungan 1. l=in Lingkungan I Cinas Lingkungan
Hidup (LH| T= Hidup -
2. Imm Perlindungan dan lolaan | Dinas Lingkungan
. ,_ Lingkungan Hidup (PPLH) Hidup
' '3 lun sementara | Dinas Lingkungan
. limbah B3 (Bahan Berbahava Hidup
Beracun)




[~ 4. [zin Pengumpulan Limbah B3 Dinas Lingkungan |
- | i el ] Hidup
5. lzin Pengelolaan Limbah B3 ml'hdw
sdup
6. [zin Pemanfaatan Air Baku Dinas Lingkungan
ST Hidup, Dinas PUPR
7, lon Pendaur-ulangan sampah/ | Dinas Lingkungan
pengelolaan sampah, pengangkutan Hidup
sampah dan pemerosesan  akhir
wampah yang diselenggarakan oleh
. Wwusta |
‘ 8. Rekomendasi Instalasi Pembuangan | Dinas Lingkungan |
Air Limbah {IPAL} Hidup |
'9 | Perhubungan |1. lzmn Penyelenggaraan  Dan | Dinas Perhubungan, |
Fembangunan Fasilitas Parkir PUPR
2. lgin Penvelenggarann Pelabuhan | Dinas Perhubungan
_ Sungai dan Danau
3. lzin Penyelenggaraan Angkutan | Dinas Perhubungan
i 4 Izin Usaha Angkutan Sungal dan| Dinas Perhubungan
Dansy I -
|lIl.'.l Kopersi 1. lzin a m Dinas Koperindag |
2 Izin Pembu Kantor Cabang | Dinas Koperindag |
Simpan Finjam
3, Izin Pembukaan RKantor Cabang Dinas Koperindag
___ Pembantu Koperasi Simpan Pimgam
| 4. lzin  Pembukaan Kantor Kas| Dinas Kopermdag
| Koperasi Simpan Pinjam
11 | Pen unaman . Pendaftaran Penanaman Modal | DPMFPPTEF
T Mo« al (PM) Dalam Negeri (PMDN) .
' | 2. Pendaftaran Perluasan PMDN DPMPPTSP
| 1 Pendaftaran Perubahan PMDN DPMPPTSP
4. Pendaftaran Penggabungan PMDN DPFMPPTSP
5. lzin Usaha PMDN DPMFFPTSP
6. lzmin Usaha Perluasan PMDN i DPFMPPTSP
7. lzin Usaha ?Hu'hlhin PMDN - DPMPPTSF
_ B lzin Usaha Penggabungan PMDN | DPMPPTSP
12 | Kebudayaan 1. lasin Membawa Cagar Budayva Disparbud |
| Keluar Daerah . _§
2. ltirl.l.Til.th:rﬂln'.ln___ | Disparbud |
1. Tanda Pemberitahuan Pembuatan | Msparbud '
Film
'3 | Rearsipan lrin penggunaan arsip yang bersifat | Dinas Perpustakaan
:.Iu'tutup vang disimpan di lembags | dan Arsip Daerah
kears
i [ etianan L1, leie Uiha Perllanen (8 -
| 2. lzin Penangkapan lan Diskmnak |
I.?_i._lEr Pelepasan lkan Drskanak
Rekomendasi ixin pemasukan tkan Diskanak
dari luar negen dan pengelunran
ikan hidup dar Wiliyah Republik
| Indonesia -
5 Rekomendasi [rin Usaha Perikmnan Diskanak

(IUP di bidang pembudidayaan
tkan lintas deemh propinsi dan

atau menggunakan tenaga thIL

| asing

¥




'ﬁ Rekomendasi izt ‘enerbitan hasil Diskanak |
perbkanan ki sumsi dan
- nonkonsumsi ke dalam wilayah
.. Republik Indor via |
' 7. Rekomendas lzin Usaha Diskanak |
Pemasarsn dan Hasil
Perikanan Lintas Daesrah Propinsi
____tdan Lintas Negars = -
|‘m Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Diskanalk
Ikan Kecil
' |9- Tanda Dmftar Usaha Pengolahan Diskanak
il | Hansil Perikanan =
| 15 | Pariwisats ‘1. Tanda Daftar Usaha Kepariwisatuan
. b ITDUF]:
Tark Wisata Disparbud
i _ 'I:I'I:lwu-.nFlrhriﬂll Disparbud
i e. Jasa Transportasi Wisata Drisparbud
d. Jasa Makanan dan Minuman Disparbud
I_r: Penyediaan Akomodasi Disparbud
[ Penynlenggaraan Kegiatan Disparbud
L Hiburan dan Rekreasi
E ENgEATaAN Pertemuan, Disparbud
| Ferjalanan Insentf, Konferenai
. h.Jasa Informasi Pariwisais Disparbud
i _Jasa Konsultan Perwisats ___ Disparbud
A Disparbud
|k Wisam Tirta | Disparbud
e | 1 Bpa Disparbud
| 16 | Pertanian |I.1t|:ul..lnh fanaman Pangan dan Dinas Pertanian dan
Holtiku®™ Dinas Ketahanan
- ik Fangan
4. Imn Pen: kan dan Pangeluaran Dinas Pertanian
____Benih T an
3. lzin Pemas  an Agen Hayati Dinas Pertanian
4. lzmin Usaha | ternakan Diskanak |
5. lzin Pemasukan dan Pengeluamn Driskanak '
__ Benih/Bibit Ternak '
6. lzin Pemasukan dan Pengeluaran | Diskanak dan Dinas
Bahan Pakan Asal Hewan dan |Pertanian
Tumbiihan = |
7. lxin Pemasukan dan Pengeluaran Diskanak
Cbat Hewan
8. lzsin Pemasukan dan Pengeluaran Driskanak
| Hewan Peliharaan
9. _lzin Praktik Dokter Hewan Diskanak
10tz Usaha Perikanan, Diskanak
... Peternakan / Pernasckan Ternak :
11 lzin Pemasulan Bahan Asal Ternak Diskanak
12, I!.IianFIuarunBlh_l_EAanmﬂ Diskanak
13 lzin Usaha Fumah Potong Hewan Driskanak, Dinas
Linglungan Hidup
: | 14 lzin Pengelolaan dan Pengusahaan |  Diskanak, Dinas
| Hurung Walet . Lingkungan Hidup
- 15. Rekomendasi  lsin Karantina | Diskanak

| (Hewan dan tumbuhan)
| St ] |

b /




T_ 16. Pendaftaran =~ Usaha  Tanaman | Dinas Pertanian dan |
Pangan dan Holtikultura Dinas Ketahanarn
. Pangan
17, Pendaftaran Usaha Peternakan Dinas Peternakan
I 18, Pendaftaran Pangan Segar Asal| Dinas Petemakan
| | T'I.Ill.'lhi.l.hl.l'.l ol L}
' 19 Pendaftaran Alat Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan
' | Dinas Ketahanan

_____ tanaman _
| 21 Pendaftarnn Pestisidn Dinas Pertanian
21, Pendaftaran ke Dinas Pertanian

| LY T, T —— —_—

| 24 Rekomendas: impor  Produk | Dinas Pertanian

[ g L Holtikultura
17 | Energl dan |. imn Pemanfastan Langsung Panas Dinas PUPR
Sumber Dava _ Bumd
Mineral 2. Rekomendasi Wilayah izin Usaha Dinas PUPR
Pertambangan (WIUP) "

e —— P ]

|18 | Perdagangan | 1. lsin Usaha Perdagangan [SIUF) :

2 Izin usaha perdagangan minuman | Dinas Koperindag
beralkohol golongan B dan C
pengusaha dan penjual langsung
minum ditempat . ;

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDF) | Dinas Koperindag

4, Tanda Pendaftar Agen atau| Dinas Koperindag

| Distributor Barang dan/atau Jasa

'5. Penerimaan Tanda Pendaftaran | Dinas Koperindag
__ Waralaba
ﬁ ‘Tanda Dnﬂnrﬂ-udnn; [TDG) Dinas Koperindag

| 7. Tanda Daftar Peiaku I.Jnhni Dinas Koperindag |

| Distribusi Barang Kebutuhan Fuknl:

e} (TDPUD-BAPOK)] aviil——adi. . (LSS ]
19 | Perindustrian .'|. izin Usaha Industr {1UT) Iw-:il d.l.'n | Dinas Koperindag
___Menengah L N
2. lgin Perluasan Usaha Industri (IPUD) " Dinas Koperindag

it i :
3, lsin Usaha Kawasan Industri (IUKI} | Dinas Koperindag
dan Imn Perluasan Kawasan

| . Industri
20 Komunikasi __l' lein Warung internet Dinas Kominfo
dan informatika | 3 |zin Penyelenggarn Reklame Dinas Kominfo

4 Rekomendasi Mendirikan Bangunan Dinas Kominfo
' Menara Telekomunikasi

3. lzn Reklame Dinas Kominfo :
|

VILTim teknis mempunyali waktu kewenangan memberikan pelayanan perizinan,
ditunjuk dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, dengan tugas antara lain:
! melaksanakan penclitian terhadap persyaratan teknis terhadap permohonan
porizinan dan/fatau nonpertsnan !-'Il‘lldiqjuh.n pleh pemohon sesuai dengan
b dang tugasnya;
2. n elaksanakan verfikus: faktual dilapangan berdasarkan berkas
perizinan dan/atau nonperizinan ym;dlqlulr.mnl:h mpemulmnm

t 5




1 membuat berita acara hasil penelitian/pemeriksaan dan menyampaikan hasil
penelidan verifiknsi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan;

4. membuat surat rokomendasi hasil pemeriksaan di lapangan terkait perizinan
dan/atau nonperzinan yang diajulmn oleh pemohon.

Rekomendam teknis diperlukan untuk kelengkapan persyaratan permohonan
perizinan tertentu vang memerlukan kafian teknis secars mendalam dengan

ketentuan
. rekomendasi teknis dilaksanakan atas dasar surat  pemintaan Kepala
DPMPPTSP kepada OPD teknis;

2 rekomendasi teknis dapat berupa persetujuan atau penolakan;
3. persetujuan atau penoclakan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
kepada DPMPPTSF dalam janghka waktu paling lama 5 [lima) hari
kerja, kecuali yang distur waktunva sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

IX. STAM DAR OPERASION ', PROSEDUR PADA JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN
MON 'ERIZINAN

Stanuar Operasior sedur pada jenis pelsvanan:
1. lzin Pendidikan - yang diselenggarakan oleh Masyarakat;

4. I=sin Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggaraican
oleh Masvaraka:

NO| KOMPONEN URAIAN =

1.  Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 62

tentang Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal vang |
didirtkan Wajib Memperoleh [zin Pemerintah Atau
Pemerintah Daerah:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelavanan Mmimal,

3. Permturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tenting Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Fenutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendivian Satuan Pendidikan Anak
Usis Diiri;

%, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
45 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegraa:
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Ke ;

6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 |

| Tahun 2018 tentang Pendelegasinn Kewenangan di

| . Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 2!
2 Permyaratan | iz  Pendidikmn Dasar wvang diselenggarakan oleh
Pelayanan, Musvarnkat

Waktu dan Biaya Persvamatan ;

. Surat keterangan penetapan Kepala Sekolah oleh
vayasan,

e Sural ketsrangan penstapan komite sekolah oleh
kepala sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan
masyarndat  dengan melampirkan daftar  hadir
musyawarah;

d i




-

mencakup nama lengkap, tempat |

orang tua dan alamat lengkap,

melampirkan {jazah;

PegawWLL usaha (TU} dan lainnya dengan

kelas, ruang guru, ruang kepals sekolah,

seterusnya;

: taris sekolah;

h.muﬂﬂlhhhhﬂnunp!mm&nnlrmgmkup:
Jjumlah siswa dan jarak ke sekolah;

| Data SMP (Sekolah Menengah Pertama] dan MTS
(Madrasah Ternouwidah] atau sekolah sederajat vang
mencakup juiikah siswa dan jarak ke sekolah;

m. Surs’ rsetujuan dari SMP (Sckolah Menengah
Pertan.  fan MTS (Madrasah Tsanaudah) sekitar;

n. Surat po ~tujusn dard masyarakat seldtar:

0. Denah sekalah;

p. Rekomendansi Dinas Pendidilan;

= 1
E |

i
s
;

FEE
T
is

:

r. Surat pemyvataan menglkuti aturan dan ketentuan dar
pemerintaly yung dibuat cleh Kepala Sekolah;

5 Surat kesanggupan melaksanakan kurikulum yang
berlaku yuang dibuat oleh kepala sekolah;

t Rekomendasi dari Camat setempat;

u. Sumber dlana penyelenggaraan pendidikan;

v. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS).

in Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
vonformal yang diselenggurakan oleh masyarakat -
+ lgn O asional Lembags Bary
Persys  ian lsin
1) Peri honan dari lembaga PAUD : TPA [Tempat
Per oe  Anak), KB (Kelompok Bermain), TK
(Ta anak-Kanak), SPS (Satuan Paud Sejenis),
dan “ [Pusat Kegiatan Belajar Masyaralat), LKP
|Lemi e Kursus dan Pelatthan):
2) Khusus TK wagib berbadan hulum:
3} [zin lingkungan / desa;
4] Fotokopt NPWP,
3) IMB,;
Y Elnmmﬁmhh 1 Tahun Terakhir.

b. Perpaniangan lxin Operasional

Persyaratan lzin :

1} Permohonan dari lembaga PAUD : TPA (Tempat
Penitipan  Anak), KB [(Kelompok Bermain), TK
[Taman Kanak-Kanakj, SPS {(Satuan PAUD aojenis),
"n PKBM (Pusat Kegintan Belajar Masyarakar), LKP

mbaga Kursus dan Pelatihan);

< ngantar dari lembaga /kepala;

J) lzin Lokasi,

4| lzin Lingkungan;

3] Fookopi  akte Notars vang disahlkan oleh
Kementerian Hukum dan HAM:

6) Fotokopi IMB.

Biaya Pelayanan ; tidak ada biaya. l

t 75
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Waktu penyelesaian pelayanan - E[llmﬂhn:ilmﬂtluluhh
diterima berkas permohonan lengiap dan benar

3 .Emum.

Trf'l-lmp'lrpldnl.-ﬂlmlrlnﬂ

melanisme, dan |

. _ prossdur L e

4. | Produk |1, lzin  Pendidikan Dasar yang disclenggarakan oich
|pihj'lnl.n | masyarakat,

, 1' [zin  Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidilan
. Hm.immn.lm liselenggarakan cleh masyarakat, |

5. | Sarana, |. Sarana: |
prasarans, a. Perangkat komputer;

_ dan/atau b. Alat tulls kantor,

| fasilitas c. Sistern  Informas  Manajermen  Perizinan  Terpadu

DPMPPTSP;
| d P lasib iormulir n:
Mosur pengurusan izin;
apan informasi prosedur dan persyaratan izin;
‘“epon
. Website ,
Emuil.
Prasarana / fastlitns:
a_ Loket informasi:
b. Loket administrasi perizinan (front officd dan tim teknis
perizinan (back offic); |
[+ I.m L |
d. Loket pene mbilan fsn
| = Lﬂhﬂh.";mu;
[. Fuang penyimpanan arsip.
E. Ruang tunggu;

e h. Halaman parkir.

6 | tenmi Sarjana PAUD, Sarjana pendidikan yg relevan dan Sarjana
Pelaksana Umum;

. D3 Akuntansi, Komputer;
SMA, SMK,
“femahami peraturan perundang-undangan vang berlaku;
| ulus dikiat berjenjang;
[E= | lampu mengoperasikan komputer.

| 7. | Pengawasan Lilakukan oleh atasan langsung secara bergenjang;
| internal - Dilaksanakan secara kontinu.

H-ianlnnnul '1Prm:hnnmmaﬂmlmhr-:mdmp¢nﬂlhn{lﬂm
| pengaduan, Mlﬂmnﬂmm?mwunﬂnltﬂhh
sarnn, dan
ma wlkean 2 Frmhun mengis lembar tersebut dan mengembalikannya

kepada petugas loket pengambilan izin;

dilakukan dengan datang langeung/ melalui
telepon /lisan /tertulis pada loket pengaduan:

|4 Surat jawaban pengaduan yang telah ditandatangani oleh

Kepala DPMPPTSP akan disampaikan kepada pemohon
vang mengajukan pengaduan secara langsung atau ﬁn;
u!

Penvampaian saran dan masukan:

1. Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan penilaian
pelayanan DPMPPTSP sewaktu-waktu dengan mengisi |
iembar  penilaian  yang tersedia pada meja  loket |
kasir/pengambilan @in kemudian memasukkannya ke
dalom kotak saran;

* i
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3

10

1L

e

Jumliah
3 T
pelayanan

- keamanan

Jaminan

da
krselamatan

| peluyanan

12, | Evaluasi kinerja

Pelaksana

1. Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap dan
| 2tnhh 150 lembar dan |
sarnn penilajan  pelaymnan

3 Berd:-rpukl;n hasil rekap berkala, DPFMPPTSP

; D menyu
rencana aksi perbaikan pelayanan, o

Fengaduan dan saran dapat disampaikan juga melalui- .
l. Kotak saran;

| 2. SMS gate way;

3. Burvey IKM (indc + kepuasan masyarakat);

3 (lima| orang

ayanan didukung deh petugas yang berkompeten dengan
msip pelayanan yang prima. |
Surat Isin/Surat Keputusan [sin dibubuhi tanda tangan |

- rap stempel basah, schingga dijamin keasliannya, !

sat lzin/Sumt Keputusan lzin menggunakan kertas |

serkop Dinas, |
Pada Surmt Keterangan |mn dilengkapi juga dengan
!

barkode. o

~alunsi kinerge | clayanan dilnkukan melalul pengukuran

peocrapan 12 komponen standar pelayanan vang dilakulkan
kuran * tiap 1 tahun sekali. ; J




Fanilitns Pelayanan Keschatan;
4. lzin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan:
n. lzin Praktil lan;
b. Izin Prakt: rawat (BIPF);
c. lon Prakt poteker;
d. izin Prakt: okiter;
e lmn Prakt:s  nage Teknis Kefarmasian (SIPPTTK);
[. lzin Kerja i grafer [SIKR);
g Izin Praktik (erar g dan Mulut (SIFTGM),
h. lein Kerja Refra 8 Optinden dan Optometria;
i lzin Kerja Perel Aedia (SIKPM);
§- 1mn Prakeit- Ah wlogl Laboratorium Medik [SIPATLM);
K. lzin Py Fis pl [STPP);
|. imin Pr £ e fLre,
m, lmn P ok Or di
I I-ﬂ:n. Fl'l -I.J-.r.l.l-li. Ak 28Ne;
0. lrin Praktk Ch  soprekss
P kin Praktiic Ar  esi;
q bkin Penat An =i [SIPPA);
r. lrin Kerja Fera Gigl (SIKPG);
B binKeja P @a IKB);
* b Penye' 7 lisonal [STPT);
U nPrakii e & Teknis Kefarmasian (SIPTTK).
3. lmn Toko Obe
4. Irin Tobko Al .} 5 tmn;
5 la Optilal,
6. Iz fssho Mike « t Tradisional (UMOT);
7. lmn  mert an e at Produlksi Alat Kesehatan Kelas | (Satu) Tertentu dan
PER elas | &t rtentu Perusahasn Rumah Tangga;

E. lem 2 rann di P

9. lxim 7 ootk

10. keiny | rodubesd 1 iaka
(N KOoMPS' N
1. | Dasar Huk:

ana Kesehatan (Klinik);
'+ Minuman pada Indusin Rumah Tangga.

URAIAN
l. Peraturan Pemerintah Hepublik Indonesia Nomor
103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan
Tradisional;
Peraturan Menteri Keschatan Republik  Indonesia
Nomor 2052 /Menkes/Per/X /2007 tentang lzin Praktik
dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran:
Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesin
Nomor 28 twhun 2017 tentang Izmin dan
Penyelenggarann Praktik Bidan;
Peraturan Menteri Kesshatan Republik Indonesia
Nomaor 1189/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Produlsi
Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tanggn,
3. Perntumn Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes
/Per/V111/2010 tentang Penyalur Alat Kesehatan:
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.02.02/Menkes/148/1/2010 tentang
lzin dan Penyelenggarann Praktik Perawat,
Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia |
MNomor B89 /Menkes /Per /V/2011 tentang |
Registrasi lzin Praktk Tenaga Kefarmasian:

B e TR " DE
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n9.

120,

dl.

10,

12.

13.

Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia
Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin
Praktik dan Pelaksanann Praktik Kedokteran;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atns
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HEK.02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin
dan Penvelenggarann Praktik Perawat;

Peraturan Menteri Kesshatan Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Refraksionis Dpti-:n dan Optometns;
Peraturan Menteri Kesshatan Republik I.mlnt-ndn
Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggnrann
Pelkerjann dan Praktik Tenaga Giz;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2013 tentang I":n.ﬂilm:nrlm
Pelkerjaan Perelkam Medis;

Peraturan Menteri Kesehotmn Republik lndmdl
Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelengmarann
Pekerjann Radiografer,

Peraturan Menteri Keachatsn Nomor 9 Tahun 2014
tentang kKlinik,

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klamfikast dan
Perizinan Rumah Salgit;

Peraturan Menteri Kesechatan Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik AhHt Teknologi
Laboratorium Medik;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor | Tahun 2016
tentang Penvelenggaraan Optikal;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan
Penyelengparaan Praktlk Penata Anastes;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 20 Tehun 2016 tentang Izin dan
Penyelenggarann Praktik Terapis Gigl dan Mulur;
Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Kescshatan Republik Indonesia
Namor BHY /Menkes / Per /V /2011 tentang
Registram Izin Praktik dan [mn Kerjm Tenagn
Kefarmasian;

- Peraturan Mentert Keschatan Hepublik Indonesia

Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaysnan
Perizsinan Berusaha Terintegrast Secara Elekmronik
Sektor Kesehatan:

Peraturan Daerah Kabupaters OKU Selatan Nomor |

Tahun 2016 tentang Penyelenggarman Pelayanan
Kesehatan Masvaralat;

- Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 26 Tahun 2018

tentang Pendelegasian Kewenangan M Bidang Periginan
dan Nonpenzinan.

¥ /




. Persyaratan

Pelavanan, Waktu

dan Biava

1. Izin Rumah Sakit Kelan C dan Ddan Fasilitas Pelayanan

&

Surat permohonan ditujukan kepada

8, Kepala Dinan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten OKU Selatan;

b, Fotokopt Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWF);

. Fotokopi Surat lzin Mendirikan Rumah Sakit;

;_
T
E
i
E
f

Isian Instrumen u!fumm penetapan kelas;
Studi Kelayakan |

Deteni]l Enginering Design [(DED);

[enah lokas: dengan situas: sekitarmya, denah
bangunan, dan foro bangunan (Master Plan);

Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan sertifikat
ladbe furngsi;

-2 BT

J. Dokumen Pengelolaan Lingkungan
Berkelanjutan;
Daftar Sumber Dava Manusia;

ot

Daftar tenaga medis, perawat, dan tenaga
keschatan Iain serta fotokopi SIP (Surat lein
Praktik]/SIK (Surat lzin Kerja);

. Surat Penugasan klinis stal medis;

Daftar peralatan medis dan nonmedis;

Daftar sediaan farmasi dan alat keschatan:

Daftar sarana dan prasamana;
Dokumen SOF rumah sakdrt;

Surat Rekomendasi lein Operasional dari Dinas
Kesshatan.

lzin Praktik dan [zin Kerja Tenaga Kesshatan
o lzin Praktik Bidan

Persyaratan

1) Surat permohonan ditujulkan kepada Kepals
Dmnas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan,

2] Fotokopi STR wyang masih berlaku dan
dilegniinas;

3] Surat keterangan schat finlk dar dokter vang
memiliki Surat lzin Praktik ;

4] Surat pernyataan memililkd tempat kerja di
fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat |
praktilk; -

5 Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6
achanyak 3 | lembar;

B Rekomendasi Dinas Kesehatan;

7l Rekomendasi dari organisasi profesi.

b. lzn Praktik Perawni
1) Surat m ditujukan kepada Kepala
u
Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan;
2) Fotokopi jazah dan transkrip nilai (perawat);
3| Fotokopi STR/SIP:
3] Fotokopi KTP pemohon;
5 Potokopl NPWP,

TaAWPPRE
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. imin Praktik Apoteker

. lzin Praktik Dokter

6| Surat keterangan sehat dari Dokter pemerintah
(RSUD/Puskesmas);
7] Rekomendasi dari organisasi profesi masing-

masing,
8] Pasforo ukuran 4xfh sehanvak 4 Lembar.

Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan;

4] Fotwokopi Sural Tanda Registrasi Apoteker
(STRA) yang diperoleh dari Komite Farmasi |
Nasional (KFN); |

d) Fotokopi jjazah Apoteler; |

4] Surat pernyataan mempunyal tempat |
praktik profesi atmu surat keterangan dar
pimpinan fasilitas pelayanan Kefarmasian; r

5 Pasfoto berwarna terbaru ukuran  4xb
sebanyak 3 (tiga) Lembar;

&) Rekomendasi dar Dinas Kesehatan;

7] Rekomendasi dari organisasi profesi [keatan
Apoteker Indonesia (1Al);

8 Fotokopi KTP pemohon;

9 Fotokopl NPWF; '

10] Fotokopi lsin Apotek.

Prisvaratan .

1] Surat permohonan izin Paktik Dokter;

2] Fotokopl jjazah;

3] Fotokopi KTP yang masth berlaku;

4) Fotokopi NFWP,

5 Fotokopi STR Dokter/Dokter Cigi yvang di
terbitkan dan dilegatinir oleh konsul kedokternn
Indonesia yang masih beriaku;

6] Surat Rekomendasi dari organisasi profesi;

Tl Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA] dari 1DI
(lkatan Dokter Indonesia)/ PDGl [Persatuan
Dokter Cigl Indonesial;

8 Pasafoto ukuran 4x6 sebanvak 3 Lembar,;

9] Suma! keterangan lokasi tempat praktik dari
kepaia Puskesmas setempat;

10) Rekomendasi dari tim teknis.

lzin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

FPersyamatan :

1) Surat permohonan dityjukan kepada Kepala |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan |
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan;

2j Fotokopi KTP pemohon;

3 Fotokopi NFWP,

4) Fotokopi Surnt Tenda Registrasi Tenaga
Teknis Kefarmasian (STRTTK);

5| Surat pernyataan apoteker atau pimpinan
tempat pemohon melaksanakan pekerjaan
kelarmasian;

f &
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6] Surat rekomendas| dar organisasi vang
menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian;
7] Surat rekomendasi dari Dinas Kesshatan
utau pejabat yang ditunjuk;

B8] Pasfoto berwama terbaru ukuran 4x6
scbanyak 2 [dun) lembar dan 3x4 schanyak
2 (dua) lembar.

lzin Kerju Radiografer (SIKR)

Persyaratan .

1] Surat permohonan ditujukan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan;

2] Fotokopi KTP pemochaon;

3 Fotokopi NPWP,

4} Fowkopi Surat lzin Radiografer (SIR) yang
masih berlalog;

5] Fotokopi {jazah Radiografer yang disahlan
oleh pimpinan penyelenggara pendidiloan

radiografer;

6) Surat keterangan sehat dan ddak buta
wiarna dari dokter vang memilild Surat Izin
Praktik;

71 Pasfoto berwarna terbaruy ukuran 4x6
sehanyak 2 (dua) Lembaear; |

B} Rekomendasi dari Dinas Keschatan atau
pejabat yang ditunjuk:

9 Surat keterangan telah melaksanakan tugas
dari Pimpinan Sarana Pelayanan Keschatan.

Izin Praktik Trafis Gigi dan Mulut [SIPTGM)

Persvaratan ;

Il Surat permohonan ditujukan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan;

4] Foltokopi Surat Tanda Registrasi Terapis
Gigi dan Mulut [STRTGM) yang masih
berlaku;

3] Fotokopi ijazah yoang disahkan oleh |
pimpinan penyelenggara pendidikan;

4] Surat keterangan schat dari dokter vang
memilika Surat l#in Praktk;

3} Fotolkopi KTF pemohon;

6] Fotokopi NPWP,

7] Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6
sebanyvnk 2 (dua) Lembar;

8] Rekomendasi dari Dinas Kesshatan atau
pejabat yang ditunjuk;

9) Rekomendasi dan organisasi profes:.

lzin Kerja Refraksionis Optisen ([BIKRO) dan
Optometris (STKO)
Persyaratan

Refraksionis Optisen (STRRO) atau

t /‘
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Tanda Registrasi Optometris (STRO);
Fotokopi jazah vang dilegalisir;
Fotokop: KTP pemohon;

Fotokopi NPWP,

Surat keterangan sehat dari dokter yang

memiliki Surat lzin Praletik;

Surat pernyataan memiliki tempat kerja di

fasilitas pelayanan keschatan  yang
Lar;

wﬁﬂmm terbaruy ukuran 4x6

lzin Kerjn Perekam Medis (SIKPM)
Persvaratan ;

1]

9)

Surnt permohonan ditujulkan kepada Kepala
[inas Penanaman Modal dan Pelavanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan;
Fotokopli Surat Tanda Registrasi {-51'!]
Perekam Medis;

Surat kﬂmm schat dari dokter vang
memilikd Surat lxin Praktilk; &
Surat pernyataan memiliki tempat kerja
fasilitas pelayanan kesehatan;

Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6
sebanyak 3 (tiga) lembar;

Rekomendasi dard Dinas  Kesehatan
Kabupaten atau pejabat vang ditunjuk;

10} Rekomendasi dari organisasi profesi.

lzin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

2
3)
4
s§
6)
Tl
Bj

%

" (STP-ATLM)

Surat permohonan ditujukan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan;

Surat keterangan schat darl dokter yang
memilika Surat Lrin Pralktil;

pelayanan kesehatan yang bersanghoutan; |
Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6
sehanyak 3 (tiga) lembar;

Rekomendast dari Dinas Kesehatan

Kabupaten atau pejabal yang ditunjuk;

10) Rekomenelasi dari organisasi profesi.

* an
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k. Lsin Praktik Fisiotrapi (SIPF)
1} Sumat permohonan ditujukan kepada Kepals
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan;

4] Folokopi Surat Tanda Hegistras

| ' L

4| FMHTFMHTI:L:

5] Fotokopi NPWP, |

] Surat keterangen sehat dord dolkter yvang
memiliki Surat lrin Prajtilk;

7l Surat pernyatasn memilild tempat kerja di
fusilitns pelayanan keschatan atau tempat
pr.lll'lih: pelavanan  Gsioterapl secara

B) Pnhm berwarna terbaru ukuran 4xb
sehanyak 3 (tiga) Lembar,

9 Rekomendasi dari Dinas Kesshatan
Knbupaten atau pejabat yang ditunjuk;

10} Rekomendnasi dari organisasi profesi.

L lein Prakiil Acupurnture

Persyaratan ;

I} Surat permohoman ditujukan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan;

2) Fotokopi sertifikat / jjazah acupuniune;

J) Rekomendasi dari  asosiasi/organisasi
profesi di bidang akupuntur;

4] Fowkopi KTP pemohon;

5] Fowkopi NPWP,

7] Data sarana prasarnns tempat praktik: .
a| densh lokas dan denah ruangan praktik, |
b daftar kelengkapan alat praktik yang |

digunakan,
c| daftar obat/ramuan yang nakan,
d) dihrurﬂdnnjmhrﬂhfmln

B) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
Kabupaten atau pejnbat yang ditunjulk;

9) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 49xb6
sebanyak 3 [tiga) lembar.

m. lxzin Frlkl:ili:ﬂnupudi

1) Surat permohonan ditujukan kepada
ra Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan:

<} Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR); |

3} Fotokopi jazah profesi yang dilegalinir;

4] Fotokopl KTP pemohon;

e s s

pernyilaan

prnkﬂkmmtwldniﬁnhm;l

pelayanan kesehatan sebagai tempat
praktiknya;

t i3
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7l Surat persetujuan dari atasan langsung
bagi dokter yang bekeria pada instansi/
fasilitus pelayanan keschatan pemerintah |
atau  pads instansl/fasilitas  pelayanan |
keschatan lain secara purna waktu,

B} Surat rekomendasi dari organisasi profesi;

a) mmmmﬂmm

n. Fnhiiﬂh:mm

I} Surmt permohonan ditujukan kepads Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan;

2l Fotokopi ijmsah Pendidikan di bidang
keschatan tradisional;

3} Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopt NPWF,

5 Fotokopi Sertifilkat kompetensi;

6) Rekomendasi darl asosiasi/ organisasi
profes;

7} Surat pernyataan memiliki tempat praktik
profesi atau surat keterangan dari
pimpinan sarana pelayanan kesehatan;

8] Surat permyatRan mematuhi dan
melaksanakan ketentunn etikn profesl;

9] Rekomendasi dari Dinas Keschatan
Kabupaten atau pejabat vang ditunjul; '

10) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4xb6 |
sebanyak 3 (tign) lembar, '

o. lzin Praktik Chaermoprekt |

Perwyaratan :

1} Sumt permohonan ditujukan kepada Kepalas |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan;

2] Fotokopi jazah pendidiloan;

3] Fotokopi sertifikat kompetensi;

4] anm:m:tm dari asosiasi/ organisasi

5| Surat pernyataan memilild tempat praktik
profesl atau surat keterangan dari
pimpinan sarana pelayanan keschatan;

6] Surat permyntasn memaruhi dan

7] Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk;
B) Pasfoto berwama terbaru ukuran 4xf

sebanyak 3 (tigal lembar,

p. lzin Praktlk Anestesi
Perpvaratan - .
1} Surat permohonan ditujukan kepada Kepala |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan |
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan;
2) Fotokopi KTF pemohon;

|
f i
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.an:m:-n:

. lzin Kerja Perawat Gigi

. lzin Kerja Bidan

— T

Fotokopd -

4] Fotokopl STRPA wang masih berlaku dan
dilegalisir;

5] Fotokopi fjasah yang telah dilegalinir;

6] Surat keterangan schat dard dokter yang
memilild 8IF;

7] Sumat permyataan memilili tempat praktik di
fasilitas pelavanan keschatan,

8] Pasfoto berwarma terbaru ukuran $xb scbanvak |
4 [empat! lembar dengan latar belakang wama

9 Rekomendasi darl organisasi profest.

lzin Praktik Penata Anastesd (SIPPA]

1} Surst permohonan ditujukan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKL Selatan;

4] Fotokopi ijazah vang dilegalisas:;

3 Fntl:ﬁﬂp& Surat Tanda Registrasi Penata

4] Hﬂmdﬁdﬂwm

5| Surat pernyataan memiliki tempat praktilc
di fasilitas pelayvanan kesehatan;

6] Surat keterangan sehat dan dokter yang
memiliki Surat lxin Praktik;

7] Rekomendasi dari Dinas Kesehuatan
Knbupaten atau pejabat vang ditunjukc

H) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4xb |

sebanynk 3 (tiga) lembar,

Persvaratan :

1] Sumt permohonan ditujukan kepada Kepala
inas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan,

2] Fotokopi jjazah vang dilegnlisasi;

J) Fotokopi KTP pemohon;

4) Fotokopi NFWE,

5) Eni;?kapi Surat Tanda Registrasi Perawat

6 Rekomendasi dari organisasi profest;

7l Surat pernyataan memilild tempat praktk
di fasilitas pelayvanan kesehutan

H) Burat Keterangan wsehat dari dokter yang
memiliki Surat lein Praktik,

9 Rekomendasi dari Dinas Kesshatan
Ealﬂ:pulm.tnup:jlhlt:ﬂn:ﬂi‘m:.iuh

10} Pasfoto berwarma terbaru ukuran 4x6
sebanyak 3 (tiga) lembar.

1) B :

urat permohonan ditujukan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan;

4] Fotokopi STR yang masih berlaku dan
dilegalisasi,

b o
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3| Fotokopi KTP pemohon;
;:;mnhnpiHMP:
urat keterangan sehal fimik dan dokter
memililkd Surat lsin Praktik ; i
, |' 6 Surat pernyataan memilild tempat kerja di
| ﬁm.kﬂk pelayanan kesehatan atau tempat
pr
5 : 7} Pasfoto berwarna terbaru ukuran #ﬂﬁ-l
sebanyak 3 (tiga) lembar;
8| Rekomendasi dart Dinas Kesehatan
Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk;
9 Rekomendasi dari organisasi profesi.

L lxin Penyehat Tradisional

Persvarmtnn :
1} Surat permohonan ditujukmn kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan;
_ 2] Burat pernyataan Penyehat Tradisional;
. 3} Forokopi KTP;
' 4) Forokopi NFWP,
| 5) Fotoloopi sertifikat dan fjazah;
6) Rekomendasi Lingkungan (Camat, Lurah/
Kepala Desa);
7T} Surat pernyataan kesediaan visitasi tempat
#) Rekomendasi asosiasi/organisasi profesi;
9) Surat keternngan schat;
10) Surat pengantar puskesmas setempat;
11) Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4xb sebanyak
2 (dua) lembar; i

u. lsin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) |

1) Surst permohonan ditujukan kepads Kepala |

urat perm

. Dinas Penanaman Modal dan Pﬂl.armm
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan:

4) Fotokopi STRTTK dengan menunjukkan STRTTK

7) Fotokopi Surat lein Apotek (SIA) n.tlu Surat lein
Toko Obat;

8) Pasloto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar,
| ' | ) Fotokopi KTP:
10} Fotokopi NFWP;

| 3. mnmnm
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. Salinan /fotockopl Surat [zin Kerja/SIP penanggung
jawab (tenaga kesehatan /teknik);
Surat penunjukan penanggung jawab toko alat
kesehatan dan permbik toko alat kesehatan;

g Surut permyvatnan penanggung jawab tidak bekerja
tetap pada perusahasn  farmasi/mko  alat
kesehatan/ toko obat/ apotek Inin;

h. Burnt permyatian kesangiupan uhgti pEnAnEgUNE
jawab toko alst  keschatan dan  bersedia

.y

Kesshatan);
{. Surat pernyataan pemilik toko alat keschatan tidak
terlibat pelanggaran usaha di bidang alat kesehatan

tﬁumt}'lﬂ:wnhn statis bangunan dalam
bentuk akte hak milik/sewa /kontrak.

I Fotokopi IMB.
Lzin Optikal

Persyaratan .

a. Fotokopl KTP pemohon;

b. Fotokopd NPWP/SIUP/NIB perusahaan atau
pemohon,

¢ Pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau
optometris untuk menjudi Penanggung jawab pada
optikal yang akan dudirilan

d. anhﬂﬂmﬁmummm

e. Fotokopi SIP atau sumat keterangan SIP dalam
proses penerbitan imn dan instansi vang berwenang
menerbitkan S|P,

[ Dafiar sarana dan peralatan yang akan digunakan;

i Fotokop perjanpan kerja sama dengan laboratorium
dispensing bagi optikal vang tidak memilild
Euhummdlﬁi:

h. diri asosiasi optikal setempat,

i. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

lzin Usaha Mikra Obat Tradisional (UMOT)

Perayaratan .

a Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten OKU Selatan;

J

f
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. lzin Penerbitan Sertifikat Produksi Alst Kesshatan

b. Fotokopi akta pendirian badan usaha dan

PErSeOraAngRn ;
¢. Fotolopi KTP pemohon;

d. Fotokopi tanda bukti status bangunan dalam
bentuk akta hak milik / sewa/
kontrak /keterangan lingkungan;

e. Denah dan peta lokasi tempat usahna;

. Fotokopi NIB dan SIUP;

g. Fotokopl NPWP pemilik modal;

h. Pasfoto berwama terbaru ukuran 4x6

sebanyak 3 (tiga) lembar;
i. Rekomendasi dar Dinas Keschatan.,

Kelas 1 (satu) Tertentu dan PKRT Kelas 1 [Satu)

Tertentu Perusahaan Rumsah

n. Persyaratan Permohonan Sertifikasi Produksi Alat |
Kesehatan dan PKRT Baru : '

1) Mengisi formulir | Permohonan sesual
Permenkes Nomor 1189/MENKES/PER/VII
f2010;

2} Berita Acara Pemeniksaan (BAP) dan Dinas
Kesshatan Provinsi;

J} Rekomendasi dan Dinas Kesehatan Provinad
d;g;nm Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
( :

4] Memiliki Badan usaha dan/atau Akte
Perusahnan vyang sudah disahkan aleh
Kementermn Hukum dan HAM;

2 Nomor Pokok Waith Paiak;

6 Tanda Daftar Ferusahaan (alamat pada TDP
harus sama dengan alamar lokas ussha yang
teriern pada Surat permohonan dan BAP dari |
Dinas Keschatan Provinsi);

7) Tanda Daftar Industri atay lxin Usaha [ndustri |
{untuk non-PMA|;

B} lzin Prinsip Industri dari BKPM (untulk PMA);

9) Peta lokasi;

10y Denah bangunan;

11) Status bangunan,

12) Fotokopi KTP Direktur/

13) Fotokopi KTF Pumnungdnmh Teknis (PIT):

14) Fotokopi jazah Penanggung Jawab Teknis PJT;

15} Sural pernyataan PJT sanggup bekerja penuh
waktu (full time):

16) Surat perjanjian kerjasama antara PJT dan
perusahann;

17 Struktur organisas;

18] Urasan tugss;

19 Daftar produk yang akan diproduksi;

20} Daftar alat kelengkapan produksi;

21) ﬂ::lukm produksi untuk masing-masing
42} Daftar peralatan laboratorium/ quality contral;

23) Kerja sama dengan laboratorium pengujinn
yang terakreditasi/ diakui/ ditunjuk;

24) Daftar buku kepustakaan;

25) Dokumen lingkungan;

* 2~
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| 26} lzin Penggunann Fasmbtas Bersama (jika sarana
digunakan untuk produksi bersama dengan
produlk farmasi);

l 27 Rekomendam dari tim teknis.

b. Persyaratan Permohonan Sertifikasi Produlksi Alat |
Kesehatan /PKRT Perubahan Penanggung Jawab
Teknis [PJT) :

1) Mengisi formulir 1 permohonan sesual
fm‘mlﬂ Nomor 1189/MENKES/PER/VIN
Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi
. ?E.;;auu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Fotokopt KTP ng Jawab Teknis (FIT);
Foton b T oo
| Surat pemyataan PJT sanggup bekerja penuh
| waktu [l timej;
6] Sumt perjaniian kerjasama antara PJT dan

perusahaan;
. Tl Struktur orgEnisani;
B Uraian tugas,
%) Forokopi sertifikal produlkos yang lama.
| 10} Surat pengunduran dirl PJT lama;

11) Berita Acara Serah Terima Tugas dari PJT

N

Ses

1| Mengisi formulir | pmmlmnl.n sesLal

Permenkes Nomor 1189/MENKES/PER/VIII
2010

| 2) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi |

i | %ﬂu Badan Pelaysnan Perizinan Terpadu |

d} Memiliki badan hukum dan akte
vang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum
dan HAM;

4] Tanda Daftar Perusahaan [alamat pada TOP
harus sama dengan alamat lokasi usaha vang
tertera pada Surat purmﬂhnnln dan BAP dari
Dinas Kesehatan

5) Tands Daftar Industri atay lxin Usaha Industn
(untuk non-PMAJ;

6) Izin Prinsip Industri dari BKPM juntuk PMA).

: 7] Status bangunan;

, 8) Fotokopi KTP Dircktur/Pimpinan;

9 Surat perjanjian kerjasama antsra PJT
(Perusahman Umum Jasa Tirta) dan
perusahasn;

10) Strulctur organisas:;

11] Uraian tugas;

12] Fotokopi sertifikat produbksi yang lama; .

13] Akte Notaris perubahan Direktur/ Pimpinan; i

| 4] Laporan Realisasi Produksi Tahunan:

15 Rekomendasi dari tim teknis, |

t =
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d  Persyaratan permohonan sertifikasi produksi alat
kesehatan dan PKRT perubahan alamat :

1y

2
3

4

3|
6]

7

5
9)

10}
11
12)
13)
14

15)

i

21
3

4)

omSom

10

11)
12)
13

14)
15)

16
17

18] Dokumen lingkungan,

Persyaratan permohonan sertifikasi produksi alat
kesehatan dan PKRT periuasan produk : |

Mengisdl formulir 1 Permohonan sesuai |
w Nomor 1189/MENKES/PER/VII
Berita Acare Pemeriksaan [BAPY dar Dinas
Keschatan Provinsi;

Rekomendasi dari Dinaa Kesehatan Provinsi
:tﬂ-;;#auu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Memiliki Badan Hukum dan akte perusahaan
yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum
dan HAM;

NPWP,

Tanda Daftar Industri atau lzin Usaha Industri |
(untuk non-PMAJ;

f=min Prinsip Industri dari BEKPM {untuk PMA);
Peta lokasi;

Denah bangunan;

Status bangunan;

Fotokopl sertifikat produksi yang lama;
Dnhmm Realinasi Produksi Tahunan;

n lingkungan;
Izin Penggunaan Fambitns Bersama (jika sarana
digunakan untuk produksi bersama dengan
produk farmasd);
Rekomendasi dari tim teknis

Mengisi formulir 1| permohonan sesual
Permenkes Nomor 1189/MENKES/PER/VIII

F2010;
Berita Acarn Pemeriksaan [BAP) dari Dinas
Kesehatan Provinsi;
Rekomendasi dari Dinas Kesechatan Provinmi
?;;iﬂmu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Tanda Duftar Industri atmu Izin Usaha Industri
{untuk non-PMA);
Lein Prinsip Industri dari BKPM (untuk PMA).
Denah bangunan;
Fotokopi KTP Penanggung Jawab Teknis [PJT); |
Fotokopt ijazah PUT,
Surat pernyataan PJT sanggup bekerja penuh
waktu (il time);
Surat perjanjian kerjasama antara PJT dan
s etk diprod

uk yang akan uhosd,
Daftar alat kelengkapan produlksi;
Alur prosea produksi untuk masing-masing

Daftar peralatan laboratorium/ quality control;
Kera sama dengan laboratorium pengujian
yang terakreditasi/ diakui/ ditunjulk;

Fotokopi sertifikat produksi vang lama;

Laporan Realisasi Produksi Tahunan:

t
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19) Izin Penggunaan Fasilitas Bersama (jika sarana
digunakan untuk produksi bersama dengan
produk farmasi);

20) Rekomendasi dari tim telonis.

. Persyaratan Permohonan Sertifikesi Produksi Alat |
Kesehamn dan PKRT Perubahan NPWP |

1) Mengisi formulir | permohonan sesuai |
w Nomor 1189/MENKES/PER/VIII

2] Rekomendasi dar Dinas Kesehatan Provins
e SRR I A

d) Memiliki Badan Hukum dan akte perusahaan
yvang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum
dan HAM;

4) NPWP,

5] Tanda Daftar Industri atau lzin Usaha Industri
(untuk non-PFMA);

6] lzin Prinsip Industri dari BKPM [untuk PMA);

7] Folokopi sertifikat produksi yang lnma;

5] Laporan Realisasi Produksi Tahunan;

9 Dokumen Lingkungan,

10} Izin Penggunaan Fasilitas Bersama (jikn sarana
digunakan untuk produksi bersama dengan
produk mrmas),

11} Rekomendasi dari tim teknis,

B Persyaratan Permohonan Sertifikasi Produksi Alat
Kesehatan dan PKRT Perpanjangan :

1] Mengisi Formulir | Permochonan iu.u-j!
Permenkes Nomor 1189/MENKES/PER/VII |
12010; |

3 Berita Acarn Pemeriksaan (BAP) dari Dinan |
Keschatan Provins

3] Rekomendasi dari Dinas Keschatan Provinsi
dan/atau Badan Pelayenan Perizinan Terpadu
(BPFT);

4) Tanda Daftar Industri atau lzin Usaha Industri
(untuk non-PMA|;

5) Ixin Prinmp Industri dari BKPM juntuk PMA);

6) Peta lokasi;

9 Dafiar produk yang akan diprodulosd;

10} Dafiar alat kelengkapan produksi;

11} Alur proses produksi untuk masing-masing
produl;

132} Daftar peralatan laboratorium/ qualify control,

13] Kerja sama dengan labomtorium pengujian
yang terakreditasi/ diakui/ ditunjuk;

14] Fotckopi Sertifika produksi yang lama;

15] Laporman Realisasi Produksi Tahunan:

16] Dokumen lingkungan,

E) dml;:mih.n k uksi hur-:'lﬂ“dmmn'

unew

produk farmasi); s |

18] Rekomendasi dari tim teknis.

* /
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1)

2)

3)

4

L]

o
)

B. lzin Sarana dan Prasarana Keschatan (Klinik) = |

Umum
Fotokopi KTP, NFWP, dan Pasfoto berwama
ukuran 3 x 4 (3 lembarj dari pemilik / pengelola

/ penanggung jawab;
Fotokopi Surat lztn Kerja / Praktik Penanggung |

Jawab dan Surat Pemyataan i

Menjadi Penanggung Jawab Hanva Pada Satu
Sarmna di atas kertas bermaterni 6,000 kecuall |
izin mendirikan rumah sakit, izin mendirikan
klinik, izin Pest Control, dan izin pengobatan
trudisional,

Daftar ketenagann yang bekerja dl tempat
usaha, untuk Tenaga Kesehaimn dilenghapi
dengan fotokopi Surat lsin Kerja / Praktik /
STPT, kecuali ixin mendirikan Rumah Saldt,

Asli Surat Persetujuan dari warga vang
berbatasan langsung dengan tempat/lokasi
yang dimohon, yang diketahui Lurah setempat,
dengan melampirkan fotokopl KTFP warga yang
bersangkutan;

Fotokopl buktl kepemilikan tempat usaha
(sewa / milik sendirl) yang dilegalinir;

Fotockopi perjaniian kerja sama antara pemilik
modal dan pengelola dalam bentuk akta atau
diatas kertas bermaterai 6.000 (kecual milik
nendiri);

Fotokopi akta pendirian dan perubahan beserts
pengesanannva vang dilegahisr,

Asli i=zm terakhir untuk permohonan
perpanjangan dan perubahan. '

b. Persyaratan mhomendasi khusus dard Dinas
Kesehatan

1)

lzin Mendirikan Rumah Sakit

a) Studi kelayakan |

b} Master plan,

¢) Detodl engineering design;

d] Fotokopi izin ingkungan yang dilegalisir,

2} lzin operasional rumah sakit ;

a) Fotokopi Surat lzin Mendinkan Rumah |
Sakit vyang dilegalisic funtuk  izin |
operasional pertama),

b Profil ramah sakit;

¢} Isinn instrumen sel assesment,

d] Gambar desain (Hlue Prinf) dan foto
bangunan wserta sarana dan passrana
pendukung:

¢] Daftar peralatan medis dan non medis,
sediann farmasi dan alat kesehaton;

fi Beritn acarn hasil ufi fungsi peralatan
krsehatan disertal kelengkapan berkas ixin
pemanfastan dari  instansi  berwenang

b Ve
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gl [hkum:ndmhﬂﬂn:idmmmﬁmm
hi Surat kontrak kerja pengelolsan limbah
anl'ﬂdh dengan pihak ketiga yang memiliki
i} Fotokopi IMB yang dilegalisir,
jl Fotokopi izin lingkungan yang dilegalinir
k] Khusus perubahan - studi kelayakan dan
rencana strategis perubshan jenis rumah
makoit;
3] l=in Mendirikan Klinilk :
a) Profil klinik;
bl Fotokopi SPPLH jikm rawat jalan, atau isin
lingkungan jilca rawat inap, yang dilegalisir.
4) Izin Klinik :

a) Izin mendinkan klinik (untuk (=in

operasional pertama);
bj Siandar operasional prosedur (SOP) klinil;
c)] Surmt Kontrak Kerja Pengelolaan Limbah
Hnd.u dengan pihak ketiga vang memilili

d} rnmkmsmujﬂnnmj-hn atau isin
jﬂlmtmlp.ﬂnldﬂqlhtlr
¢] Khusus bagi klinlk rawat mnap :

SIPA dan SIP ATLM vang dilegalinir;

fl  Sertifikat kalibrasi alat kesshatan yang
dikeluarkan oleh lembaga yang |
terakoreditast I

5) tzin Laboratorium Khnik

aj Dafiar sarana dan peralatan;

bj Rekomendasi dari Organisasi Profesi
(PATELKI);

c} Sumt kontrak kerja pengelolaan limbah
medin dengan pthak ketiga yang memilild
in;

d) Fotokopi izin lingkungan yang dilegalisir,

e) Fotokopi esertifikat akreditasi dari KALK

memperpanjang ixin;
EIMMMWHMM
a] Rekomendasi darl organisasi profesi

b Fnlnknpii.nnﬂnahm;lnﬂn;dﬂtmmr
7] l=zin Apotek :

a] Surat pernyatain pemilik modal / pemilik
sarana di atas kertas bermateral 6.000 yang |
menyatakan  tidak pernah terlibat |
pelanggaran peraturan di bidang farmasi,
dan tidnk melakukan penjualan narkotika |
dan obat keras tertentu tanpa resep dokter. |

bl Daftar prasarana, sarana, dan peralatan.

8| lzin Toko Obut

4] Surat permyataan pemilik modal/ pemilik
sarana di atas kertas bermateral 6.000 yang
menyatakan tidak menerima resep dokter,
tidak menjual obat keras dan narkotila,
hanya menjual ohat bebas dan cbat bebas
torbatas sesuni ketentuan,

; =
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9) lzin Usaha Mikro Obat Tradisiona) :

a) Hummmmmmufpmﬁk
sarana di atas kertas bermaterai 6.000 vang
menyatakan :

(1} hanya akan memproduksi cbat dalam
bentuk parem, tapel, pilis, cairan obat
luar, dan rajangan.

12) thil.l:m pernah  terlibat pelanggaran |
peraturan  perundang undangan |
bidang farmasi.

b Fotokopi lxin Usaha Industd (IUl) vang
dilegalinir

10} Izin Tokno Alat Kesehatan :

&) Sural pernyataan df atas kertas bermaterai
6.000 yang menyatakan hanya
menyalurkan alat kesehatan vang bermsal
dari penyalur alat kesshatan dan atau
cabang penyalur alat kesehatan

bl Fotokopi tanda daftar gudang bagi toko alat
kesehatan yang memilild gudang
(dtlegnlinir]

llll?nFmﬂmw'ﬂ:

al Fotokopl (jazzh tenagn ahli dj bidang
kesohatan  lingkungan fjjasnh  tenaga
entomolog/ sertifiiat pelatihan pengendalinn

. wkmrymgdllri-.plﬁr.

Daftar jerus alat pengendalian vektor dan

bahan-bahan vang dipergunakan. '

12} lzin Panti Sehat :
al Profil pant] sehat.

' 9. lzin Apotik

Persyaratan :

a. Mengisi form permohonan isin bermaterai;

b. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) /KK /SIM

Pemohon;

c. Fotolopi ijazah kerja apoteker sebagai
PeEnanggung jawab;
d. Fotokopi imin  kerja  apoteker schagai

penanggung jawab,

c. Surat pernyataan asisten apoteker sebagsi
penanggung jawab;

f. Surat pernyataan bersedia mematuhi |
peraturan vang berlaku:

g Nama dan alamat asisten
h. Denah tempat usaha;

i. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2{dua) lembar;
}  Materai 6.000,

0. l=in Produksi Makanan dan Minuman Pada Industri
' Rumah Tangga
Persyaratan ;
a) Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saty
bl Fotokopi :
) akta pendirian perusahaan, bila
berbentuk badan hukum dan NFWP Iurm.h.lp.t.n;
¢] Fowkopi KTF;

} /<
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di Fotokopd IMB,

e} Fotokopt SIUP/ TDP,

f| Paspoto pemnilik ukuran 4xf sebanyak 3 lembar;

gl Penanggung jawab memiliki sertifikat Hygiene
sanitasi makanan dan minuman;

hj Surmt permyataan kesediaan memenuhi
persyarntan Hygiens sanitasi bermaterai 6,.000;

i) Eumpn:llﬂjim-nm penanggung jawab dengan

pemilik usaha

§l  Sertifikat lailk Hygpiene Sanitasi/ rekomendasi
Dinas Keschatan atau tim tekning

k} Fotokopi STTS PBB;

I} Fotokopi terdaftnr sebagmi perusahaan pemberi
kerja dan bukti lunas BPJS Keschatan bagi badan
usaha berbadan huloum;

m] Materni 6.000 sebanyak 2 [dua) lembar.

Biaya pelayanan - tidak dikenakan biaya
Waktu penyclesaian pelayanan: 5 (lHima) hari kerja
sejnk tanggal diterimanyva berkas permohonan secara

e lengieap dan _benar.
3 | Sistem, Terlampir
mekanisme, dan
| prosedur _ll} - 1

1. Surat lsin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitan
pelayanan Kesshatan;

2. Surat lzin Praktik dan l2in Kerja Tenaga Kesehatan,

3. Surat lzin Telo Obat;

4. Surat [zin Toko Alat Kesehatan;

3. Surat |lzin Optikal;

6. Surat lzin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);

7. Surat lzin Penerbitan Sertifikat Produksi Alat |
Keschatan Kelan | (satu] tertentu dan PKRT kelas ! |
isatu} tertentu perusahaan rumah tAngge;

8 Surat lein Sarana dan Prasarana Kesehatan (kKlinik);

G. Surat lmin Apotek;

10, Surat |z#n Produksi Makanan dan Minuman pl.ﬁl

Industri Rumah Tangga. .

-lﬁmrm :

Perangkat komputer;

Alat Tulis Kantor,

Sistem Informasi Mansjemen Perizinan Terpadu
DPFMPPTSP.

d. Blanko/formulir isin;

¢. Brosur pengurusan zin;

f Papan informasi prosedur dan persyaratan wmn;

B

h

Telepon
Website dan email

2. Prasarana/fasilitas:

i. Loket informasi;

b Loket administrasi perizinan (front office] dan tim
teknis perizinan (back offlcs; |

e Loket pengaduan;

d. Loket pengambilan izin;

e Loket kasir/bendahara;

(. Ruang penyimpanan arsip;

E Ruang tunggu;

r /A
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| Kempetensi |. Sarjana Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Kedokteran, |
Pelaksana Keperawatan, i
2. D3 Kesehatan , Perawat;
3. 8MA, SMK;
4. Memahami peraturan perundang-undangan yang
berlaky;
5. Lulus diklat PTSP;
|5 Mampu mengoperasikan komputer, T
Fongawasar I. Dilakukan oleh atasan langsung secara befjenjang. |
internal 4. Dilnksanakan secara kontinu. _
an l. Pemochon menerima lembar saran dan penilaian [TKM)
pengadiuan, saren pelayanan DPMPPTSP sant mengambil izin yang telah
dan masukan selesal;

2. Pemohon mengisi lembar tersebut dan
Wmmmw

Fm:nlm vang akan menyampaikan pengaduan dapat
dilakukan dengan datang langsung/mslalul
Telepon/lisan/ tertulis pada Loket Pengaduan,

dengan mengisi lembar penilaian vang tersedia pada
meja  loket kasir/pengambilan ixin  kemudian
memasukkannya ke dalam kotak saran;

4. Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap dan
dibahas dengan manajemen DPMPPTSP secara berkala
sctelah 150 lembar saran dan penilainn pelayanan
terkumpul;

J. Berdasarkan hasil rekap berkals, DPMPPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan,

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan fuga melahii-
1. Kotak saran

4. SMS gate way
A Survey IKM [Indeks Kepuasan Masyaraknat)
9. |Jumlah pelaksana | 5 Orang
'10. | Jaminan Pelayanan didukung oleh petugss yang berkompeten |
| Bt | dengan prinsip pelayanan yang prima. ===
11. | Jaminan 1. Surat lrin/Surat Keputusan [zin dibubuhi tanda I
keamanan  dan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keaslannya,
keselamatan 4. Surat lzin/Surat Keputusan lsin menggunakan kertas
pelayanan Dinas;
3. Pade Surat Keterangan [rin dilenghapl juga dengan
' 12, | Evaluasi kinergn Evaluasi kinerjn peluvanan dilakukan melalui pengukuran
!P-:Iﬂunu penierapan 14  komponen siandar pelayanan vang

dilakukan sekurang-kurangnya setiap | tahun sekali |

* /-
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Standar Operasional Prosedur pada jenis pelayanan:

1. iz Mendinkan Bangunan;

2. lxin

Penggunaan Bangunan,

3. lxin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
4. lzin Pengesahan Cambar Arsitektur /Perencanaan;

5. Sertifikat Laik Fungsi

Gedung;

Bangunan
6. Rekomendasi Pemanfastan Air Permukaan;
7. Rekomendasi Saluran Kabal Tegangan Tinggi.

NO.

KOMPONEN

e L =W e

URAIAN

e e ey

Dasar Hukum

Persyvaratan
Pelavanan, Waldu
dan Biava

I
|

10

13

11.
11

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruan

B
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentsng Jasa
Konstrulksi;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
2%/ Prt/M /2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
lzin Mendinkan Bangunan;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/A010 tentang Pedoman Pemanfantan dan |
Penggunaan Bagpan-Bagian Jalan; .
Peraturan  Menteri Pekerjiaan Umum  Nomor
04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan
Pemberian [sin Usaha Konstruksi Nasional,
Peraturan Menteri Pekegaan Umum  Nomor
O8/PRT/M/2015 tentang Penectapan Caris Sepadan
Jaringan Irigasi;
Peraturan Menteri Pekenaan Umum dan Perumahan
Rakyvat Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Penyelenggara
Perizinan Berusaha Tenintegrasi Secara Elelotronik; 5
Peraturan  Menteri  Pekegjaan Umum  Nomor
06/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pekeraan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor O5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan
Bangunan Gedung,
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu |
&hﬂnﬂm&hﬁun!ﬂ?ﬂmlﬂnhﬂnﬂﬁ'ﬂun'
Bangunan;
Peraturan Daerah Kabupaten Ogen Komering Ulu
Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang lzin Mendirikan
Bangunan;
Peraturan Daerah Kabupaten OKU Selatan Nomor 11
Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan Noamar 12 Tahun 2012 tentang Perubahan
Ates Peraturan Daernh Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang [xin Mendirikan
Bangunan;
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor
26 Tahun 2018 tentang Fendelegasian Kewenangan Di
Bidang Perimnan dan Nonperizinan.
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¢. Gambar bangunan dan konstruksi yang dibuat oleh
m;mmmmmmm
. Bukti setor retribusi IMB;

! Unh:thWmmpdun;uﬂmm harus mendapat |
! pertimbangan teknis dan tim ahli bangunan
Redung;
. k Untuk peruybahan bangunan wajib melampirkan
IMB vang lama.

| 2. Iﬁnhn;pltmnﬂlnwmn
| a. Formulir permohonan Isin Penggunaan Bangunan
dan isian lenghap ditandatangani Pemohon;
b. Fotokopl KTP dan NFWP Pemochen;
¢. Fotokopi sertifiknt tanah, yang telah dilegalisir
5 Notaris;
| d. Fotokopt PEHB tahun terakhir;

: bangunan
[ Berita Acara telah eflesainve pelaksanaan
hangunan dan sesuai IMB. ,

1, Imn Usaha Jasa Kentruksi {ILJK)
Peravaratan ;
n. Mengisi formulir permohonan [UJK;
b. Fotokopt sertifikat badan usaha yang masih

l, Pasfoto direktur /penanggung jawab perusahaan
h. Pasfoto lokasl perusahaan;

I. Forokopi NFWP perusshaan;

}. Fotokopi lembaran surat pengukuhan pengusahs
_ kena pajoak;

' k. Fotokopi akta pendirian perusahasn:

' | | Surat permyatann tenaga ahli;

| | m. Surat keterangan domisili perusahaan;

n. Fotokopi IMB;

_ o. Laporan 3PT tahunan 2 mhun terakhir dan laporan
' SFT bulanan 3 bulan teralchir;

p. Persyaratan yang tertuang dalam sistem 0SS foniine
single submission)

‘ ‘ 4. lzin Pengesahan Gambar Arsitektur /Perencanaan
Persvaratan ;
. & Permohonan diatas matermi 6.000 ditujukan
| kepada Kepaula Dinas Penanaman Modal dan |
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU
Selatan,
b. Fotokopl KTP dan NPWP: J

l /-
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. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Prrsvaratan :

- Hekomendasi Pemanfaatan Air Permukaan Bagi

¢ Bagi WNA fotokopi Kartu [zin Tinggal Terbatas, Visa
utau Paspor;

d. SBural kuasa dar pemegang IPTB arsiteltur
bermaternl 6.000 jika di kuasakan;

e. Surat Kuasa [zin Pemanfaatan Ruang (IPR);

. Proposal telnis dilengkapi dengan draff gambar
perencanann arsitelctur vang di tanda tangani oleh
konsultan perencana;

g Fotokopi lokasi dan seidtamya serta foto dan

aplikasi google maps.

a. Surat permohonan SLF diatas materai 6.000

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

mmmummnmm
tin;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopt NFWP pemohon;

Fotokopt bukti kepemilikmn tanah yang telah di

legnlisir,
Fotokopi SIPPT wvang terbit tahun 2008 t'.lln|

f. Fotokopi zin bangunan terlebih dahulu (IMB dan

IPB);

Gambar Arsitek Lampiran [MB;

Peta rencana kota & RTLB [rencana tata letak

bangunan), vang menjadi lampiran IMB;

1. Surat pemyataan telah membuat SRAH/ kolam
resapan, foto SRAH/ kelam resapan;

J Foto tampak bangunan minimal 3 sisi sesual
keadann lapangan sekarang:

k. Laporan direksi pengawas, oleh pengawas yang

memegang [FTB (lzin Pelaku Teknis Bangunan)
beserta legalisir fotokopt IPTB bidang arsitebtur;
Struktur instalas,

. Burat pernyataan koordinator direks! pengawas;
GCambar  fas  built  drowing) tektur hasil
pelaksanaan bangunan yang telah disahkan sesuai
file format computer aided design,

o Oambar fas bull drowing) struktur  hasil
pelaksanaan bangunan vang telah disahkan sesual
dengan lapangan,

p. Gambar fas bult drowing) instalasi hasil
pelakannaan bangunan vang telah disahkan;

7 Rekomendasi instalam; unit terkait yvang masih
berlaku untuk kebakaran, penggunaan pesawat
mngkat/ angkut (Hft, eslmlator, dan lain kain).

Rl

o

-

g

Perseorangan

Persvaratan :

& Surat permohonan diatas materai 6.000 ditujukan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU

b. Fotokopi KTP pemohorn:

P /£
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. Rekomendast SBaluran Kabel Tegangan Tinggi

Fotokopi NPWP pemohan:

Surat keterangan dominili;

L-pn:m hasil pengeboran atau penggalian air

tanah,

. Hoordinat titik lokasi rencana pengeboran atau
penggalian pada peta situmsi  (denah) akala
1:10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala
1: 50.000;

B Informasi mengenal peruntukan dan  debit

kebutuhan air tanah.

pan

Rekomenddasi Pemanfantan Air Permukaan Bagi Badan
Usahn

Persyaratan -
a. Surat permohonan diatas materal 6.000 ditujukan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU
Selatan;

Fotokopi KTF penanggung jawab;
Fotokopi NPWP perusahann;

Surat keterangan domisili;

Fotokopi akta pendirian perusnhasn,
Profil badan usaha;

Susunan direksi dun daftar pemegang saham |
badan usaha;

Fotokopl SIUP dan TDP,

Laporan hasil pengeboran atau penggalian air
tanah;

Koordinat titik lokasi rencana pengeboran atay
penggalian pada peta situasi (denah) skala
k. Informasi mengenai  peruntukan dan  dehit
iebutuhan air tanah.

~F measang

'I-.

Surat permyataan  kebenaman  dan  keabsahan |
dokumen dan data di atas kertas hermaterai 6,000,
Fotokopi KTP pemaohon;

Fotokopi lein Usahi;

SLO (Surat Laik Operasi) yang diterbitkan oleh
LIT (Lembaga instalasi Telknik)

Fotokopi KTP penanggung jawah:

Fotokopi NFWP perusahasn:

Fotokopl Akta pendirian perusshann;

Fotokopt [UJK:

Dokumen lingkungan;

Sertifikat Badan Usaha (SBU);

Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup;

Surat pemyatann kosanggupan untuk
memperbaiki sarana dan prasarana vang rusak
E-Hhumnt pekerjaan penempatan jaringan bermatersi
m. Proposal Teknis yang dilengkapi dengan

i} Troce dari DTR

d} Gambar situasi rencana penempatan jaringan
utilitan dalam peta digital skala 1:5.000 |

aag .

} /N
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-  —

2.

1:100, H!llilu'l untuk pipas dinmeter lebih he-r

) e e
! pelengkap dan gambar letak
crosging jalan

5) Jadwal waktu puhklln-ln pekerjaan
L) I-ll.'l:de;;.l:h:um dan i
penggalian perbaikan

ﬂa-u va Pelayanan :

IMB sesuai Peraturan Daerah Kabupaten OKU Selatan
Nomor 11 Tahun 2010;

lzin Penggunaan Bangunan, lzsin Usaha Jasa Kontruksi
(IUJK), Igin Pengesahan Cambar  Arsitekour/
Perencanman, Sertifikat Lafk Fungsi Bangunan
Gedung, Rekomendasi Pemanfantan Air Permukaan,
“hhnumd“ﬂ Saluran Kabel Tegangan Tinggl : tidak
A .

| Waktu penyelesaian pelayanan : alu-;h-ﬂim-jnmllh

dilﬂ'lnuh-ﬁ:n
g permohonan lengkap dan benar

4.

EE
é
]
E

Izin Penggunaan Blﬂl,'unln
izin Usaha Jasa Kontruksi (1LLIK);
lxin: Pengesahan Gambar Arsitektur /Perencanaan,

prasarana,
dan/atau fasilitas

== DN fe L B

' DPMPPTSP Kabupaten OKU Selatar:
d. Blanko /formulir izin;
e. Brosur pengurusan ixin;
[. Papan informasi prosedur dan persvaratan izin;
g Telepon
h. Webasite dan Email

Prasarana/ fasilitan:

4. Loket informani;

b Loket administrasi periginan (front office] dan tim
mhuptrdn.nibﬂukqﬂ'hd

¢. Loket pengaduan;

d. Loket pengambilan izin;

e. Loket kanir/bendaharm;

L Ruang penyimpanan arsip,

% Ruang tunggu;

h. Halaman parkir,




i

Sarjana Teknik, Arsitektur, Sistem Informasi, Desain;
D3 Teknik Pemetaan, Desain;

SMA, SMK;

berlaku, g -
Luhlﬁlhnlhﬂnm
mmmmmm__.__._.
Dilakukan oleh atasan langsung secara berjeryang.
Dilaksanaknn secara kontinu. |

Puuﬂmmmmhnlhmhummdmmﬂdmm{m
pelayanan DPMPPTSP sant mengambil telah
selesa:

Pemohon  mengisl  lembar  tersebut  dan
:r:n;nmhlﬂ.'-:llmrl kepada petugns loket pengambilan |
Ihs-

3. Pemohon yang akan menvampaikan pengaduan dapat
dilakukan dengan datang langsung atau melalul
telepon /lisan / tertulis pada loket pengaduan,

4. Suratl jawaban pengaduan yang telah ditandatangani

oleh Kepala DPMPPTSP akan disampaikan kepada

pemohon yang mengajukan pengaduan secara
langsung atau via telepon

' F:u}'lm;ltlnmndl.nmnukm
. Pemohon juga dapat memvampaikan saran dan

penilaian  pelayanan DPMPPTSP  sewaktu-waktu
dengan menginl lembar penilalan yang tersedia pada
meja loket kasir/ pengambilan izin  kemudian
memasukkannye ke dalam kotak saran.

2. Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap dan
dibahas dengan manajemen DPMPPTIP secara berkaln
setelah 150 lembar saran dan penilsian pelayanan
terkumpul

3 Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPPTSP

menvusun rencana aks perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Sarun dapat disampailan jugs melalui;
|. Kotak saran.
2. SMS gate way.

N =

|

bt

9. |Jumlah pelaksana | 5 [lima) orang
0 (i g T e T g
pel yanan dengan prinsip pelavanan vang prima,

|1 | Jar dnan 1. Surmt Tzin/ surat keputusan [min dibububhi tanda
. kea nanan dan  tangan werta cap sitempel basah, sehingga dijamin
kemclamatan keaslinnnva.
| pelayanan |! Surat lein/ Surat Keputusan lzin menggunakan kertas
| | berkop dinas.

3. Pada Surat Keterangan lzin dilengkapi juga dengan
barkode.

F—— 4 ——

12. | Evaluani lonera | Evaluasi kinerjn pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Priaksana | penerapan 12 komponen  standar  pelayanan  yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tshun sekali

} =




5 AR, Lty URAIAN ]

- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang

- Peraturan Daesrah Kabupaten OKU Selatan Nomor 12
- Peraturan Dasmah Kabupaten OKU Selatan Nomor 11

{. Peraturan Pemerintah Nomor B8 Tahun 2014 tentang |

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang |

Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawnsan
Permukiman;

Fl:l‘l}"uhrhl:‘uln Perizinan Pembangunan |

Fnr-hn-m hh-nurt Pekerjaan Umum  Nomor
S/PRT/M/2016 tentang lzin Mendirlan Bangunan
Cedung:

Tahun 2012 tentang Izin Mendirdkan Bangunan,

Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomaor

mtmm:NBManﬁmm#ﬁmﬂﬂmmF"
1 Bidang Periminan dan Nonperizinan,

. lzin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Pefsvaratan .

A Mengisi  formulir yang disediakan dengan
dibubuhi materai 6.000

disahkan:

Fatokopt KTP pimpinan perusahasn;

Fotokopi izin lokasi:

Fotokopi sertifikat/ surat kepemilikan tanah:
Rencana (stte plan) dan jadwal kegiatan;

Adwice Plan,

Rekomendas hln kngkungan darl dinas

Fotokopi punhn,gmn PBB terakhir;
Surat pErmyataan mematyhi peraturan |

perundang-undangan (bermaterai 6.000);

&r

AN

s

. lzin  Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Permmukiman

Persvamian - |
a. Mengini formulir yang disediakan dengan
dibubuhi materai 6.000;

kanﬁlkupendwnpuﬂnhunmmlh

kaqﬂ KTP pimpinan perusahann:
Fotokopi SIUP, TDP, ILJK, NPWP;

Fotokopi ixin lokasd; |
Fotokopt sertifiknt/ surat kepemilikan tanah;

F‘

Rencina | site plan) dan Jldlut lta:lltm
Dokumen sesuEl besaran;

= o e pn
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="

I Rekomendasi/keputusan kelayakan Engkungan/
izin lingkungan dar Dinas Lingkungan Hidup,

F Kebersihan dan Pertamanan; ex

m. Fotokopt STTS PBA:

n. Surat pernyataan memiatihi

0. Pernystaan kesedisan memfasiltasi tim telknis ke
lapangan [apabila diperlukan);
p. Materai 6,000 sebanyak 2 (dua) lembear.

| ' 3. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG|
Perwyaratan : £

a. Mengisi formulir yang disedinkan dengan |

dibubuhi matera! 6 000; i

Fotokopi akts pendirian perusahaan yang telah |
| disahkan; !
Fotokopi KTP pimpinan perusahaan;
Fotokopi IMB,SIUF, TDP, IUJK, NPWP:
Fotokopi [=in lokasi;
Fotokop sertifikat; surat kepemilikan tanah:
Paspoto ukuran 3x4 sehanyak 3 lembar;

STTS PBB;
Rencana [site plan) dan jadwal kegiatan,
Surat  permyatann kesanggupan  pengelolaan

&

TrFmoean

4. lmn Terkait Pemakaman Jenazah (Lokasi Pemakaman
Milik Pemerintah)

| TR

n. Surat keterangan pemeriksaan, jenaszah  dari
rumah salkit atau Puskesmas daerah asal orang
yang meninggal,

b. Surat keterangan laporan kematian dari lurah/

‘ kepala desa daerah asal orang yang meninggsal;
€. Surat pengantar kematian dari peranghkat dacrah
| vang bertanggung jawab i bidang keschatan
daerah asal orang vang meninggai,
d. Fotokopi kartu keluarga (KK];
= Fotokopi KTP orang yang meninggal.
Binya Pelayanan - tidak ada blava
Waktu penyelesaian pelayanan : 5 (limal hari kerja
setelah berkas lengkap. Untuk waktu isin pemakaman |
o il _ jenazah 1 [satu) hari,
3 Sistem, mekamsme,  Terlampir.
_ | dan prosedur .
4. | Produk pelayanan Fl lzin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
2

. lmn Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
| Pemukiman

fﬂ | Sarana, prasamana, | | Sarana:
! | dan/atau fasilitas

._Blanko/ Ig,r;quizlr fin;

} /<
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&% 0Ot
= i
>
g

o o

. Mampu mengoperasikan komputer. \

Dilakukan oleh atasan langsung secarn berienjang.

S T Dilaksanakan secars kontinu,

B.  Penanganan Pemohon menerima lembar saran dan penilaian [IKM)

pengaduan, saran, pelayanan DPMPPTSP saat mengambil fzin vang telah
sclesai

dan masulan A
2. Pemohon mengis| lembar tersebut dan
mengembalikannya kepads petugas loket |
pengambilan ixin;,

3. Pemohon yang akan menyampaikan pengaduan dapat
dilakukan dengan datang langsung  melalui |
telepon /lisan ftertulis pada loket pengaduan;.

4. Surat jawaban pengaduan yang telah ditandatangani
oleh Kepala DPMPPTSP akan disampaikan kepada

. pemohon vang mengajukan pengnduan  secarm
lungsung atau via telepon.
‘ - Penyampaian saran dan masukan:
| | Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
[ penilaian pelayanan DPMPPTSP  sewaktu-wakty
I

7 [ Pengawasan fntemal

umwﬂmmmmmm

mejn  loket kasir/ pengambilan izin  kemudian |

mermasuklkannya ke dalam kotak saran.

| 2. Lmhumnhnmﬂﬂlnpmﬂh-mpdm
dibahas dengan manajemen DPMPPTSP secars
berkala setelah 150 lembar saran dan penilaian
pelayanan terkumpul,

J. Berdasarken hasil rckap berkala, DPMPPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelavanan

Peogaduan dan Saran dapat disampaikan juga melalul-
| | Kotak saran
| 2. BMS gate way
i i imnﬂw KM [indeks kepuasan masyarakat)

1 '-'=”".ll. LF LFEL "E'._.- 1 CILNTT]

: :
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10. [Jaminan pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan vang prima.
1. |Jaminan keamanan|!. Surat izin/ sural keputusan izin dibububi tanda

4. Surat izin/ surat keputusan izin menggunakan kertas :

berkop Dinas.
3. Pada surat keterangan izin dilenghapl juga dengan
L . barkode. i
12, | Evaluasi kinerja Evaluast kinerja  pelayanan dilakukan  melaiui
Prlaksana pengukuran penerapan 12 komponen standar pelayanan
vang dilakukan sekurang-kurangnya setiap | tmhun
mekali. = =]




| mpum Uang / HI.'III'I.[!HI

1. Izin

4. lzin Undian Gratis Berhadiah (UGH).

3. Izin Lembaga Kescjahteraan Sosial (Yayasan),

NO. | KOMPONEN . URAIAN

1. | Dasar Hukum | I. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tehun 2012

tenitang Penyeienggarsan Kesejahteraan Sosial:
Peraturan Menteri Soalal Normor
14A/HUK /2006 tentang lsin Undian;
Feraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga
Kesejahteraan Sosial;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBF yang
beriaku pada Kementerian Sosial; I
Keputusan Menteri Soaial Nomor 1/HUK/ 1995 |
tentang Pengumpulan Uang atau Barang untuk
Bencana Alam,

Peraturun Bupati OKU Selatan Nomor 26 Tahun

: usaha, melampirkan:

1} Fotokopd akta pendirian dan perubahan
{kantor pusat dan kantor cabang jika |
atla), '

4] Potokopi surat keterangan pm;nuhm!
pendirian dan  perubahan j"ll'l-[|

: |

a] Kementerian Hukum dan HAM jika
Perusahaan Terbuka dan Yayasan; |
bl Kementerian Koperasi jika Koperasi;
¢/ Pengadilan 9 Negeri { E'lul']'lim
3 NPWP badan hukum {lotokopi|.
d. Jika dikuasakan,
Suret kuasa di atas kertas bermaterai 6.000
dan KTP (fotokopl] orang diberi kuasa;
e. Proposal yang berini hal-hal sebagai berikut:
1} Nama dan alamai penyelenggara;
4] Susunan pengurus penyelenggarns; |
J} Maksud dan rujuan pengumpulan uang |
dan fatau barang; I
4] Jangka wiktu dan cara

5/ Luas wilayah e
pengumpulan uang dan/atau barang;

6} Cara penyaluran uang dan/atau barang
vang diperoleh;




Jd] Perjanjian wewa tempat apabila &umhnll
penyelenggara bulan milik sendir.

| 2. lzin Undian Gratis Berhadiah (UGB)

. melampirkan:
tlwmmmmhm
Ekmlnrpuutdlnh.utwﬁhn;.jthl

lemp:t surat keterangan pengesahan
dan  perubahan  vang
dlkﬂun'hnnle-h
a] Kementenan Hukum dan HAM jika
Perusahaan Terbuka dan Yayasan
bl Kementerian Koperasi jika Koperasi
¢} Pengadilan Negeri Jika

d. Jika dikuasakan, tumh-udltmhu-h-
bermaterai 6 000 dan KTP (fotokopd) oran
diberl kuasa; : =

e. Fotokopi Surat [zin Ussha Perdagangan |

(S1UP] atau Tanda Daftar Yayasan [TDY] ;

Sununan p:rn:l.nmlluu panitia kegiatan;

g Daftar hargn dan jenis hadiah beserta
sumbernya.

iy

3. lzn Lembagn Kessjahterann Somial (Yayasan)

a. Anggaran dasar dan anggaran rumah |
tangga Lembags Kesejahteraan Sosial
forganisasi sosial,

b. Keterangan domisili dar lurah/camat

setempat,

Struktur organisasi/lembaga;

Nama, alamat dan telepon anggota.

F'mgrl::n kerja di  bidang kesejahteraan

Mndn] kerja;

Sumber daya manusta;

helengiopan sarana dan prasarana;
W pendirian;

Surat keterangan pendirian lembaga; |

fan

e rgrn -

? /
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| Fotokopi KTP pengurus:
m. Visi dan mind serta tujuan lembaga.

}ﬁh&lﬂhﬁﬂm:ﬂdﬂm:mmm
setelah diterima berkas permohonan lengkap dan |

prosedur
| 4, Produk pelavanan

3 Sistem, m:ﬁm:lnz, dan | Terlampar,

1. Imin Pengumpulan Uang/Barang (PUB)
' 4. Undian Oratis Berhadiah (UGB)

3. lzin Lembaga Kesejahternan Soaial (Yayasan) i

E_ .- S
dan fatey fasilitas

1. Sarmana:

¢ Sistem Informasi Manajemen Perizinan
Terpadu  DPMPPTSP  Kabupaten OKU
Selatan; I

d.  Blanko/formulir xin:

e. Brosur pengurusan kzing

. Papan informasi prosedur dan persyaratan

6. | Korapetensi Pelnksana

yang berlaku.
3. Lulus dikla: PTS

7. | Pengawasan internal

pengaduan, saran, dan
masykan

6. Mampu mengoperasikan komputer.
I. Dilakukan oleh atasan langsuny uﬂﬂ!
berienjuny

4. Pemohon yang akan menyampaikan pengaduan
dapat den




secarn berkala setelah 150 lembar saran dan
penilaian pelayanan terkumpul.

3, Berdasarkan hasil rekap berkaln, DPMPPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelavanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan jugs
melalui:

9. Jumiah pelaksann

0. Jaminan pelayanan

'Pelayanan  didukung  oleh petugas  yang
berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.

|11, | Jaminan keamanan dan
- keselamatan pelayvanan

1. Surat lmin/ Surst Keputusan Isin dibubuhi tanda
tangan serta cap stempel basah, schinggs |
2. Surat lzin/ Su '.:'.‘ lﬁnmnunnln.nl
z rat Keputusan
kertan berkop Dinas
3. Pada Surst Ketermngan lzin dilenglapi jugs |
dengan barkode.

12. | Evaluasi kinerja
| Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 12 (dua belas| komponen
standar pelayanan yang dilakukan sekurang-
kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali,




1. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
immww-mcm.
4. lzin Pengiriman Tenaga Kerja. ;

NO. | KOMPONEN URAIAN 3 ]
1. | Dasar Hukum l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang |
Eﬂ F

~ragakeraan. !
| 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang |
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

. 3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang

| | Penggunann Tenaga Kerja Asing,

| 4 ;FTJ"“" Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun |
| tentang mn THII!I EH:'.

. 5. Peraturan Menteri Tenags Kerja dan Transmigrusi
Nomor PERO9/MEN/V/2009 tentang Tats Cara
Fembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Swasta;

6. Peraturan Menteri Tenaga Keria dan Tranamigrasi
Nomor PER.10/MEN/V/2000 tentany Tata Cara
Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat lzin
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

f ' 7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Tranamigras:

Republik Indonesia Nomor Kep-101/Men/Vi/2004

: Tahun 2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan

Penvedia Jasa Pekerja/Ruruh;
| B Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun
2016 tentang Tata Carn Periginan dan Pendaftaran |
Lembags Pelatihan Kerja;
| 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun
2018 tentang Tata Carn Penggunaan Tenaga Kerja
Aming; i

Z L
10. Peraturnn Bupati OKU Selatan Nomor 26 Tahun 2018 |

tentang FPendelegasian Kewenangan Di  Bidang

2. | Persyaratan I Penzinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
| Pelayanan, Walktu Persyaratan |
: dan Hiaya & Surat permohonan yang didalamnys menyatakan
| kebenaran dan keabsahan dokumen dan data
| - bermaterai 6 000,

| b, Identitas pemahon
1] WHNI : fotokopi KTP dan KK
2] WNA : fotokopl KITAS dan visa/ paspor
€. Jika badan hukum / badan usaha :
1] Fotokopi Akt Pendirian dan Perubahan
| 2] Fotokopi NFWP badan hukum.
‘ . 3] Fotokopi Surat Keterangan Pengesahan
Pendirian dan Perubahan yang dikeluarkan
, oleh :
| al Kementenan Hubum dan HAM jika PT &
! I Yayasan.
b} Kementerian Koperasd jika Koperasi,
‘ ' €] Pengadilan Neger jikn CV.

! 1




d. Jika dikuasalan :
Surat huumﬂnﬂﬁ.lﬂﬂﬁmmm:ym
diberi kuaxa. .

e. Persetujuan tetanggn (iiri, kanan, depan,

belakang disertal fotokopi KTP);

Izin LPK terdahulu;

iy

31 Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK |

yang tercantum didalam AKTA.

4} Daftar riwayat hidup instruktur LPK yang

: | hﬂmﬂﬁhlthmpmdmmpmuhm.

. 5] Program Herjn LPK dan rencana pembiaysan

selama 3 (tga) tahun.

6] Progmm pelatihan kerja berbasis kompetensi

I vang akan diselenggarakan

I 7} Kapasitas peserta pelatihan pertahun.

B} Daftar sarana dan prassrana sesual program
pelatibhan,

9} Foto ruang kelas dan rakeik ukuran 4R

10) Foto penanggung jawab LPK ukuran 3x4
sebanyak 3 (tign) lembar.

h. Bukti Kepemilikan Tanah

1} Sertifikat tanah/ akta hibah/ akta jual beli
| bila atas nama pemohon [lampirkan dota
penduloung).

. 2) Jika Tanah atau bangunan disewa :
Perjanjian sewa-menyewa tanah/ bangunan
minimal selama 3 [tiga) Tahun.

L Surat pernyatasn diatas materal 5.000 dari

2 lzin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
(LPTKS)}

Surat permohonan diatas materai 6.000 dan cap;
Fotolopi akta pendirian;

Pasfoto penanggung jawab berwarna ukuran 4x6
sechanyak 3 lembar;

Fotokopl KTP penanggung jawab; ‘
Fotokopi NPWP perusahaan; .

mapp Ao

sebagai penanggung jnwab pada LPTKS lain;
Organisasi;

h. Strulktur :
|I !.Hmnmhnjlmmmtﬂ:nltuml
tahun ke 3
| J. Bukti wajib lapor ketenagakerinan yang masih
berlak;

k  Bukti kepemilikan tanah
1) Sertifilkat Tanah/ Akta Hibah/ Akta Jual I!-I:l:I
I | bila atas nama pemohon (lampirkan d;u:
L m’ld-ut'l-ll'l_.ﬂ i

i s




- Penerbitan Perpanjongan IMTA
Perwvarmtan

grxvr g oans

a4 weoa

R

-

. Fotokopi NPWP TKA [vang bekerin lebih dar 6

2} Jika Tanah atau bangunan disewa : |
a} Perjanjinn BWR-MENYEWR tanah
bangunan minimal selama 5 llltl:nl:r\‘.-l!nl.m;'Ir
% 3::1 pemilik t.l::-h;l'hlnﬁnm ﬁm.mﬂ
menyatakan  tidak kebermtan tanah/
bangunan digunakan (lampirkan fotokopi

KTP pemilik tanah),

|
Surat permohonan alasan perpanjangan IMTA |
dar sponsor/ Pengguna THA: |
Pasfoto TKA berwarna ukuran 4xf sebanvak |
lembar;

Bukti pembayaran DKP TEA melalui Bank
Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri [Perorang
sebessr £100 / Bulan atau $1.200 fTahun];

Fotokopi Wajib Lapor Ketenagakerjuan yang masih
berlaku;

Fotokopl laporan keberadaan TKA;
Fotokopi IMTA yang maaih berlaku;
Fotokopi Surat Keputusan RPTKA vang masih |
berlaku; |
Fotokopi perjanjian  keja atau  perjanjian
melakukan pekerjaan;

Fotolopi KITAS /KITAP;

Foltokopl paspor vang masih berlaku;

Fotokopi visa kerja,

Surat keterangan penunjukan TKI pendamping;

bulanj;

Fotokopl bukti polis asuransi:

Fotokopi bukti kepesertaan program jaminan
nomial (yang bekerju lebih dari & bulan);

Laporan realisani pelaksanaan DIKLAT TKI
pendamping dalam rangka alih teknologi.

- lzin Pengiriman Tenaga Kerja
Persvaratan .

Surat permohonan Direktur utams PPTKIS dintas

materai 6.000 dan cap;

Paspoto berwarna ukuran 4x6 untuk Kepala

cabang,

Fotokopl KTP Kepala cabang;

Fotokopi SIPPTKI yang dilegalisir oleh Direktur

Jenderal atuuy pejabat vang ditunjuk:

Fotokopi surml kuasas Direktur uinma kepada

Kepala cabang,

Fotokopi surmt keterangan Direlai/ Direktur

utama FPPTKIS tentang pengangkatan dan

penempatan kepaln kantor cabang dan karvawan,

Struktur organisasi;

Daftar inventaris kantor;

HBulth Kepemilikan Tanah

1) Sertifikat tanah/ akta hibah/ aleta junl beli |
bila atas nama pemohon (lampirkan data
pendukung); |

t 7




k1]

. 2} Jika tanah atauy bangunan disews
&} Perjanjian sewn-Mmonyewa tanah/
‘ bangunan minimal selama 5 (ima) tahun;
bl 3::“ pum:;rmm dintas materai 6.000
pemilik  tanah/bangunan
| menyatakan tidak keberatan mﬂjhl?
bangunan digunakan (lampirkan fotokopl
| KTP pemilik tanah),

Bisya Pelayanan : tidak dikenakan biaya. |
Waktu Pelayanan © 5 (ima) harl kerja setelah diterima |
berkas permohonan lengkap dan benar,

3 E-Il-tm mekanisme,
| _|dan prosedur =~
4 Produk pelayanan

C o — —

e |

| Terlampir.
|'I. Surat perizinan dan pendaftaran lembage pelatihan

kerja.
| 2 Surat min Lembagn Penempatan Tenage Kerja Swasta
[LPTES)

'3, Surat fzin penerbitan perpanjangan IMTA (lzin |
' Menggunakan Tenaga Asing)
%, imn penginiman tenags kera.

o

5. | Sarana, prassrana,
| dan/atau fanilitas

1. Sarana
a. Perangkat komputer
b. Alst tulis kantor, '
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu |
DPMPPTSP Kabupaten OKU Selatan;
' d. Blanko/formulir izin;
¢. Hrosur pengurusan inn;
{. Papan informasi prosedur dan persyaratan izin;
g Telepon
h. Website dan Email
| 2. Prasarana/fasilitas:
. Loket informast; |
teknis perisinan {back office); s
¢. Loket pengaduan;
d  Loket pengambilan izin,
:. Loket kasir/bendahara;
K

=

FHuang penyimpanan arsip;

2 D3 Akuntansi, Administrasi Puhilik
3. SMA, SMK.

4. Memahami peraturan perundang-undangan  vang

3, Lulusa dﬁrht FTSP.

'8 | Penanganan I .

pet @duan, saran,
dan masukan




dengan langsung/melalul
telepon /lisan /tertulis pada loket pengaduan;

‘4. Surat jawaban pengaduan yang telah ditandatangani
oleh Kepala DPMPPTEP akan disampaikan kepada
pemohon  yang mengajukan pengaduan secara
langsung atau via telepon.

‘wmmm:

1. Pemohon jugn dapat menyampaikan saran dan |

penilainn  pelavanan DPMPPTSP sewmkiu-wakiu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia pada
meoja  loket  kasir/ pengambilan izin  kemudian |
memasukkannya ke dalam kotak saran.

4. Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap dan
dibahas dengan manajemen DPMPPTSP  secara
berkala setelah 150 lembar saran dan penilsian
pelayanan terkumpul

3. Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPPTSP

. menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Fengaduan dan Saran dapat disampaikan juga melalui:
| 1. Kotak saran;

4. SMS gate way;

3. Survey IKM (Indeks Kepuasan Masvarakat);

=
10

I'l. [ Jaminan keamanan | 1. Surmt izin/ suret keputusan izin dibubuhi tanda

Jumlah pelaksana 5 (limaj

" Jaminan pﬂn;—nmﬁ_l Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten |

' dnl?:n prinsip pelavanan vang prima

dan keselamatan tangan scrtn cap stempel basah, sehinggn dijamin
pelayanan keasliannya;
2. Surat in/ surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas;
d. Pada surat keterangan izin dilengkapi Juga dengan
| barkode.
12. | Evaluasi kinerja Evaluasi kinena pelayanan  dilakukan  melalal |
Pelaknans pengukuran penerapan 12 komponen standar pelavanan
“nkn‘u dilakuian  sekurmng-kurangnya setiap 1 tahun
sekall,




KOMPONEN

| Dasar Hukum

URAIAN

- Peraturan Menteni Agraria dan Tata Ruang/

. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/

. Peraturan ﬁuplﬂ OKU Seiatan Nomor 26 Tahun

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Kepaln Badan Pertanahan Nasional Nomor 14
Tahun 2018 tentang I=in Lokasi:

Kepaln Badan Pertsnahan Nasional Nomor 15
Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis
Pertanahan;

2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Di |

Bidang Perizinan dan Nonperizinan
Persyamatan  <layanan, . lzin Lokasi
Walktu dan || aya Persyamatan

& Surat kuasa;

b. Fotokopi KTP penanggung jawab dan

pengurus perusahaan;

NFWP pribadi/perusahaan;

Fotokopi akta pendirian / perubahan

perusahaan yang telah disahkan oleh

Kementerian Hukum dan HAM untuk

perseroan  terbatas, kementerian  untuk

kopersai dan pengadilan;

e. Fotokopi sumt izin usaha [sumat izin
pendaftaran penanaman modal);

. Fotokopt sletsa letak lokasi yang dimohon:

g Rencana penggunaan tanah yang dimohon;

h. Persetujusn prinsip dar instansi yang

berwenang;
L Bukti kepemilikan tanah;
I Dokumen penunjang lainnva.

lzin Membuka Tanah

an

Persvaratan ;

a. Permobonan diatus materai 6.000 ditujukan |
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan |
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten |
DKU Selatan; '

b. Fowokopi KTP penanggpung jawab dan

pengurus,

Rekomendasi tim teknis;

Peta lokasi/aketsa lokasi yang dibuat

pemohaon yang diketahul semua eaksi batas; |

e. Sural pernyataan belum permah mendapat
memperolelh  ixin membuka tanah bagi
pemohon terhadap tanah yang dimohon:

[ Surat pemyatasn menguassi  tanah
dan/atau tidak ada sengketa dan/atau
mﬁh‘n . I::Fd.unl.m bl

_ PETEUARART tanah

ditandatangani oleh kedua belah :il!::L

B

t



:
3
g

: Fasfolo ukuran 3*4 sehanyak 2 lembar;
Kesediaan  memfasilitasi  tim untuk
meninjau ke lapangan (apabila dibutuhkan). |

Kementerian Koperasi untuk Koperasi dan
Pengadilan; "~
. Fotokopi nurst izin  usaha (Surat lnrsl
Pendaftarnn Penanaman Modal);

Surmt keterangan letak lokasi ynnl|

berwenang;
Bukti kepemilikan tanah: ‘

LR foee i lzin Perencanaan Penggunaan Tanah

| 8. | Sarana, prasarana, 1. Sarana :
dar /atau fasilitas i. Peranghat komputer;
|

. Sistemn  Informasi Manajemen Perizinan
| | Terpadu DPMPPTSP Kabupaten OKU Selatan
d. Blanko/formukr izin;
| e Hrmrpﬂquml_mu:i:u
[ Papan informasi prosedur dan persvaratan
| jml
| I E- Telepon
| | h. Website dan Email

| - 1. Prasarana/Issilitas:

n. Loket informasi:

b. Loket administrasi perisinan (front officel dan
| im teknis periginan [back affice

— | _clokstpomgeduss; " |

; 3




o ——

i Kompetensi Pelaksana

;.
il

7
;
i
!

pengaduan, sarnn, dan
masukan

. menyampaikan pengadusn |
dapat dilakuksn dengan datang langsung/ |
melalui  telepon/lisan/tertulis  pada  loket |
pengaduan.

4. Sural jawaban pengaduan yang telah

ditandatangani cleh Kepala DPMPPTSP akan
disampaikan kepada pemohon ¥ang |
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telepon,

Penyampaian saran dan masukan:

.. Pemohon juga dapat menyvampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja Joket kasir/ pengambilan izin

kemudian memasukkannya ke dalam kotak
BAran.

5. Hnﬁkm:n;
1. SMS gate way;
4. Survey [KM (indeks Kepuasan Masyarakat);

| 4. E-mal | (ehi

§
e ——

9 | Jumlah pelaksana

3 (lima) corang

10. | Jaminan pelayanan

Pelayanan  didukung oleh  petugas Yang
berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.

Il |Jaminan keamanan dan
| kes lamatan pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tandas
tangan serta cap stempel basah, sehingga

4




56

. B

2 Surat izin/surat keputusan @zin menggunakan |
Inulhnhpmm.w |

J. Pada Sumt EE!EI-'I.‘I'I.F.I:I zin ﬂw Jugn

dengan barkode.

Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melaiul |

| Pelaksans

|

Ti‘"ftﬂ pnnumpln 12 komponen lit-ndn.rl
pelayanan yang dilakukan sekurang-kuran
setiap 1 tahun sekali e




ixin Pemanfaatan Air HI.'HII',.
lzin Pendaur- Sampah [ Pengelolaan : tan Sampah dan
Peimrosesan wﬂ Sampsh yang dﬂ&lﬂﬂmihnwihh mw

Rekomendasi Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).

NO. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20172
| tentang Izin Lingkungan Hidup;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015
tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;

3. Peratura: Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
tentang ‘engelolasn Limbah Berbahays dan
Beracu:

4. Peraturon Menteri Lingkungan Hidup Nomor
18 Talien 2009 tentang Tata Cara Perizinan
Pene:lolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Be: acun;

3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 313
Tahun 2010 ten pengelolann sampah;

6. Peraturan lﬂmuﬁunll.hmhm“n Hidup Nomar 5
Tahun 2012 tentang .Jenis Rencana Usaha
dan/atau  Kegiatan Yang Wajib Analisis
Mengenni Dampak Lingkungan Hidup,

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8
Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian
dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup
sefta Penerbitan Ixin -

|; 8. Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 26

Tahun 2018 tentang Fendelegastan |

Kewenangan Di Bidang Perizinan dan |

| =, ) . Nonperiginan.
‘2. | Persyaratan Pelayanan, | 1. lmin Lingkungan
Waktu dan Biaya Persvaratan ;

a. Surat permohonan diatas matersi 6,
ditujuksn kepada  Kepala  Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

, Satu Pintu Kabupaten OKU Selamn;

b. Dokumen (Amdal/ UKL-UPL/ SPPL);

Profil perusahsan;

Fotokopi  akta pendirian/ perubahan

perusahaan vang telah disahkan;

Fowkopi KTP penanggung jawah;

Fotokopt NFWP perusshaan;

Forokopi NIB dan SIUP;

Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup,

Fermyutaan dari pemohon  yang

| menyatakan bertanggung jawab  atas

I kebenaran data dan informasi  yang

| disampaikan bermaterni 6 000;

, Pasfoto penanggung jawab ukuran 4x8

scbanyak 2 [dua) lembar.

o

=~ e~




i

b. Dokumen AHD.AL dan farmulir UKL-UPL:

B

- Bt

apnoe

F@

% o m

F mnoaa

. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
Persvamatan -
Buln:ldinpunuhm]

lzin Pengumpulan Limbah B3
Esrsyaratan :
Bukti Diri Pemohan

Surat permohonan distas materai & 000
ditujukan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan: ;

Profil perusahaan,
Fotokopi akia pendirian/ perubahan |

perusahaan disahkan;
Fotokopi KTP penanggung jawab;
Fotokopi NPWP perusahaan;

Fotokopt SIUP dan TDP:

Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup;
Pernyatnan dan  pemohon Vang
menyatakan  bertanggung jawab - atas
kebenaran data dan informasi yang
disampaikan bermaterai 6.000:

Pasfoto ukuman 4x6 schanvak 2 [dual
lembar.

Fotokop! identitas perusahasn;
Fotokopi akta pendirian perusahaan;
Fotokopi (NPWP;

Fotokopl | KTP ),

Lokasi area harus cukup jauh dari
fasilitas umum, minimal 150 meter
dan jalan utama;

Jenis pengrlolaan limbah B3;

Masa berlaku izin;

Rekomendasi  instansi  pemerintah
terkait;

Permohonan ditandatangani di  atas
Materai 6.000,

Fotokopi identitas perusahann;
Fotokopi akta pendirian perusahaan:
Fotokopi nomor pokok wajib pajak |

INPWP);

Fotokopi kartu tanda penduduk (KTH);
Surat permohonan;

Jenis pengelalaan limbah B3:

[zin lingkungan dan  dokumen
lingkungan:

Rekomendasi  instansi  pemerintah
terlkait;

Memiliki laboratorium analisia dan alat
analisis limbah B3.




= —_—

'5. lain Pengelolaan Limbah B3

. lzin  pendaur-ulangan sampah/ pengelolaan

L1

Persvaratan ;
Bukti Dir Pemohon :

. F'nml::‘pl nomor polok wajib pl.{llr.,
d. Fotokopi kartu tanda penduduk | KTP);
e Jarmk lokasi fasilitas pengelolaan 300
meter dengan fasilitas umum;

Pemohon wajib mm;runpm‘knn
dokumentasi alat annalisis;

Masa beriaku izin; I
Rekomendasi instansi pemerintah terfmit |
permohonan  ditandatangani di -Lu
materad 6.000.

—

F®

- lein Pemanfastan Air Baku |

Persvaralan
a. Surat permochonan data lengkap (maksud,
tujuan dan cara pengambilan, spesifikasi
teknis bangunan atau sarana  yang
digunakan, kuota air dan/atau dimensi
ruang pada  sumber air, jadwal
pengambilan air dan kewajiban  untuk
melapor) dintas kertas bermatersi 6.000;
Fotokopl KTP pemohon,
Fotokopi NPWP pemohon;
Foltokopi tanda daftar perusahaan, SIUP/
SITU (jikn ada);
€. Summl permnyataan darl perusahasn/surat
kuasa (jika ada); ey
f. Sural keterangan/rekomendasi  Lurah/
Kepala Desa,
: g:rr:twfmimmmdm' Camat;
: t pemyatnan persetujuan  warga
sekitar;
L lay  ouf/sketsa/denah
ﬁ I:lnp.tnmfm:rmul
§ :u:ru“hunfﬂ.mt
T keterangan usaha

=n

sampah, pengangkutan sampah dan
PeMTOacsan akhir sampah yang
diselenggnrakan oleh swasta,
Persvaratan .
i wm kepad Kepala ' Diriag
a Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan:
b. Fotokopl akin pendirian  bag usaha
berbentuk badan usaha;
c. Fotokopl kartu tanda penduduk untu'lt'
e e
. ukuran
e v 3 3 (tigm)
e Proposal teknis;

|




[. Rekomendasi/ izin ruang,
bagi usaha dengun jenis dan luasan
tertentuy;

g lzin penggunaan pemanfaatan tanah/ izin
peru penggunaan  pemanfaatan
tanah;

. h. Rekomendasi Camat;
. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup;
I J- Dokumen lingkungan; -
k. SBumt pernyaisan kesedisan ml-m-:uhl.l

| peraturan perundangan-undangan tentang |
| pengelolann sampah bermaterai 6,000 I

; I} Sumat permohonan;
2) Rekomendasi dari Dinas Lingkungan

Hidup;

3) hanil uji laboratium;

4] surat keterangan denah lokasi |[sife

5] surat perse an ieiAnggs vang
diketahul LunT':Eu

6] rekomendasi dari instansi terimit bagi
Jenis  usaha tertentu/khusus yang
mensyaratkan adanva rekomendasi.

b. Syamt Pengajuan Perpanjangan
1) surat permohonan;
2| fotokopi izin lama [memperlihatkan ign
anli].

ﬂuu:.rl Peleyanan - tidak ada blaya

| Wakty Pelayvanan

1. 3 f(hard] kena untuk lzn Penytmpansn
Sementara Limbah B3, Isin Pengumpulan
Limbah B3, l=in Pengelolaan Limbah B3 dan

| Rekomendasi IPAL setelah diterima berkas
permohonan yanglengiap dan benar,

2 14 (empat belasl hari keria untuk lzin |
Pemanfaatan Air Baku setelah diterima berkas
permohonan lengkap dan benar; ==

3 Sistem, m:hm-mn dan
prosedur

T e et b ———— e

i'_lh'ndukp:h}rmn

| Terlampir.

1. Surat lzin | Lingkungan,

4. Sumt izn Perlindungan dan
PengelolaanLingkungan Hidup (PPLH);

Eéi;ml Imn Penyimpanan Sementara Limbah
Surat [gin Pengumpulan Limbah B3:

Surat [gin Pengelolaan Limbhah B3;

Sural lein Pemanfastan Awr Bakou; |

lm:FmdluruhnmElmplhIFmﬁﬁlln
_Sampah, Penganghkutan  Sampah

A

=i 0% U &

P

/(_




PrISETranm,
dan/atau fasilitan

€
d. Blanko/formulir |:=m.

e, Brosur pengurusan ixin;

f informasi prosedur dan persyaratan

6. | Kempetensi Pelnksana

‘2. D3 Akuntansi, Teknik Lingkungan, Kesehatan

. Sagana  Teknik Lrghungen — Esshatan
Lingkungan, Sistern [nformasi

Li d
3. SMA, SMK.

4. Sura'  jawaban pengaduan yang telah

1. Pemohon VAng akan menyampaikan |
penig !u-:rn dapat dilakukan dengan datang |
hﬂp‘: g mﬂﬂm:.u telepon /lisan /tertulis pada




W e e

b 6_..... —

P

0, |
I

i
11.

dijamin keasliannva;
2. Surat izin/ Surat Keputusan lzin menggunakan
kertas berkop Dinas;
3. Pada Surat Keterangan [zin dilengkapi juga
LT S TS dengan barkode.
12. | Evaluasi kineria Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
Pelaksana pengukuran penerapan 12 komponen standar

Jaminan keama: . dan

|

Ii

saran.
4. Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap

I Pemohon | d.::n

uga 4 da

mmmmmn
d:nﬁnmmﬂlunhrmﬂnhnjmlm

pada mefa loket kasir/
MHﬁumukhmnhdﬂmhm

dan dibahas dengan manajemen DPMPPTSP
secarn berkala setelah 150 lembar saran dan
penilaian pelayanan terkumpal,

d, Berdasarkan hasil rekap berkals, DPMPPTSP
mMenyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

| Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:

I. Kotak saran

| 2. SMS guotfe way

3. Eu:rrnj'th.ht{mdﬂ:lh:pummuynrlhu

'1 ..--'.,l_- LE- 8 [ T

5 (lima) ormng

Pelayunan  didukung oleh  petugas :I'I.nl..:
berkompeten dengan prinsip pelayanan vang

| S —

prima.
1. Surmt Izin/ Surat Keputusan lzin dibubuhi
tanda tangan serta cap siempel basah, sehingga




Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001
tentang Kepelabuhan: ;
'c. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahunm 2015
| tentang Kepelabuhan;
d, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM,
66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parldr Umum;
r. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.
J 58 Tahun 2007 tentang Penyelenggar Anghkutan

lni.-rl-!ul‘um & Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Sungai dan Danau;

L Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesin Nomor PM 25 Tahun 2015 tentang
. Standar  Keselamatan Transportasi  Sungai,

Danau dan Penyveberangan;

g Peraturan Daerah Kabupaten OKU Selatan
i Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan
Retribum Jasa Angkutan Dunau, Sungai dan

| . Penyebrangan,
'h. Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 9 Tahun
2006 tentang Tata Cara Memperoleh lzin Usaha
Angkutan, lein Pengawakan Kapal/ Motor dan |
lzin Laik Jalan Kapal/ Motor di Sungal, Dansu ;
dan Penyeberangan;
L. Persturmn Bupati OXU Selatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Di
- ' - Bidang Perininan dan Nonperizinan, £
Persyaratan Pelayanan, | |[. lzin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas
Waktu dan Biaya Parfdr.

=

Persyaratan

1. Surat permohonan yang di beri materai 6. 000
ditujukan kepada HKepala Dinas Penanamat
Modal dan Pelayvanan Pericinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten OKU Selatan;

2. Mengisl formulir permohonan  bermaterad

| 6. 004,
3. Folokopi  akta  pendirian/ perubahan |
perusahaan vang telah disahkan; .

4. Fowokopi KTP penanggung jawah;

5. Paspoto ukuran 3=4 sehanyak 3 lembar-
6. Fotokopi izin pemanfaatan ruang, apabila luas |
. Inhan lebih dari 1 [satu} hektar;
' | 7. Fotokopi Keputusan Kelayakan Lingkungan/
| lgin Lingkungan, apabila luas lahan lebih dari |

N

000 M? [meter persegi); |
B. Fotokopi SIUP dan TODP,
9. Fotokopi IMB, apabila ada kegiatan




el

11.Surat pernyataan dan
o Immmlnhh ’I

11.Penyatann  kesanggupan mengganti  rug
kerusakan dan atau kehilangan kendaraan
selama di parkir bermaterai 6,000,

13.Periyataan kesedinan membayar pajak parkir;

14.5umt pernyataan kesanggupan mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan
bermateral 6.000;

15 Fotokopd STTS PBB.

|
4. lmn Penyelenggarsan Pelabuhan Sungai dan
| Danau.
Persyaratan ;.
|1-thh:p1hirup=udirhudmﬂuuﬂm
bahan sebagai badan hukum dan tanda
huhi pengeanhan dari  instans!  yang

1

6.000;

4 Fotokopi akta  pendirian/ perubahan
perusah&an yang telah disahkan;

3. Fotokopl KTF penanggung jawab/ pengurus
perusabann;

4. Data jumiah, jenis dan kapasitas angkutan

Drang;
5. Pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar: i
6. Folokopi SIUP dan TDP;

7. Permyataan kesanggupan untuk memenuhi
kewajiban melayan: angkutan msesuni dengan
izin yang diberikan,

8. Fowkopi uji kendaraan bermotor,

9. Fotokopi STTS PBB;

10, Fotokopi  terdaftar  scbagai  perusahaan |
pemberi kerja dan  bukti  lunas BPRJS |
keschatan bugi badan usaha berbadan |
hukum. |

4. lzin Usaha Angkutan Sungai dan Danay. I
| Persyaratan
1 H:n;ld formulir  permohonan  bermaterai

2. F-ﬂll:llmpl akta  pendinan/ perubahan
| perusahaan vang teiah disahkan I:ll;: badan |
u-“-hl-l !

s



12 Eﬁhmﬂilﬂ a1 membidangi
. INAS  yang :
perhubungan/ tim teknis; '
| 1).Fotokopi STTS PHBB atas tanah kantor

14 ?FFHLH Ilmil.l'tlr

. sobagai  perusahann
pemberi kerja dan Bukt Lunas BPJS
Emhﬂln bagi Badan Usaha berbadan |
m. '

Haye pelayanan : tidak dikenakan biava.
Waktu penyelesaian pelayanan : 5 (lima) hari kerja
benar .

ey

1. Surat I.ﬂrirf-'mrﬂmp-run dan Pembangunan
Fasilitas Parkir,

4. Surat Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai
dan Danau,

- Surat Izin Penyelenggaraan Anghutan Orang,
tan S dan Dana

T

| Sarana, prasarana,
dan /atay fsiliths

3
4. Surat lxin Usaha .
I. Sarana:

a. Perangkat komputer:

b. Alat Tulis Kantor;

€. Sistem  Informasi Manajemen Perizinan

Terpadu DPMPPTSEP Kabupaten OKU Selatan,

d. Blanko/formulir izin;

e. Brosur pengurusan izin;

f. Papan informasi prosedur dan persvaratan |

g Telepon

h. Website dan Eemeail I

| 2. Prasarana /fasilitas:

n. Loket informasi;

b Loket administrasi perizinan (front office) dan
tim teknis perizinan [back offios i

: 2



2
3.
4., Memahami peraturan perundang-undangan
yang berlaku, !
{ 5. Lulus dikiat PTSP
. Mampu mengoperasikan komputer.
1. Dilnkukan oleh atasan langsung secars
berjenjang.
.l.:fﬁ.g&k_-,mnnmkmm ,
| 1. Pemohon menerima lembar saran dan penilaian
: (IKM) pelayanan DPFMPPFTIF saat mengambil imin
. yang telah selesai,
'd. Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas loket
pengambilan izin; '
3. Pemohon yang akan menyampaikan pengaduan
dapat dilakukan dengan datang langaung/
melaiui  telepon (lisan /tertulis  pada okt
pengaduan.
(4. Surat jawaban pengaduan yang telah
ditnndatangani oleh Kepala DPMPPTSF aknn
disarnpaikan kepadn pemahon yang |
mengajukan peagaduan secara langsung atau
via telepon

Penyampaian sarnn dan masukan:

|. Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/ pengambilan fxin
kemudian memasukkanmva ke dalam kotak
Sdran.

4. Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPPTSP
secarn berkals setelah 150 lembar saran dan
penilaian pelayanan terkumpual.

3. Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPPTSP
menviusun rencana aksi perbaikan pelayanan,

IF:npdu.m dan saran dapat disampaikan j'ﬂ:lll
melalui:

1. Kotak saran;

4. SMS guate way;

3. Survey [KM [Indeks Kepuasan Masyaralent);

3. E-mail (dinaspmpdispokusfigmailcom)

' 5 {lima) omng

—_—

t



10. |Jaminan pelayanan Pelayanan  didukung oleh petugas ¥Yang
berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima
i1, [ Jaminan keamanan dan | I, Surat zmn, surat keputusan in dibubuhi tanda
keselamatan pelayanan | tangan serin cap stempel basah, schingga

- - dijamin keasliannyn;
| | 2. Surat isin/ surat keputusan izin menggunakan

| kertas berkop Dinas;
3. Pada wsurat keterangan izin dilengkapi jugs

barkode

12. | Evaluasi kinerja Evaluasi kinera pelavanan dilakukan melalui
Pelaksana pengukuran penerapan 12 komponen standar




lzin Usaha Industri (IUT) Kecil dan Menengah;
lzin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan -
izin Usaha Kawasan Industri IUKT) dan lgin Perluasan Kawasan Industri,

i3 KOMPONEN | URAIAN |
Dasar Hulum |1. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia |
' Nomor 107 Tahun 2015 temtang lzin Usaha
ndustri;
|2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-
~ IND/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang
‘ Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Iein Usaha

=]

] MO e G R e

Industri, Ilxin Perluasan dan Tanda Daftar

industry;

| 3, Permenkop, UKM Nomor 02 /PER/M/KUKM /

. /2017 Tahun 2017 tentang Usaha Simpan
Pinjam oleh Koperasi;

4, Peraturan Menteri Nomar 11 tahun 2018
tentang Perzinan Usaha Simpan Finjam |
Kopernsi,

5. Pematuran Deerah Kabupaten OKU Selatan
Nomor 14 Tahun 2013 tentang lzin Usaha |
Industri, lzin Perluasan dan Tanda Daftar
Industri;

6. Peraturan Bupatl OKU Selatan Nomor 26 Tahun
4018 tentang Pendelegasian Kewenangsn Di

) ! Bidang Periginan dan Non Perizinan.

(4. | Perwnratan Pelayanan, |1 lzin Koperasi Simpan Pinjam '

| Waxtu dan Biaya Persvamatan :
a. Permohonan di  atas  materai 6,000
ditujuknn kepade Kepala Dinas Penanaman |
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
' | Kabupaten OKU Selatan:
' b. Bukti setoran modal sendifi  berupa
rekening  tabungan atas nama koperasi
' untuk bank umum dan bank syariah;

c. Bukti setoran modal yang di tempatkan
koperaai pada USP USPPS berupa rekening
tabungan atas nama koperasi yang di |
sediakan koperani USP/USPPS koperasi |
pada bank umum untuk USP dan bank
syariah untuk USPPS:;

d. Rencana kerja selama 3 | tiga ) tahun

. usaha, serta rencana bidang organisasi dan |

sumber dava manusia;
e. Administrasi dan pembukusn USP pada
KSP atau USP/USPPS kopermsi vang di
kelola khusus terpisah dari  pembukuan
koperasd; ,
| [ Surat keterangan domisill kantor dan daftar |
REFENA ketja,




2,

e e e e ——

g Memiliki dewan gawns syarinh denga
rekomendasi MqT:JT. Ulama Ind.m“l:
provinsi /kabupaten / kota;

- Fotokopi rekening bank atas nama koperasi;

g
]
i

I Alta pendirian koperasi. : |

Imn Pembukasn Kantor Cabang Simpan
Pinjam

Persvarutan

i Permohonan diatas materai 6.000 ditujukan |
kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
QKU Selatan;

b. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDL):

c. Surat pernyataan bermaterni cukup yang |
menyatakan hahwa data dan dokumen vang
diserahlcan adalah sah dan benar;

d. Fotokopi nomor rekening bank atas nama

koperasi,

e. Fotokopi KTP dan NPWP pribadi pengurus
koperasi kantor cabang;

[ Memiliki nama daftar nama rwayat hidup
calon pimpinan dan daltar nama calon
kKaryawan kantor cabang;

B Fotokopi pengesahan akta pendiran/
perubahan  pembukaan cabang koperasi
beserta surat keputusannya;

h. Fotokopi sertifikat kompetensi pengelola KSP
dan USP kantor,

1. Fotokopl rekening bank atas nama i

). Pampoto x4 berwarmna sehanvak 3 lemhar

k. Memiliki usaha dan teish melaksanakan |
mtlrl impl.npmiummlmgluﬂhl?{duli

n,

L Mempunyal surat keterangan knahnnn
paling rendah 1 tahun terakhir;

m. Mempunyal anggota paling sedildt 20 [dus
pulub} orang di daerah yang akan di buks
juringan pelayanannya.

n. Memiliki modal kerfa untuk kantor cabang |

minimal sebesar RP 15.000.000,00 ihrnl

belas juta rupiah],

. Memiliki laporan keuangan koperasi yang

bersangkutan dalam 2 [dua) tahun terakhir:

p. Memiliki persetujuan pembukaan kantor
cabang dari Bupati;

g. Memiliki rencana kerja kantor cabang paling |
sedikit | (satu) tahun,




b. Surat Keterangan Domisili Usaha [SKDLUJ;
¢ Surat pernyatasn bermateral cukup yang
' menyatakan bahwa data dan dokumen vang |
| diserahkan adalah sah dan benar,
d. Fotokopi nomor rekening bank atas nama
koperasi;
r e. Fotokopl KTP dan NPWP pengurus;
| f. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup
calon pimpinan dan daftar nama calon
‘ karyawan kantor cabang:
g Fotokopl pengesahan akta pendidan/
perubahan pembukaan cabang koperasi
. [ beserta surat Keputusannyn,

h. Fotokopi serifikat kompetensi Pengelola

KSP dan USP Kantor;

| . Memilila izin operamional pembukaan
kantor cabang ;

J. Kantor cabang telah melaksanakan |

- kegiatan usaha simpan pinjam paling
| sedikit 6 [rram) bulan;

k. Mempunyai anggota paling sedikit (20) dua
pulubh orang di dacrah yang akan di buka |

b tor
yang bersanghutan dalam 1 [satu)] tahun
terakhir;

m. Memilld persetujuan pembukman kantor
cabang pembantu dari Bupati jika tidak |
memiliki kantor cabang pada Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan; i

n. Memilild rencana kera kantor cabang |

| pembantu paling sedildt 1| satu) tahun.

4. lzin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan
Pinjam
a thml-mmdhmmm&nﬂﬂdinuuhn;
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten |
| | QKU Selatan;
b. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU);
c. Surat pernyvataan bermaterni cukup yang |
menyatakan hhm&udmﬁhmmm:r
! diserahkan adalah sah dan benar;
d Fotokopl nomor rekening bank atas nama
koperasi;
e Fotokopi KTP dan NPWP pribadi pengurus
‘ Koperasi kantor cabang; '

, . Memilili kantor cabang dan/atau kantor |
cabang pembantu dalam satu wilayah
= | Kabupaten dimana kantor t dibuka;




—y =

T

§

Memiliki izin operasional pembukasn kantor
cabang,

Kantor cabang telah melaksanakan kegiatan
usaha simpan pinjam paling sedildt 6
lenam] bulan;

Jumlah anggota kanior kas yang akan
Nama calon kepala kantor.

Ixin Usaha Industri (IUD Kecil dan Menengah
Persvaratan ;

Permohonan [U] Kecd] :

1} Surut permohonan [ isian formulin

2] Fotokopi identitas pemilik dan pelaku
usaha / perusahaan;

d] Fotokopi nomor pokok wajib pajak
(NPWP),

4] Fotokopi izin ingkungan;

51 Fotokopd dolcumen yang dipersyamatkan
berdasarknn  ketentuan  persturan
perundang: undangan;

B) rﬂmﬂp Surat lxin U-lﬂ: Industri Lama
unt

Tl Pasfoto ukuran 3x4 l:h.nrlk 3 Lembar.

Permohonan U] Menengah dan Besar :

1} Surat permohonan [/ istan formubic

2} Fotokopi identitas diri pemohon;

3} Fotokopli nomor pokok wajib pajak
perusahaan;

4} Fotokopd akta pendictan perusahaan
dan/atau perubahan vang teiah
disahkan /ditetapkan oleh pejabat vang
berwenang;

3) Fotokopi imin linghungan, AMDAL atau
fotokopi  imn  lingkungan kawasan
mndustr;

6) Fotokopi dokumen yang dipersyaratkan;

71 Pasfoto ukuran 3xd sebanvak 3 Lembar.

6. lzin Perluasan Usaha Industri (IPUl) bagi

.

el oal- g BE o d 1 B n

Fotokopi lzin Usaha Industri | TUT);
Dokumen rencana periuasan;

Data Industri 2 (dua) tahun terakhir yang |
disampaikan melalul  Sistem  Informasd

Industr Nasional,

Perubahan tzin lin 3
ﬁ:tmnpnlﬂhﬂmhﬂn
Fotokopi surat HO | izin gangguan |;
Fotoloopi IMB;

Fotokopi KTP ;

Fotokopi NPWP,

Fotokopi akta pendirian perusahaan atag
perubahan yang di :

Mengisi formulir daftar fslan untuk
permintaan zin periuasan,

f



en|

T

I Fatokopi surat izin sewa gudang bila tempat |
usaha itu merupakan tempat sewaan.

7. lsin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan lsin
Perluasan Kawasan !ndustri

Persvaratan ;
a. Pendaftaran Izin UK :

1) Fotokopi akta pendirian perusahaan vang
telah disahkan oleh Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan |
di bideng hukum atay cleh Menteri vang
menyelengernkan urusan pemerintahan
di bidang koperasi bagi pemohon vang
berstatus Koperasi;

lzin prinsip;

1
2
/3. Surat lxin  Pembukaan Kantor Cabang
4. Surat Imin Pembuksan Kantor Kas

5

6

Surat lzin Koperasi Simpan Pinjam.
Surat [sin Pembukann Kantor Cabang Simpan
Pinjam,

Pembantu Hoperasi Simpan Pinjam.

Simpan Pinjam,
- Surat len UL Kecil dan Menengah.
. Burat Izsin IPU] bagl Industri Kecil dan

Menengah,
7. Surat lzin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan
lzin Perlussan Kawasan |ndustri.

1. Sarana:

Peranghkat kompurer;

Alar tulis kantor:

Sistem Informasi Manajemen Perizinan
Terpadu  DPMPPTSP Kabupaten OKU
Selatan,

d. Blanko/formulir fzin:

Brosur pengurusan izin;

;Tmm mformasi prosedur dan persyaratan
Telepan

Wehsite dan Email

pom

™~

T
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|2 Prasarana /fasilitas : |

a. Loket informasi;

b Loket administrasi perizinan (frond offics)
dan tm teknis perizinan [(back offics)

. Loket pengaduan,

3 Ruang penyimpanan arsip; |
g Ruang tunggu, |

G,

 Kompetensi Pelaksana

I. Sarjana Ekonomi, Teknik, Telnik Lingkungan,
Sigtem Informast |

2. D3 Keuangan Perbankan, Akutanasi, ,

3. SMA, SMK

4. Memahami permturan perundang-undangan
yvang berlaku, ‘

5. Lulus diklat PTSP.

6. Mampu mengoperasikan komputer.

1. Dilakukan oleh atasan langsung lﬁl:'-lr-i
berjesjang.

Dilnksanakan secara kontinu.
Fu'umhmmnmllmhuunndlnpmﬂuhn
ﬂnﬂpﬁly:mﬂFMFFﬁFmtmmpmhﬂﬁn
vang telah selesal.

2 Pemohon mengisi lembar tersebut  dan
mengembalikannya lkepada petugas loket

pengambilan izin

3 &mhm&mgnhﬂmmymmpdmn
dapat dilakulkan dengan datang langsung/
melalui  telepon/lisan /tertulis pada ket
pengaduan,

4 Surat jawaban pengadusn yang telah
ditandatangeni oleh Kepala DPMPPTSP akan

h-l-l'u

IFm}r-mpnh:-:nnndmmnuhn
Femohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilalan pelavanan DPMPPTSP sewaktu-waktu

kemudian memasukkannya ke dalam h:n..ui
saran

4 Lembar saran dan penilaian pelayanan dn'r_hpl
dan dibahas dengan mansgjemen DPMPPTSP |
secara berkals setelak 150 lembar saran dan |
penilaian pelayanan terkumpul !

d. Herdasarkan hasil rekap berkala, DPMPPTSP
menyvusun rencans aksi perbaikan pelavanan

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalun:

l. Kotak saran ;
2. SMS gate way;
3 Bunwlﬂuﬂnd:hshpummﬂnhﬂ
4. E-mul [dinaspmp2te




™

9. | Jumlah pelaksana 3 [lima) orang
10. | Jaminan pelayanan Pelayunan  didukung oleh petugan yang
_ | berkompeten dengan prinsip pelayvanan yang prima.
1l. | Jaminan keamanan dan | 1. Surat Isn/ Surat Keputusan lmn dibubuhi tanda
keselamatan pelaynnan tangan serta cap stempel basah, sehingga
2 Euuthh#ﬂ‘m:tﬂ:uputulmllhmnﬂm
kertas berkop Dinas; ,
3. Pada Sumat Keterangan lzin dilengkapi jugs
_ . dengan barkode. £
12. | Evaluasi Kinerja “|Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
Priaksana pengukuran penerapan 12 komponen standar
pelayanan vang dilakukan sekurang-kurangnya

' setiap | tahun sekali.




. lzin Usaha

LIE TR | T jra kL

| Perdagangan (SIUP);

2. i=min Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Pengusahs
dan Penjual langsung minuman di tempat ;

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

4. Tanda Pendeftar Agen atau Distributor Barang Dan atau Jasa;

5. Penerimaan Tands Pendaftaran Waralaba {STPW];

&

T

. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- Tanda Daftar Pelaku Usaha Distributor Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD-BAFOK).
'NO KOMPONEN | ' URAIAN -
|

DAG/PER/3/2006 tentang Distributor dan Keagenan;

4. Permendag Nomor 08/MDAG/PER/2/2/2017 tentang
Penyelenggaman Pendaftaran Perusahaan.
3. Peraturnan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-
. DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan atas
_ | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 43/M-
' | Dag/PER/9/2000;

4. Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor 46 /M-
DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesin Nomor

. 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat [zin
Lisaha Perdagangan;

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  39/M-
DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan  Menteri  Perdagangan MNomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat lzin
Usahs Perdagangan,

6. Peraluran  Menteri Perdagangan Nomor 53/M-
DAG/PER/8/2012 Tahun 2012;

7. Permturmn Menteri Perdagangan Nomor: 90/M-
DAG/PER/12/ 2014 tentang Penataan dan
Pembinaan Gudang;

| B. Permturan Menten Perdagangnn Republik

Indonesia  Nomor:  20/M-DAG/PER/2017 wentang |

Pendaftarnn  Pelaku  Usaha Distribusi Barang

i - i e o
|IJ| sar Hukum 1. Peraturan Mentern Perdagangan Nomor 11/M-
i
|

Kebutuhan Pokok;
9. Keputusan Menperindag Nomaor
586 /MPP/Kep/9/ 2004 tentang Standar

Penvelenggarnan Wajib Daftar Perusahaan:
10. Keputusan Menteri Perindutrian  dan Perdagangan
| Nomor 359 /MPP/KEP/10/ 1997 tentang Pengawasan,
Produksi, impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman

Ll Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  53/M-
DAG/PER/8/2012 tentang Penvelenggaraan
Waralaba;
14, Peraturan Daerah Kabupaten OKU Selatan
| | Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan
. Daemah Kabupaten Ogan Komeing Ulu Selatan Nomaor
, 26 Tahun 2006 tentang lzin Usaha H
13 Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang  Pendelegasian  Kewenangan Di  Bidang
Perizinan dan Nonperiginan. |
]

1
|- — — e -

’r &
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|2. Persyaratan 1. Surat lzin Usaha Perdagangan [SIUP:
Pelayanan, Waktu Persyaratan :
| dan Biava a Persyaratan Umum l

1] Mengiali formulir permohonan  dan Surat
pernyataan yang ditandatangani oleh pemohon
diatas materai 6,000 dengan stempel/cap

perusahaan; (terlampir]

| 2} Fotokopi KTP (kartu tanda penduduk] / SIM

[summt imn mengemudi]) pemohon yang masih
berlaku [pemilik/penanggung jawab/Direktur)
atsy Surat lzin Tinggal Sementara khusus
untuk warga negars asing.

3 Surat Kuasa di atas kop surat perusahaan dan

| Lﬂﬁwu mmpmduduhlm

dﬂnunmhmmhhdhn-m

6000 dengan stempel/cap perusahaan;
(Terlampir)

4] Fotokopi itmn usaha atau surat keterangan
yang dipersamakan dengan {tu vang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

5} Folokopl ixin lngkungan dan/atau Surat
pemyataan Kesangeupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (SPPL);

L)) dmﬁlhmmdl-ﬂ tim teknis yang membidangi.

7} Surat reckomendasi  dari Kelurnhan /
Kecamatan sctempat.

b Perymratan Khusus : '
1} Perusahaan yang berbadan hukum perseroan
terbatas (PT) :

a) Fotokop: akta nOtATS pendirian
Hmemhhmm

¢} Fotokopi stirat keputusan pengesahan
badan hukum perseroan terbatas dari
Kementerian Hukum dan Hak Asagl
Manusia,
- dl Fotokopl KTP (kartu tanda penduduk)
| - penanggung jawab/ Direktur utama
perusahaan;
e Surat pernyataan dari Pemohon SIUP
(Surat lsin Usaha Perdagangan| tentang
I loknst usaha perusahaan:;
fi Foto penanggung jawab stau Direktuor
Utama Perusahssn ukuran 3x4 sebanvak 2
lembar; dan
R Fotokopl NPWF pemchon (nomor pokok
wiijib pajak].
| 2] Perusahaan berbadan hukum koperis :
| 8} Fotokopi akta notaris pendirian koperasi
vang telah mendapatkan pengesahan dari
inutansi yang berwenang;
bj Fotokopli kartu tanda penduduk (KTP
penanggung  jawab  &tau  pengurus
koperas;;

} A




-
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¢ Surmat pemyataan dard pemohon SIUP
{Surat [xin Usaha Perdagangan) tentang
lokasi ussha koperasi;

dj Foio penanggung jawab atau pengurus
wmmmm:uhm

¢ Forokopi NFWP (nomor pokok wajib pajaid. |

31 Perusahaan vang berbentuk CV dan Firma :

al Fotolop akts notaris  pendirian
perusahaan /akta notaris yang telah
didaftarkan pada Pengadilun Negeri;

by an“h[ul;pi KTP [kartu tandm penduduk)
pem AlAU pengurus alau penangEung
jawab perusahaan;

d] Foto pemilik amu pengurus atay
penanggung lawab perusahaan ukuran
3x4 sebanyak 2 lembar; dan

e} Fotokopi NFWP (nomor induk wajib pajai).

4] Perusahaan yang berbentuk

perorangan ;
2 :nmllﬂr. i, i,
atny Penanggung  jawahb

Perusahaan;

b} Surat pernyataan dari pemohon SIUP
{Surat lzin Usaha Perdagangan) tentang
lokasl usahn Perusnhaan; |

c) Foto pemilik ;:u penanggung jawab
perusahaan ukuran 3x4 sebamyak 2
lembar; dan

d) Fotokopi NPWP |nomor pokok wagib

pajak)
3] Perusahaan vang berbentuk

perorangan ;

al SIUP [Surat lzin Usaha Perdagangan) dan
TDP (Tandna Daftar Perusahnan) Asli:

bl Neraca perusahaan (tahun  terakhir
khusus untuk Perseroan Terbatas);

€| Surat permyataan dari pemohon tentang
lokas: unaha perusahaan; dan

d] Fotokoplt NPWP.

‘ 2. Izin Usaha Perdagengan Minuman Beralkohol
Golongan B Dan C, Pengusaha dan Penjual Langsung
Minuman di Tempat;
Persyarptan .

Surat permohonan dan Surat pernyataan vang
ditandatangani oleh pemochon diatas marerni
6.000 dengan  stempel/eap  perusahaan;

[terlampir);

Fotokopl akta pendirian perseroan terbatas dan
pengesahan badan hukum dari pejabat vang

berwenang dan akia perubahannya;

Surat periunjukan dar IT-MB (Importir Terdaftar
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¢ Fotokopi surat izin dari TBB (Toko Bebas Bea) |
cari Menteri Keuangan Republik Indonesaia;

[, Fotokopi surat izin usaha perdagangan [SIUP;

g Tanda daftar perusahaan (TDF;

h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWF);

i. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC) bagt perusahasn yang memperparjang
SIUP-MB  (Surat Ixin Usahs Perdagangan
Minuman Beralkohol);

J.  Rekomendasi tim teknis terkait;

k. Sumat Rekomendasi dari Kelurahan/ Kecamatan
Setempat: dan

L. Fotokopi [sin Lingkungan danfatay Surat
permyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (SPPL).

3. Tanda Daftar Perusahaan

Persyaratan
A. Persyaratan Umum

Il Mengisi Formulir Permohonan dan  Surst
pernyataan yang ditandatangani oleh pemohon
diaths materal 6000 dengan stempel/cap
perusahaan; (terlampin

2) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) / SIM
isurpt izin mengemudi] pemohon yang masih
berlaku (pemilik/penanggung jawab/ Direktur
atau surat izmn tinggal sementars khusus untuk
WITER NegAr ASINg;

3] Fotokopi KK (kartu keluarga) pemohon yang
manih berlak [pemilik/ penanggung
jawab/ Direlctur];

4] Sural Kuasa di atas kop surat perusahaan dan
Fotokopi KTP (kartu tanda penduduk) penerima
kuasa, apabila PeETgUIISAn perizinan
dikuasakan kepada orang lain diatas matersi
65000 dengan stempel/cap perusahaan;
(terlampir)

5| Fotokopd izin usaha atau surat keterangan yang
dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh
Instansi yang berwenang;

6| Fotokopi [zin Lingkungan dan/atay Surat |
Lingkungan Hidup [SPPL);

7] Rekomendasi tim teknis yang membidangi;

8] Sumt rekomendasi dari Kelurahan/ Kecamatan
Setempat;

9] Fotokopi NFWF (nomor pokok wajib pajak).

b. Pervaratan Khusus
1) Perusshaan vang berbadan huokum peTscToan
terbatas (PT) -
&} Fotokopi akia notaris pendirian perusahaan;
b] Fowokopl akie perubshan  perusahaan
[apabile ada);
e} Folokopi surat keputusan pengesahan badan
hukum perseroan terbatas dar Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

+ ~
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™

d] Fotokopi KTP (kartu tanda penduduk)
PENANEEUNE jawab/ Direktur titarma
perusahann;

el El:.rllmmm dari Pemohon SIUP (Surai

Perdagangan] ten lokansi
ugaha perusahaan; i

f) Paspoto penanggung jawab atau Direktur
utama perusahasn ukumn x4 sehanvak 2
lembar; dan

g Fowkopi NFWP [Nomor Pokok Wajib Pajak).

Perusahaan berbadan hukum koperasi -

n| Fotokopi akia notaris pendirian koperasi vang
telah mendapatkan pengesahan dari instansi
yang berwenang;

bl Fookopi kartu tanda penduduk (KTPH

d) Foto pm-nnuung jawab atau pengurus
koperasi ukuran 3x4 sebanvak 2 lembar, dan
el Fotokopi NPWP {nomor pokok wajib pajak).
3 Puu“hunruuhu‘hnrukﬂvdmﬁlu
a] Fotokopi akia notaris  pendirian

b Mmmmmmu

peruaahanmn;

€] Surmt yataan dari pemochon SIUP
(Surst [xin Usaha Perdagengan) tentang
lokast usaha Perusahaan;

dl Foto pemillk atau pengurus atau
penanggung jawab ukuran
Bt i b e

#] Fotokopi NFWP (nomor induk wajib pajak)

4) Perusahaan vang berbentuk

peTOrangan :

a) Fotokopi KTP (kartu tanda penduduk)
pemilik atau penanggung  jawab
perusahaarn,

bl Surst permmystasn dari pemohon SIUP
(Surat Izin Usaha Perdagangan) tentang
lokas: usaha perusabaan;

c] Folo pemilik atau penanggung jawab
perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2
lembar; dan

di :'kam:up.' NFWF [nomor pokok wajib

iak).
3] Perusahaan yang berbentuk perorangan

al SIUP [Surat lzin Usaha Perdagangan) dan
TRP [Tanda Daftar Perusahaan) Asli;

bj Nermca perusahasn (tahun  terakhir
khusus untuk Perseroan Terbatas);

€] Surat pernyatman dari pemohon tentang
lokasi usaha perusahann; dan

dl Fotokopi NPWP [nomor pokok wajib




' 4. Tanda Pendaftar Agen atau Distributor Barung dan
atay Jasa.

Fersyamian ;
a. Persvaratan Pendaftaran Agen/Distributor Barang
dan/atau Jasa Produksl Luar Negeri :
1] Mengiai formulir permohonan dan Sumt
' pernyataan  yang  ditandatangani  oleh
pemohon  distas matersi 6.000 dengan
stempel / cap perusahaan; (teriampiry,
| 2) Perjanjlan yang teiah dilegalisir oleh notaris
' dan surat ketermngan dari Atnse Perdagangan
Republik Indonesin atau Peinbat Kantor
Perwakilan ®epublik indonesia di negara
prinsipal, dengan memperiihatian aslinya;
3] Apabila perjanjian dilakukan oleh prinsipal
. supplier, prinsipal supplier berkewsjiban
. menunjukkan kewenangan darl prinsipal

produsen;,
4 Fﬂ:iﬂnﬂ Surat (zsin Usaha Perdagangan
[SIUP:;
5) Fuln-hnp:TlndanhrFrru:ﬂmurmHM
masih berlaku;

6] Fotokopi Angka Pengenal Impor Umum [API-
U} yang mansih berlaku, khusus untuk
distributor atau distributor tunggal;

7] Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau

pengesahan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
bag Perseroan Terbatas;

9 Khusus bagi agen atau  agen tunggal,
membuat Surat pernyatasn yang menyatakan
bahwa tidak melakukan penguasaan dan
penyimpanan barang vang dingeni;

10) Aali  legfiet/brosur /lmtalog  dari  prinsipal
untuk jenis barang dan/atau jasa yang

11) Forokopl sural izn atau surat
lninnya dari mstansi teknis yang masih
berlalu untuk jenis barang tertentu sesusi

peraturan yang berinku :
12] Piagam  anggota Asosiasi  Perusahaan
Pen Barang Keperiuan Pertahanan

I.‘.‘r}ﬂﬂknmmdlli dan PT. Dahana untuk bahan
peledak;

I4)isin  ftipe kendarasan bermotor dari
Kementerian Perindustrian:

15} Tanda pendaftaran/izin @ unmuk alat-alat
kecantikan  dan  alat-alat kesehatan dari
Kementerian Kesehatan Republik Indonesin:

16) Tanda pendaftaran/izin untuk obat-obatan,
makanan dan minuman dar  Badan
Pengawnsan Obat dan Makanan (BPOM);

* 7
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. Persyaratan

17)Sertifikasi  dan penandaan untuk
elat/perangkat telekomunikasi dar Direltorai
Jendral Pos dan Telekomumnilonsd:;

18| Tandn pendaftaran untuk alat-alat ukur,

takar, tim dan perlengkapannya (UTTP)
dari Diﬁut Metrologi, l:lmlrliturnn

Perdagangan;

19) Tanda pendaftaran/sertifikasi untuk minyak
pelumas dari Kantor Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral;

20) Sertifiknt Pestisids dar Komisi
Pestisida / Kementerian Pertanian;

EIj;ﬂ“mhnpjuj Surat Imin Ussha Tetap/Surar

uan BXPM  apabila perjanjian |
dilakukan dengan Perusahaan Penanaman
Modal di
_ wﬁnﬂ (PAIA) rm' bergerak bidang

22) Fotokopi Surat lein Usaha Perusahaan
Perwakilan Perdagangan Asing (SIUP3A)
apabila perjanjian dilakukan dengan Kantor
Pervalilan Perusahaan Perdagangan Asing;

gﬂl- mﬂhm'd%ﬂ’éﬂl
TS I ORn ’

25 Fotokopi NPWP [nomor polkok wajib pajak).

- Persyaratan Pendaftaran Sub Agen/Sub Distributor|
Barang dan/atau Jasa Produksi Luar Negeri:

1] Mengisi formulir permohonan dan Surat

stempel/cap perusahaan; [Terlampirj;

2} Pemanjian atau penunjukan dengan /dari
agen, agen tunggal, distnbutor atau
distributor tunggal yang menunjuk dan telah

dilegalisir oleh Notaris
_ dengan memperithatkan

Jj Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran yang
masih beriaku dari agen, agen tunggsl atau
distributor, distributor tungeal VARE |
menumjuk; |

4) WI Surat lzmin Usaha Perdagangan |

- I

3} Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDF) vang
masih berlaku;

B) lh.hmhﬂnlﬂ;h“mmnm puuuhunm dan/atay

peru t
pﬂiﬁ!ﬂhﬂﬂdlﬂmmmmﬁm

7) Fotokopi pengesahan badan hukum dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
bagi Perseroan Terbatas,

8 Nomor kartu tands penduduk (KTPY;

9 Lunas pajak bumi dan bangunan (PBBJ;

10 Fotakopi NFWF [nomor pokok wajib pajak),

Ferpan)jangan [Distributor

Barang dan/atau Jasa Produksi l:ﬁrnﬂm'i .
1] Mengisi Formulir Permohonan dan Surat
pernyatnan  vang ditandatangani oleh

} /5
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| pemohon diatas materal 6.000 dengan |
| stempel /cap perusahaan; (terlampir);
| | 2) Konfirmasi dari agen, agen tunggal atau
| distributor,  distributor  tunggal yang
menunjuk dan dilegalisir oleh Notaris dengan |
memperlihatkan aslinya;

3} Fotokopl STP yang masih berlaku dari agen,
agen tunggal atau distributor, distnbutor
tunggal yang menunjuk;

4) ta,-.l-.::nn kegiatan perusahaan setiap 6 (enam|

ulan,

5] Asli STP sub agen/sub distributor vang
dimintakan perpanjangannya |

6] Nomor kartu tanda penduduk (KTHY;

| 7l Lunas pajak bumi dan bangunan (PBA|;
8] Fotokopi NPWP [Nomor Pokok Wajib Pajuk).

d. Persyaratan Pendaftaran Agen/Distributor Barang
dan fatau Jasa Produksi Dalam Neger ;

1l Mengis formulir permohonan dan Surat
permnyatann yang  ditandatangani  oleh
pemohon diatas materni  6.000 |
stempel/cap perusahaan; (terlampir);

2) Petjanjian yang telah dilegalisir oleh Notaris

3 Fotokopli Sumat lzin Usaha Perdagangan

4 Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
manih berlaku; i i
5 “memi“ ikmdim perusahaan dan/atay
peru vang telah mendapat
o r!mtll.l'“ﬂﬂl.ﬂﬂ:
otokopi pengesahan badan hukum
Kementerian Hul:umduﬂl.l:hu-il;uhn::uﬂ
7 m sl r
urat lein Usaha Industr
o E':mipnlpmdunm e
usus  bagl agen atau tunggal
membuat Surat pernvataan ﬂnT::mtuhr:
bahwa tidak melakukan penguasann  dan
J penyimpanan barang yang diagen;

9) Asli leaflet/brosur/catalog dari pri |
untuk jenis barang/jasa yang mmﬂm
10} Nomor kartu tanda penduduk (KTHY';
12} Lunas pajak bumi dan bangunan (PBB);
| 1] Fowokopi NFWP (nomor pokok wajib pajak)j.
e Persyaratan  perpunjangan  agen/distributor
l barang dan /atau jasa produksi dalem negeri
| 1| Mengisi formulir permohonan dan  Surat
| pernyataan  yang  ditandatangani  oleh
pemohon  diatas materal  6.000 dengan
stempel /cap perusahmaan; (Terlampiry;
2) Konfirmasl dari prinsipal yang telah dilegnlinir
oleh Notaris dengan memperiihatkan aslinva;
3 mﬂ kegiatan perusahaan setiap 6 (enam| |

| | 4 Asll surat mm:‘ pendaftaran vang dimintakan
Perpanjangann

«* /
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e}

pernyvataan vang ditan oleh
pemohon diatas maternl 6.000 dengan
stempel /cap perusahaan; [Terlampir);

d) Peganjian atau penunjukan dari agen, agen
tunggal atnu distributor, distributor tunggal
vang dilegalisir oleh Notarla dengan
memperlihatkan astinya;

3] Fotokopl STP yang masih berlaku dari agen.
agen tunggal atau  distributor, distributor
tunggal yang menunjulk;

4) Fotokopi Surat ixin Usaha Perdagangan
(SIUm;

3] Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP yang
masih beriaku;

6) Fotokopi Akta Pendirian  Perusahaan
dan/atau  Akta Perubahan yang telah
mendapat perigeasahan dari instans
berwenung,

7l Fowkopl pengesahan Badan Hukum dari
Kementerinn Hukum dan Hak Asasi Manusia
bagi Perseroan Terbatas;

8] Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP;

9] Lunas Pajak Bumi dan Bangunan [PEB);

10) Fotakopi NFWP (Nomor Pokak Wajib Pajak).

Persyaratan  Pendaftaran  Sub  Agen/Sub
Distributor Barang dan/stay  Jasa Produksi
Dalam Negert :

1} Mengisi formulir permohonan dan Surat

pemyatnan  yang ditandatangani  oleh

pemohor  diatas materai 6000 dengan
stempel /cap perusahaan; (terlampir);

Ronfirmas! dari agen, sgen tunggs! atau

distributor,  distributor  tunggal yang

menunjuk dan dilegalisir oleh Notaris dengur
memperlihatkan uslinya;

3 Fnﬂmﬂﬂﬁaugmﬂhherlnhudlnmn.
agen  tunggal atay  distributor, distributor
tunggal yang menunjuk;

4) mllmhn n keglatan perusahaan setiap 6 [enam)|

5] Asli STP sub agen/sub distributar yang
dimintakan perpan !

6] Nomor kartu tanda penduduk (KTP):

7] Lunas pajak bumi dan bangunan (PRB);

8] Fotokopi NPWP (nomor pokok wajib pajalk).

Persyaratan  Perpanjangan Sub Agen/Sub
Distributor Barang dan/atau Jasa Produlksi
Dalam Negeri :

1) Mengisi formulir permohonan dan Surat
pemyatasn yvang  ditandatangani  oleh
pemohon  diatas materai 6.000 dengan
stempel/cap perusahaan; [terlampir);

}




£y Mﬂ'ﬂ’;nn|dluﬂnuhmpﬂfﬂlqhnpm .-
5} Nomor kartu tanda penduduk [KTP)'; 25
6) Lunas pajak bumi dan bangunan (PBB);

7] Fotokopi NPWP (nomor pokok wajib pajak)

5. Penerimaan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Persyvarmtan
n. Syarat Umum

Iy Mengist formulir permohonan dan  Surat
pemyatasn yang  ditandatangani oleh
pemohon  diatas matersd 6.000 dengan
stempel (cap perusahaan; (Tertampir|

2] Folokopl izin lingkungan dan/atau Surat

al Fotolopi ::mnpel:tul penawaran waralaha;
bl Fotokopl perjanjinn waralaba,
c] Fotokopi ixin usaha;
d) Fotokopi Tanda Bukt Pendaftaran MHak

Kekaysan Intelektual (HKI):
| Fotokopl KTP pemilik/penanggung jawab
) Xesonas

peiggunaan tenags kerja, dan

g Komposisl ba

= Irnnyhhnn baku yang

Fﬂmhnplmpmnhuinmhl.
Fotokopi akta  pendirian  perusahaan
dan /atau akta perubahan yang mendapat
pengesahan dari Instansi berwenang:

fi Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran Hak
Keknyaan Intelelktyal,

:J ;ﬂnzhﬁ KTP pemilik/penanggung jawab

| Komposisi mmnnnmhﬂ. dan

Komposisi barang/bahan baku wa
diwaralabakan 8

by
:*I thnwmnlunwd-h
e




€|
n
J perusahann;
| I &l ﬂmwn:nummnmmlm:h,m
bl Komposisi barang/bahan  balky vang
diwanralabakan,

. ' 4) STPW (Sumat Tanda Pendaftaran Waralaba)
' ' Penerima Waralaba Lanjutan :
I . a] Fotokopi izin usaha;
| bl Fowkopi prospekius penawaran warnlaba
dari pemberi warnlabg lanjutan; |
| €l Fotokopi perjanjian warainba: I
I d) Fotokopi STPW pemberi  waralahe
| lanjutan; |
. | ¢} Fotokopi akta  pendirian perusabaan
dan/atau akta perubahan yang mendapat
| | | Pengesahan dan Instansi berwenang:
fi  Fotokopi tanda buktl pendaftaran HKI;
| B Fotokopi KTP Hmﬁﬂ:fpenm-ung lawal
| ) ﬂ ai : keria |
h poai PENEgUNAan tenaga i din
| il Komposisi barang/bahan  baky vang |
divaralabakan

| (BTPW); dan
| | | bl Dokumen-dokumen lainnyn  apabils
mengalam: perubahan data dari dekumen
I I | yang disampaikan 5 tahun sebelumnya
I | c] Laporan PeRggunaan produk dalam
negeri

|6, Tanda Daftar Gudang | TDG |

. & Mengisi formulir  permohonan dan  Surat |
pemvataan yang ditandatangani oleh permnohon
diatas materai 6,000 dengan wstempel /cap
perusahaan; {terlampir l

B Fotokopi paspor dan keterangan  izin tinggal
scmentarn  (KITAS|  hag PEnanggung jawahb
perusahaan jasa pergudangan vang

' berkenegaraan asing;

€. Fotokopi izin prinsip penanaman meoda) untuk
Budang bagl perusahaan PEnAnAmMan modal
asing;

. 4. Fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (IMB) vang

== : menyatakan sebagai pudang: I

'

R




| e Fotokopi Izin Lingkungan dan/ataw Surat
Kesanggupan

mﬂﬂ ek Fengelolaan

Lingkungan up :

f. Rekomendasi tim teknis yang membidangi;

g Sumt rekomendasi dard Kelurmmhan/ Kecamatan
Setempat; |

h. Fotokopi akia pendirian perusahaan dan/atau
perubnhan perusahsan dan pengesahan dar
InstAns yang berwenang;

.. Fotokopi NPWP [nomar pokok wajib pajak);

J; Paspoto berwarna ukuman 4x6 sebanyak 3
lembar,

7. Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Hnmn;l
Kebutuhan Pokok (TDPUD-BAPOK]

a. Svarat Umum :

1] Persyaratan pendaftaran TDPUD:

2] Pengajuan permohonan TDPUD  kepuda
Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan
Barung Penting secars online melalui Sistem
Informasi Perizinan Terpadu (SIPT),

Catatan . Pemohon hanys dapat diajukan
yvang memiliki hak akses Sistem Informasi
Perizinan Terpadu (SIPT).

b. Svarat Pengajuan SIiPT
1) wmmmmmnm

. masih berlaku;

4} Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBE);

3] Fotokopi NPWP,

4) Fotokopi KTP [kartu tanda penduduk) atau
paspor penanggung jawab perusahasn. |
Catatan : |

. aj] File pengajuan dalam bentuk format

digital berwarna (Pdf, JFEQ, PNQ).

| Baaya Pelayanan - tidak dikenakan hiava
Waktu penyelesainn pelayanan : 5 (lima) hari kerja

Sistern, mekanisme,
dan prosedur

mﬂmmmmmm |
Terlampir

Produk pelayanan

|
2.
‘3. Tanda Daftar Perusahaan [TDP).

4. Tanda Daftar Distributor/ Agen.

3. Surat Tanda Pendaftar Waralaba (ST7W)
6. Tanda Daftar Gudang (TDG).
7. TOPUD-BAPOK. :

1
1
|
=

Sarana:
a Perangkat komputer;
b.Alat Tulis Kantor,
c Sistem Informasi Mannjemen Perizinan Terpadu
DPMPPTSP Kabupaten OKU Selatan
. Blanko/ formulir izin

: P
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| e. Brosur pengurusan iin-

. Pupan informasi prosedur dan persvaratan izin;
g Telepon
h Website dan Email

Prasarana/fasilitas;
4. Loket informasi:
b.Loket administrasi perizinan (fron! officel dan tim

¢. Loket lmsir/ bendahara

£ Ruang penyimpanan arsip,

B. Ruang tunggu;

| b Halaman parkir.

| Sarjana Ekonomi, Teknis

4. D3 Akuntansi, Perpajalan.

3. SMA, SMK.

4. Memahami peraturan perundang-undangan  yang
berlaku

Lulus da;kln PTSP

—_— — —_—

- Dilakukan oleh atasan langsung secara berjeniang,
; Pumnimmenm-hmhnrﬂrmdmpmﬂliqntmhﬂ
pelayanan DPMPPTSP saat mengambil izin yang telah
selesal.
4. Pemohon e s lembar ternetat dan
mengembalikannya kepada petugas loket pengambilan

ki
3. Pemohon yang akan menyampaikan pengaduan dapat
dilakukan dengan datang langsung/ melaly
telepon /lisan / terrulis padn loket pengaduan;
|i Surat jawaban pengaduan vang telah ditandatangani
| oleh Kepala DPMPPTSP akan disampaikan kepada
pemohon  vang mengajukan pengaduan secar
langsung atau via telepon.

Penyvampaian saran dan masukan:
| . Pemohon juga dapat menvampaikan sarsn dan
|

5

6. Mampu mengoperasikan komputer.
I D

2

|

penilaian  pelavanan DPMPPTSP  sewaktu-wakty
dengan mengiai lembar penilaian yang tersedia pada
. meja  loket  kasir/pengambilan  imn  kemudian
. memasulkannya ke dalam kotak saran.
| 2. Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap dan
dibahas dengan manajemen DPMPPTSP secars
berkala setclah 150 lembar sarmn dan penilaian
pelayanan terkumpul
3. Berdasarkan hasil rekap  berkala. DPMPPTSE |
menyusun rencann aksi perbaikan pelavanan,

| Pengaduan dan Saran dapat disampaikan Jugn melalui:
1. Kotak saran;
1. SMSB gate way;
3. E-'r.l!"l'l!jlu' IKM (indeks kepuasan mansyarainaij;
3. E-mail (dinaspmpdtep okusiigmail com .

|
|-.Iumll.hprhlr.|ml

5 {lima) orang




| 1. | Jaminan pelavanan

Pelnyanan didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan vang prima.

11, | Jaminan keamanan

dan kesrlarmatan
prlayvanan

=

1. Surat lzin/ Surat Keputusan Izin dibubuhi tanda
tangan serta cap stempel bamah, schingga dyamin
keanliannyva,

2. Surat lein/ Surat Keputusan lzsin menggunakan kertas

IJ. Fada Sural Keterangan |zin dilengkapi juga dengan
harkode.

12 "'amm kinenya
Pelakaana

Evaluasi lkinerja  pelaveanan dilakukan — melnlui
pengukuran penerapan 12 komponen standar pelayanan
| yang dilakukan sekurang-kurangnya sstiap 1 wmhun
i:ﬂm‘n.




Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);

Perulaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN|;

Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri [PMDN);
Pendaftaran Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri [PMDR);

izgin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negent (PMDN);

izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Neger (PMDON);

Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negerd (PMDHN).

R

_ KOMPONEN

URAIAN |

| Dusar Hukum

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 |
tentang Perizinan Berusaha Terintegrasd
Secara Elektronik

‘2. Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia |

Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal,

. Pernturan Kepaln BKPM Republik Indonesin
Momor 15 Tahun Eﬂlﬂmhdmnﬂm‘
Tata Cara Perizman dan Nonpernznan

Penanaman Modal,

. Peraturan Bupatl OKU Selatan Nomor 26 Tahun |

:matmmmrmnmmm=mmmupn:ﬂ

=
1

-'_Pﬂ'l?-ll'l-'t-ln Fﬁhy;mn.
Walktu dan Biava

= .

Bidang Perizinan dan Nonperizinan.
Pendaftaran PMON:

Persyaratan .

n. Bukti Difi Pemobon :

1) Folokopi Pendaftaran bagl badan
usaha yang telah  melakukan
pendaftaran;

2] Fotokopi akia pendirian perusahaan
dan perubahannyva;

J) Fotokopi pengesahan anggaran dasar |
perusahnan dari Menteri Hukum dan
HAM;

4) Fotokopi nomor pokok wajib pajak
[NFWF);

5] Fotokopi kartu tanda pendudulk [ KTF §;

6] Fotokopi paspor bag: Penanam
Modal Asing (PMA].

b. Keternngan Rencans Kegiatan, berupa :

1} Keterangan rencana kegistan, berupa
uraian proses produksi  yang
dilengkapi dengan diagram alir/flow
chari,

2} Uraian kegintan usaha sektor jasa.

¢. Rekomendasi instansi pemerintah terkait,
bila dipersyvaratkan; |

d. Permohonan ditandatangani di I'Liul
materai cukup oleh direksi perusahann |
dilengkapi surat kuasa bermatersd cukup |
untuk pengurusan permohonan yang
tdak dilakukan secara langsung oleh
direks perusahaan.

_—
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"] 2. Pendaftaran Periuasan FMDN:

Q.

b.

Persvaratan .
a. Fotokopi igin usaha atau Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP), bila diperhukan;
Pendaftaran Penanaman Modal

Dalam Negeri dan fatau perubahannya;

Foto Akt Pendirinn ddan

pengesahan dar  Kementerian Hulkum |

dan HAM;

Hmmmmm.hﬂupn-

|) Keterangan rencana kegiatan, berupa
uraian  proses  produlksi YRng

2] Uranian kKegiatan usaha sektor jasa.

Dalam hal terjadi perubshan penyertasn
dalam modal et seroan yang
mengakibatkan  terjadinya  perubahan

1) Kesepakatan perubahan komponisi

saham antara asing dan Indonesia |

dalam perseroan yang t!tm-nl:h:l.n
dﬂnmhmtukr&kmmrl-]lhﬂlﬂt

Umum Pemegang Saham

(RUPS] /kepunisan sirkular vang |
ditandatangani oleh seluruh |
pemegang saham dan telah |

dicatat /didaftarkan [rwcarmeriing

aleh MNotaris atay relkcaman
Pernyataan Keputusan Rapat/Berita
Acara Rapat dalam bentuk Akta

Notaris, vang memenuhi ketentuan
pasal 21 dan Bab VI UU Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan |

Terbatas,

|
2} Bukti diri pemegang saham baru,

dalam bentuk :

n] Fotokopi akts pendirian  dan

perubahannya dengan pengesahan
dari Ke

b menterian Hukum dan HAM, serta
rekaman NPWP bagi badan
hukum;

ol Fotollopn kartu tanda penduduk

{umqummmm-u-mi

NPWP bagi peroran WHI R
negnra Indonesa; ot

d] Fotokopi paspor yang masih
Negara asing,

el Kronologis penvertaan  dalam
modal perseroan seiak pendirian
perusahaan sampéaj dengnn
permohonan terakhir;

: s

D EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE——
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aleh direksi perusahaan
3. Pendaftaran Perubahan PMDN

Peravaratan :

Mengisi formulir  permohonan  dengan

lampriran:

a. Fotokopi pendaftaran / pendnfiaran
porluasan yAng
peTy :

b. Fotokopi nkin pendirinn dan
perubahannya, i dengan
pengesahan dari Kementerian Hukum dan
HAM;

1)

d. Untuk perubahan penyvertaan dalam

<

fi Rekomendnasi dari instans

pemerintah terkait, bila
dipersyaratkan;

g Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM);

h] Permohonan ditandatangani di
atns materai  cukup oleh direksi
perusabiaan dilengkap surat kuasa |
bermaterad cukup untuk
PeENgUTUSan permohonan  yang |

Kﬂﬁmlnn rencana kegintan, berupa
U ElAT proses  produksi  yang
mencantumikan jenis bahan baku dan
dilengkapi dengan diagram alir/ Tow

Hekomendan darl instansi pemerintah
terkait, bila dipersvaratkan;

Rekomendani dari instansi pemernntah
terkait, bila dipersyarathan; |

tentang perubahan penyertman dalam

modal perseroan, dalam bentuk

fotokopi risalah Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) / keputusan

sirkular yang ditandatangsni aleh

seluruh pemegang saham dan telah
dicatat / didaftarkan (waarmeriing)
oleh Notaris serta memenuhi
ketentunn pasal 21 dan Bab. V] dalam

UL Nemor 40 Tahun 2007; |

Bukti diri pemegang saham bar,

dalam bentuk :

a) Fotokopi akia pendirian dan
perubahannya dengan pengesahan
dari  Kementerinn  Hukum  dan
HAM, serta rekaman NPWP:

3 [
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| % Pendaftaran Penggabungan PMDN

b] Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(KTF) yang masih beriaku seria
NFWF bagl perorangan wargn

negara Indonesia;

annmknpiplq:ﬂmm.lﬂh
berlalku bagi perorangan warga

negara asing.

d] Fotokopli akta pendirian dan
terjemahannya dalam bahmsn
Indonesin xtay bahasa Inggris bhag
badan hukum asing,;

Penanaman Modal (LKPM) periode
terakhir,

gl Permohonan ditnndatangani oleh
direksi perusahaan  dilengkapi
suratl kuasa bermaterali culup
untuk pengurusan permohonan
vang tdak dilakukan secara
langsung oleh direksi perusabiaan.

Persvaratan ;

Mengsi formulir permochonan dengan

lampiran :

a. Laporan hasil pemeriksasn proyek yang
ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP
(Laporan Hasil Pemeriksaan, khusus bagl

usasha yang memeriukan
fasilitas bea masuk atas mpor barang

dan bahan;

b. Fotokopi abctan pradirian dan
perubahannya;

c. Forokopi pendaftaran PenAnAman
modal [ pendaftaran perluasan

penanaman modal dalam negeri /surat
pu'n'l:ujum penanaman modal dalam
neger SizEn usaho.
d. lzin usaha perluasan yang dimiliki;
e. Fotokopi NPWP,
f Bukt penguasasn/penggunaan tarah

Atas nama perisahaan;

1] Fotokopi sertifikmt Hak Atas Tanah
atau akta jual beli tanah olch PPAT
{Pejabat Pembuat Akta Tanah) atau;

2] Fotokopi perjanjian sewa-menvewn
tanah.

g Buku penguasaan/penggunasn gedung |

/bangunan;

1) anknpl Imn Mendirikan Bangunan

Aatau

2) F'n{ulmpi. akta jual beli/perjanjian

Scwh menyrwa godung/ bangunan.

' 75
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— — —

h Folwkopi persetujuan / pengesahan
Analigis Mengenal Dampak Linglungan
(AMDAL] atau rekaman persetujuan/
pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL} dan Upayn
Pemuantauan Lingkungan (UPL);

. Persymratan lain sebagaimana diatur
dalam peraturan instansi teknis terkoait
dan fatau peraturan daesrah setempat;

). Permohonan ditendatangani di atas
materal cukup aleh direksi perusahaan;

K. Sarat Kuasa bermateral cukup untuk
pengurusan permohonan  yang  tidak
dilakukan msecarn langsung oleh direlsi
perusahann,

I Kesepakatan seluruh pemegang saham
masing-masing perusahaan haik
perusahaan vang meneruskan kegiatan
{surtfinng compan) maupun perusahaan |
yang menggabungkan (merging comparny]
tentang  persetujuan  penggabungan
perusahaan dalam bentuk akta
pernyataan  kKeputusan Rapat Umum
Pemegang Saham yvang memenuhi
ketentuan Bab VI UL Nomor <40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas;

m. Kesepakatan seluruh pemegang saham
perussghaan yaitu perusahaan vang
meneruskan kegiatan [surviving company)
dan perusahaan yang menggabung
(merging company) tentang rencana
pengEabungan perusahaan (merger pian)
dalam bentuk akia merger yang telah
disetujul oleh Menteri Huloum dan HAM;

n, Fotokopl Laporan Kegiaten Penanaman
Modal (LKPM] periode teralkhir bagi
perusahaan yang akan meneruskan
kegiatan usaha (survitving company).

3, lzin Usaha PMDN lzin Usaha Perluasan PMDN.

mu_-

Mengiai formulir  permchonan  dengan |

lampiran : :

a Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) proyek
yang ditandatangani oleh tim pelaksana
LHF, khusus bagi kegiatan usaha yang
memeriukan faslitas bea masuk atas
impar barang dan bahan;

HAM;

¢. Fotokopi pendaftaran penanaman maodal/
pendaltaran perluasan penanaman modal
dalam  negeri/ surat  persefijuan
penanaman modal dalam negeri/ imn
usaha dan/ateu surat  persetujuan

f 7
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perluasan  penanaman modal dalam |

negeri/ n  usaha periuasan  yang |
dirmilibei;

atas nama perusahann; .
1) Fotokopi sertifikat hak atas tanah atau
akta jual beli tanah oleh PPAT, atau;

2) Fotokopi perjanjian sewa-menyewa

tanah;
[ Bukt penguasaan,/ penggunasn gedung/
bangunan;
1} Fotokopi lzin Mendirikan Bangunan
(IMB], atau,

2] Fotokopi akta jual beli/perjanjian;

(AMDAL] atau rekaman persetujuan/
pengesahan dokumen Upayva Pengelolaan
Lingkungan [UKL) dan U'paya
Pemantauan Lingkungan (UPL);

h. Persyaratan lain sebagaimana diatur
dalam peraturan instansi telmis terkoait
dan/ atau peraturan deacrah sctempat;

i, Permohonan ditandatangani di atas
materai cukup oleh direksi perusahaan;

j. Surat kuasa bermaterm cukup untuk
penguruasan permohonan  yang tidak
dilakukan secars langsung oleh direks
perusahaan;

k. Kesepakatan seluruh pemegang saham |

perusahaan yang meneruskan kegiatan
[Sursing company] maupun perusabanm
yang menggahungkan (merging company}
tentang persetujuan petnggabungan
prerusahasan dalam bentuk akta
permyataan  keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham yang memenuhi
ketentuan Bab VI UU Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas;

| Folokopi Laporan Kegintan leumm|
Modal (LKPM] periode terakhir bagi|
perusabaan  yang akan meneruskan
keglatan usaha (surviing company.

. Iz Usaha Perubahan PMDN
PersyRrstan ; '
Mengisi formulir permohonan dengan
lampiran :

n. Fotokopi pendaftaran / pendaftaran
perluasan,

b. Data pendukung yang menjadi dasar dari
perubahan  ketentuan yang dilaporkan
antara lamn kesepakatan pemegang saham
[RUPS), anggaran dasar perusahaan
dalambentuk akta Notaris disertai

r /-
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pengesahan / persetujuan Menteri Huloum |
dan HAM dan lain-lain;

c. Laporan ditandatangani diatas materad
cukup oleh direksi perusahaan.

7. Irin Usaha Penggabungan PMDN
Persyaratan .
Mengisi formulir permchonan dengan |

LHF, khusus bagi kegiatan usaha yang
memerlubkan fasilites bea masuk atas

impor barang dan bahan;

dalam negeri/ ixin prinsip penanaman
modal dalam negeri/ imin prinsip
perluasan penanaman  modal  dalam
negeri/ surat perselujunn PeENANAIMAN
modal dalam negeri/ izin usaha dan/atau
surat persetujuan perluasan penanaman
modal dalam negeri/ imn usaha
periuasan PMDN yang dimilila;

d. Fotokopi NPWP,

e. Bukt penguasaan/ penggunaan tanah
atas nama perusahaan;

1} Fotokopi sertifikmt Hak Atas Tanah
atau akta jual beli tanah oleh PPAT,
mEALL;

2| Fotokopi perjanjian sewa-menyewa
tanah.

[ Buki penguasaan/penggunaan gedung/

nan;

1] Fotokopi lzin Mendiriknn Bangunan
(IMB} awau;

2) Fotokopi akta jusl bell/ perfanjian
sewa menyvewn gedung/ bangunan,

g Fotokopi persetujuan / pengesahan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL] atau rekaman persetujuan/
pengesahan dokumen Upaya
Lingkungan (UKL) dian Upaya
Pemantaunn Lingkungan (UPL);

h. Persyaratan lain sebagaimana diastur
dalam peraturan instansi teknis terkait
dan/atau peraturan daerah setempat;

L Permohonan ditandatangani di  atas
materai culup oleh direksi perusahaan;

). Surat kusss bermaterai cukup untuk
pengurusan permchonan yang tidak
dilakukan secara langsung oleh direksi

perusahaun;

k Kesepakatan seluruh pemegang saham
MASINE-MASING perusahaan bail |
perusahsan yang meneruskan kegiatan |

} i
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Biaya Pelayanan : tidak dilkenakan biayva.

Waktu penvelesaian pelayanan :

Pendaftaran PMDN, Pendaftaran Perluasan
PMDN, Pendaftaran Perubahan PMDN 3 (tiga)
hari kerja sejak tanggal diterimanya
permohonan secarn lengiap dan benar;
. Pendaftaran

[surviving company) maupun perusahaan

yang m [merging company)
tentang penggabungan
perusahaan dalam bentuk akta

pernyataan keputusan Rapar Umum
Pemegang Saham yang memenuhi
ketentuan Bab VI UU Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas;
Kesepnkntan seluruh pemegong saham
perusahaan  ymitu perusahasn  yang |
meneruskan kegintan [surviving company) |
dan perusahaan vang menggabung
(merging company] tentang rencana
penggabungan perusahaan [merger plan)
dalam bentuk akta merger yvang telah
disetujui oleh:

Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM) periode terakhir bagi perusahaan |
yang akan meneruskan kegiatan usaha
(surviving cormprany).

berkas

Usaha PMDN, lzin Usaha Perlunsan PMDN,
lzin Usaha Perubahan PMDN dan Izin Usaha
meuhun.lpln S5 (kma) hari kerja sejak
tanggal diterimanya berkas permohonan

___ secara lengkap dan benar,

- e — - ==
|
|

5. | Sarana, prasaruna,

| dan fatau fasilitas

[ LT

Sural Pendaftaran PMDN '
Surat Pendaftaran Perluasan PMDN |
Surat Pendaftaran Perubahan PMDN

Surat Pendaftaran Penggabungan PMDN

Sumt Izin Usaha PMDN |
Surat lein Usaha Perluasan PMDON I
Surat lzn Usaha Perubahan PMDN '
[zin Usaha Pengpabungan PMDN

Sarana-

a
b
=4

d.

&
f

b,

. Sigtem

|

!
Peranghat komputer: ‘
Alat tulia kantor |
informasi  Manajemen  Perizinan
Terpadu DPMPTSP Kabupaten OKU Selatan:
Blanko,/ formulir izin;
Brosur pengurusan izin;

Loket administrasi perisinan {front officel dan
tim teknis perizinan {back offioe]; .

1 b

e @ —
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1 Memahami peraturan perundang-u VAN
ndangan g

5. Lulus diklat PTSP
6. Mampu mengoperasikan komputer
1

Pengawasan intemal - Dilakukan oleh atasan langsung secam
berjenjang;
il WLt P k 2. Dilaksanakan secara kontinu.
ngAnan 1. Pemohon mencrima lembar saran dan penilaian

pengadusan, saran, dan
masukan

EA Euut

| Penyampaian saran dan masukan:
| 1. Pemohon juga dapat menvampaikan saran dan

| Pelayanan didukung oleh petuges yang berkompeten |

‘2, Lembar saran dan penilaian pelayanan direlap

(TKM) pelayanan DPMPPTSP sast mengambil izin |

yang telah selesat
2. Pemohon mengisi  lembar terssbut dan |
Wepada  petugas toket |

mengembalikannya
pengambilan =n
d. Pemohon yang akan menyampaikan pengaduan
dapat dilakukan dengan datang langsung/melalui
telepon [lisan /tertulis pada lolet pengaduan
jawaban YARg

disampaikan kepada pemohon yang mengajukan
pengaduan secara langsung atau via telepon.

penilainn  pelavanan DPMPPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian vang tersedia
pada meja loket kasir/ pengambilan izin kemudian
memasukkannya ke dalam kotak saran.

dan dibahas manajemen DPMPPTSP
secars berkala setelah 150 lembar saran dan
penilaian pelayanan terkumpul,

3. Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPPTSP
menyusun rencana aksi perbalkan pelavanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan jugns
melalul:

1. Kotak saran

2. 8M3 gate way

A Survey II-I:H llndeh H:epu.l.un H.l.iyu'-lr.-l,b

dengan prinsip pelayanan yang prima.

. Surat lzin/ Surat Keputusan izin dibubuhi tanda
tengan serta cap stempel basah sehingga dijamin

1

/C
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| : 2. Surat lsin/ Surat Keputusan lzin menggunakan
kertas berkop Dinas;

g .4 FPada 8K izin dilenghkapi juga dengan barkode. |

Evaluasi kinerja  Evaluasi kinerjn pelayanan  dilakulan melalui
Pelaksana pengukuran  penerapan 12 komponen  standar |

pelyanan  yang  dilakulan  sekurang-kurangnya
setiap | tahun sekali |




T T R URAIAN
1. | Dasar Hukum |. Perdturan Menteri  Kebudayaan  dan |
| | Pariwisata  PM.49/UM.001/MKP/2009 |
tentang Pedoman Pelestarlan Benda Cagar |
| Budaya dan Situs;

2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun
: 2014 tenwmng Pelaksanaan Pelavanan Tupi.du!
' Satu Pintu Bidang Pariwisatm dan Elkonomi
Kreatil di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pendelegasion Kewenangon Di Bidang
L Perizinan dan Nonperizinan,
4 Persyarntan Pelayanan, |1 lzin Membawa Cagar Budaya Keluar Duerah.
- Wsktu dan Biaya Persvaratan ;
| a. Fotokopi akta pendinan perusahman dan
perubahan hrn.khirﬂ:lﬂlndﬂmuﬁuhpl
mwwmw
' h. NPWF perusshann/perormngan
| ‘ ' F‘nmknplhukuh.kpmgdﬂlmﬁl.ﬂtn—lh

wisatn, dan
d. Fowokopi imn teknis sesual peraturan

perundang-undangan.

| . ¢ IMB awau IPB atau perjanjian penggunaan
| bangunan atau tempal usaha; |
{ SPPL dibuat oleh pemohon dan disetujul
oleh petugas instansi vang berwenang,
sedangkan untuk usaha yvang berada di
dalam kawasan yang telah memillki lzin

Lingkungan, tidak membutuhkan SPPL;
| g Persetyjuan oleh petugas instansl vang
wihhum usaha mikro dan kecil);

h, Imn bngkungan, khusus usaha nu-mnguhf
| dan besar, dikecualikan untuk usaha vang |

| berada di kaewasan vang telah memilild izin
linghkungan

2. lzin Usaha Perfilman.

Persyaratan .

a. Sumat permohonan ditujukan le=pada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
OKU Selatan;

Fotokopi akta pendinan perusahasn;
Fotokopi surat keterangan domisili;
Fotokopi NFWP pemohon,

Referensi bank;

Daftar riwayal hidup pimpinan perusahaan,
Pasfoto ulkkuran 3x4 sebanyak 4 lembar;
Fotolkopi KTP pemohon;

Daftar struktur organisasi.

y
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l 3. Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film.

A, Mﬂuﬂmﬂmm&mm
Dines Penanaman dan Pelayanan
Terpadu Satu F'lntu Kabupaten OKU
Selatan;

b. Mengisi formulir dengan melampirian
sinopsis atau (arory board) dar judul film
atau iklan film vang skan diproduksi

c. Melampirkan keterangan domisili, surat |
pelimpahan hak, surat kontrak, dan
dokumen penunjang latnnya, i

Biaya pelayanan - tidak dikenakan biaya

| Waktu penyelessian pelayanan : 3 (tign] hari |

kerja  sejak  tanggal diterimanya berkas |

secara len dan benar,
3. Sistem, mekanisme, dan | Terlampir

 prosedur :
4. | Produk pelayanan ‘1. Surat lmn Membawa Cagar Budaya Ke Luar
Daerah;
2. Surat Izin [rin Usaha Perfilman;
- e 3. Surai Tarnda Pemberitshuan Pembuatan Film, |
S. | Sarmna, prasarana, 1. Sarana;
dan/atau fasilitas A Perangkat komputer;

b, Alat tubs Kantor

¢. Sistem Informasi Manajemen Perizinan
Terpadu DPMPTSP;

Blanko/ formulir izin;

Brosur pengurusan win,

Papan mformasi prosesdur dan persyaratan
iEim;

Telepon
Website.

2. Prosaruna/fasilitas:
Loket informasi;
Loket administrasi periginan (fromt office)
dan tim teknis perizinan (back office];
Loket pengaduan,
Loket pengambilan ixin;
Laket kasir / bendaharn;
Ruang penyimpanan arsip;
Ruang tunggu;
_h._Halaman parkir
Sarjana Seni, Arsitekiur, Sastra.
D3 Sejarah, Seni,
SMA, SMK.
Memahami peraturan perundang-undangan
vang berlaku.
Lulus dikiat Pelayanan Terpadu ﬂ-l:u Fintu,
Dilekukan oleh lm;lun;
Atasan BECATA
berjenjang.
Dilaksanakan secarn kontinu.
Pemohon menerima lembar saran dan penilatan
pengaduan, saran, dan (IKM) pelayanan DPMPPTSP saat m:rl-.mhili.lin|
masukan ____yang telah selesai.

a /

=0
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6. | Ko/ ipetensi Pelaksana
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Jumlah pelaksana
|
| Jaminan pelavanan

2.

Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugms  loket
Pemohon ﬁnhn menvampaikan pengad
YANg uan
langsung/melalui telepan/lisan mm
lorkoet pengadunn . =

mengajulmn pengaduan secarn Atau
via telepon.

Penyvampaian saran dan masukan

1. Pemohon jugan dapat saran dan

menyampaikan
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja  loket  kamir/pengambilan  izin
kmnudim memasukkannya ke dalam kotak

Lunhuunndnnprmhhnwhymuhﬂnp
dan dibahas dengan manajemen DPMPPTSP
secara berkala setelah 150 lembar saran dl.n
peniluian pelayanan terkumpul

Berdasarkan hasil rekap berkala, DFHPFTEF
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Fengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melnlui:

| T.
b §
3.
4

Kotak saran

SMS gate way
Survey IKM [indeks kepuasan masyarnkat)

5 [lima) orang
Pelayanan  didukung  oleh  petugss  yang |
bericompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.

Jaminan keamanan dan

| keseslamatan pelavanan

§

Surat lein/Surat keputusan isin dibubuhi tanda

tangan serta stempel basah, wsehingge
dqnminlmnﬂmm.

2. Surat win/surat keputusan izin menggunakan

kertas berkop Dinas,

3. Padn SK ftin dilenghapi juga dengan nomor seri

blangko dan barkode.

Evaluasi kinea pelayanan dilakukan melalui |
pengukuran penerapan 12 komponen  standar

pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya
setiap | mhun sekals.

- —_—




lein Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan,

[NO. |  KOMPONEN | URAIAN
1. | Dasar Hualkum |, Undang-Undang Nomor 43 Tshun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran MNegara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
| ;I.Lk::mu Uudmpirldln] Nomor 43 Tahun EE
Kearsipan ([Lembaran Negara Repu
‘ | Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
| 12 ;ﬁ: ten Tata Kearsipan um
IANg di
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
' 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyvusunan
. _ ' Pedoman Retensi Arsip; i
‘ . 5. Peraturan Kepala Arsip Namional Republik Indonesia

Nomor 22 Tahun .‘I‘I:IIE tentang Tata Carm Penetspan

Jadwal Retensi
| 6. Peraturmn Kepala Mip Naswonal Republik Indonesia
' Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kearsipan,
7. Peraturan Kepala Arsip Nasiona! Republik Indonesia
Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan arsip
- Penggaliungun atau Pembubaran Lembaga atau

I PYCARMAN Cay

8. Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pendelogasian Kewenangan di Bidang

| . Perizinan dan Nonperizinan.
2. | Persyaratan ' 1. lzin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup yang
| Pelavanan dinimpan di Lembaga Kearsipan

| A Sumat permohonan ditujukan kepada Kepala
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan:

. h- Fotokopi KTP pemohon;

' Surat persetujuan dar instanm yang berwenang.

Ein.}'lFHi;rlnm tdak ada buva

Waktu penyelesaian pelayanan : 5 (lima) hari kerja setelah

-+ == = | ‘m"l":_l_'.'_.1!'51_"!!:“3l~ E
3 Sintem, Terlampir.
| mekanisme, dan
| projedur =

4. | Produk pelayanan | lsin penggunaan arsip yang bersilat tertutup yang
,dmmpnndiLmh#l_E_nrﬂp.n_

- SBistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu
DPFMPPTSP;
d. Blanko/formulir txin; |
¢. Brosur pengurusan izn
L. Papan informasi prosedur dan persvaratan izin;
g Telepon
h. Website

} /f
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2. Prasarana ffasilitas:

n. Lokt informani,

b. Loket administrasi perizinan (front office) dan ttm
teknis perizinan {back office};

4. Memahami peraturan perundang-undangan yang
beriaku;

5. Lulus diklat PTSP,

fi. Mampu mengoperasikan komputer.

e —— - —— =

& Fengawasan I. Dilakukan oleh atasan langsung secura berjenjang,
intermal 2. Dilaksanakan secara kontinu

' 8. | Penanganan i. Pemohon menerima lembar saran dan penilaian (IKM)|

' | pengaduan, saran, pelayanan DPMPPFTSP saat mengambil izin yang telah
dan masukan selesai

2. Pemohon mengis lembar tersebut dan
Epmhﬂlurmn kepada petugas loket pengnmbilan

3. Pemohon yvang akan menyampaikan pengaduan dapat
dilakukan dengan datang lsngsung/ melalui
telepon /Hsan /tertulls pada lolet pengaduan.

4 Sural jawaban pengaduan yang telah ditandatangani

. oleh Kepala DPMPPTSP akan disampaikan kepada

pemohon  yang mengajukan pengadumn secars

Iengsung atau via telepon.

Penyampaian saran dan masukan:

1. Pemchon juga dapat menyampaikan saran dan

penilaian  pelayanan DPMPPTSP sewaktu-waktu

dengan mengisi lembar penflalan yang tersedin pada

mejn  loket  kasir/ pengambilan  izin  Remudian

g MMWW

. BALIRN penilaian pelsyanan direkap dan

' dibnhas dengan manajemen DPMPPTSP secara
berkala setelah 150 lembar saran dan penilaian
pelayanan terkumpiil. '

3. Berdasarkan hasil rekap berkmla, DPMPPTSP
menyusun rencana aks: perbaikan pelayanan

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga melalui:

|. Kotak saran

2. SMB gate uay

3. Burvey IKM (indeks kepuasan masvarnkat|
-mad (inaspmpdtep ol sEgmail com)

. | 4. _E-mail

| 9. Iduml.lhpellltum l.‘!l-ﬂimbmn;

10. | Jaminan pelayanan  Pelayanan didukung oleh prtugas yang berkompeten

| V|  dengan prinsip pelayanan yang prima.

{1 [ Jaminan keamanan | 1, Surat lsin/Surat Keputusan lzin dibubuhi tanda
dan  kesclamatan  tangan serta cap stempel basah, sehinggs dijamin

! pelayanan keasliannya,

} £







fain Usaha Perikanan (IUP);
Izin Penangkapan lkan,

lzin Pelepasan [kan;

Relkomendasi lzin Pemasulan (kan dan Luar Negeri dan Pengelusmn lan Hidup
dan Wilsyah Republik Indonesia;

Rekomendasi lgin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan lkan Lintas
Daerah Provinsi dan atau menggunakan tenaga Kerja Asing;

Rekomendasi lxin Penerbitan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke
dala n wilayah Republik Indonesia;

Relo mendasi lxin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Haafl Perilanan Lintas
Daet th Provins! dan Lintas -

Tanon Daftar Bagi Pembudidavaan lkan Kecil;

Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasdl Perikanan,

KOMPONEN

——— e —_—

LRAIAN

Dasar Hukum

2.

3,

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

. Permturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

. Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 26 Tahun 2018 |

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 lentang

Karantina lkan;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang

Usitha Perikanan;

E?thnm Mentert Kelautnn dan Perikanan Nomor PER
/2008 Tehun 2008 tentang Persyaratan

Pemasukan Media Media Berupa [kan Hidup;

PER49/MEN/2011 Tahun 32011 Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Namor

PER.14/MEN/2011 tentang Usahn Perikanan Tangkap: |

. Peraturan Menteri Kelautan Duan Perikanan Nomor

49 /Permen-KP/2014 tentang Usaha Pembudidavaan
Than;

I/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang
Pendrelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di
Hidang Pembudidayaan [kan Dalam Rangka
Pelaksanaan Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kepada

tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan
dan Nonperiznan.

1.

Izin Usaha Perkanan (UM
Perayaratan :

rencana usaha perikanan tangimp terpadu, bagi
orang atau badan hukum Indonesia;

¢ Fotokopt akia pendirian/ perubahan perusahasn
berbadan hukum/ koperasi yang telah disahkan;

d. Fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggung jawab
perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang

berwenang.
e. Fotokopd Izin Penggunaan Pemanfaatan
untuk usaha dengan luas lebih dari 25 Hektar;
{. Fotokopd SIUP dan TDP;
% penanggu jlwlhpuruﬂh:f: . o g
schanyak 2 (d
hmh-.ru.'t':rln-t:{-; pren
h. Surat keterangan domisili usaha;

} /-



———— e

| I Permyaiaan kesanggupan menangani  dampak

perundang-undangan bermaterai 6.000;

k. Fotokopl STTS PBB;

L Fotokopi terdafiar sebagal perusahaan pemberi kerja
dan bulkt lunas BPJS Keschatan bagi badan usaha
berbadan huloam;

m. Kesediann memifasilitasi Tim ke Lapangan [apabila
dibutuhlan),

2. lmn Penangkapan [kan
Persyaratan

| & Surat permohonan diatas materai 6.000 ditujukan
: kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
| ;:'I.lu,nw Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU
b. Folokopl KTP perorangan / perusahaan;
c. Akta pendirian perusahaan;
d. Fotokopi SIUP,
e. Fotokopi NPFWP perorangnn / perusahaan;
f. Fotokopl Surat Ukur Kapal;
| § Fotokopi Surat Pendaftaran Kapal (Grand Motor|;
| h. Rekomendasi hasil cek fisilk kapal:
. i Permohonan mngkap 2 (dua) palmi map merck
snefhekter plastik tronsparan.

4. lzin Pelepasan lkan
Prrsyaratan :
a. Sumat permohonan diatas materad Rp. 6.000.-
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU

Fotokopi EEUF'{lln'lTlPhl.mh-:lm Unaha,
Fomkopl NFWP perorangsn / perussahaan;
Daftar jenis ikan yang akan di lepas;
Rekomendasl dari Dinas Peternalonn /Perikanan

m =5 an o

4. Pmﬁtimmmﬂ'nﬂl [::lmn;::mnuktn Ikan dari Luar Negeri dan |

grluaran Hidup dard W hilik

: P ilayah Repu

Persvaratan ©

a. Surmt permohonan distas materai 6000 ditujukan
kepada Kepals Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKLU
Selntan;

b. Fotokopi SIUP; .

c. Rekomendasi pemasukan ikan hidup dari Dinas di
Bidang Penkanan;

d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP;

¢. Nama jenis ikan;

I Jumlah pasokan (kan;

g Ukuran dan Asal [kan;

k. Bandara pemasukan;

i Maksud dan tujuan pemasukan.




|5 Rekomendasi lzin Usaha Perikanan (IUP) di bidang
pembudidayaan [kan Lintas Daerak Provinsl dan atau

menggunakan tenaga kerja asing
Persyaratan .

M,

b

C
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Surat permohonan diatas maternd 6,000 ditujukan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU
Selatan;

Hencana usaha,

Fotokopi KTP penanggung jawab korporasi; |

d. Fotokopi NFWP korporasi; |

h.

J_,.
§i

Rekomendasi lzin Penerbitan hn:llpm'lhu.u.nknummd!
dan nonkonsumai ke dalam Wilayah Republik Indonesia |

B

@ ~aan

Rekomendasi lzin Usaha Pemasaran dan Pengolahan
Hasil Perilanan Lintas Daersh Provinsi dan Lintas

s = T - En T

Surat keterangan domisili usaha;
Fotokopt akta pendinan korporasi, dengan
menunjukkan aslinva; .
Fotokopi trin lokas,

Fotokopi izin lingkungan;

Pasfoto ukuran 4xf dan specimen tanda tangan;
Surmt pernyataan  bermaterad  cukup dan
penanggung jawab korporasi vang menyatakan
kebenaran data dan informasi yang disampaikan,

Surat permohonan diatas materal 6.000 ditujukan |
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan |
Pelayanan Terpadu Satu Pinty Kabupaten OKU |
Sclatan;

Akta pendirian badan usaha dan KTP pmmmu::gl
jawab, .
NPWP badan usaha,/ perorangan; '
Surat keterangan domisii usaha;

Surat {jin usaha perdagangan (SIUP);

Surat Keterangan kegiatan usaha yang
dilaksanakan;

Surat keterangan sarana, prasarana yang dimiliki;
Surat  keterangan melakukan proses produksi
Surat kuasa bermaterai 6.000 (bila dikuasakan].

Fotokopi KTP;

Forokopi SIUP,

Fotolkopi TDP-

Rencana usaha;

Fotokopi NPWP;

Sketea lokasi;

Surnt keterangan dari Desa/Lurah/Camat;

r:n ingkungan (AMDAL/ UHLUFL,FEEIE’H
Fotokopi IMB,

Rekomendasi danri Dinas Kelautan dan Perikanan
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13. mm‘ﬁﬁm&mmm

9. Tanda Daftar Usaha Pengolahan hasil Perikanan

| Waktu penyelessian pelayanan - 3 (tiga) hari kerja setelah

a Surat permohonan diatas materni 6.000 ditujukan
kepada Kepala Dinas Pensnaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Batu Pintu Kabupaten OKU
Selatan,

b. Fotokopi KTP;

c. Fotokopi NPWP;

d. Surat Keterangan Domisili Usaha;

e. [jin Usaha Perikanan ([UP).

Persyaratan ;
& Suml psrmohonan diatas maternd 6.000 ditujukan

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU

b. Rencana usaha pengolahan ikan;

c. Fowkopi KTP penanggung jawab;

d. Fotokopi NPWP,

& Surat keterangan domis:li usaha:

I ljin Usths Perdangan (IUP),
Biaya Pelayanan: tidak ada bhiava

berkas lengkap,.

mekanisme, dan
prosedur

Terlampir.

Produk pelayanan

URran U Wilayah Republilc
Indonesina; '

5. Rekomendasi lzin Usaha Perikanan (IUP) di bidang
pembudidayaan [kan Lintas Daerah Provinsi dan atsy
menggunakan tenaga Kerja Asing:

6. Rekomendasi lzin Penerbitan hasil perikanan konsumsi
dan nonkonsums: ke dalam wilavah Republik Indonesia;

7. Rekomendasi Ixin Usaha Pemasamn dan
Hasil Perikanan Lintas Daerah Provinsl dan Lintas

B. Tanda Daftar Pembudidayaan lkan Kecil;

B.Mwmwmmm-

[ =

]
]
1
|

Prasarana
dan /atau fasilitas

1, Sarana:
A Perangkal komputer;
1. Alat tulis kantor;
c. Sistem Informasi Manajemnen Perizinan  Terpadu
DPMPPTSP Kabupaten OKU Selatan;
d. Blanko /formulir ixn;
e. Brosur pengurusan izin;
f. Papan informasi prosedur dan persynratan izin;
g Telepon
h. Website dan Email,
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2. Prasarana/fasilitas
a, Loket informasi;
b.Loket sdministrasi p:rtlinln (front office) dan tim

T e

Kompetensi
| Pelak=ana

o Ll W]

Sanana Furihnl.n Peternakan, Sarjana 'Iumpuur
D3 Akuntansi, Perpajakan

SMA, SME.

Memahamt peraturan  perundang-undangan ﬂn;l
beriabou.

Lulus diklat FTSP,

Mampu mengoperasikan

N =l e

komputer.
Milakukan oleh atassn langsung secarn berjenjang.
Dilaksanakan secara kontinu.

| Jumiah pelaksana

‘'a. Pemohon menerima lembar saran dan penilaian (IKM)

e Pemohan yvang akan menyampaikan pengaduan dapsat

'Pmyimpl.il.n-nndlnml.luknn:

pﬁqymnnﬂlmmt mengambil ixin yang telah

b. Pumnhun mengisi lembar terscbut dan

mengembalikannya kepada petugas loket pengambilan
ixin.

dilakukan dengan datang langsung/ — melalui
telepon /Hsan /tertubia pada loket pengadunn,

d Surat jawaban pengaduan yang telah ditandatangan
oleh Kepala DPMPPTSP akan disampaikan kepada
pemohon yang mengajukan pengaduan secars langsung
atau via

a. Pemohon juga dapat menyampaikan samn dan
pelayanan DPMPPTSP sewaktu-waktu dengan

penilaian

mengisi lembar penilaian yang tersedin pada meja loket
kasir/ pengambilan lzin kemudian memasukkannyva ke
dalam kotak saran.

b. Lembar saran dan penilsian pelavanan direkap dan |
dibahas dengan manajemen DPMPPTSP secarn berkala
setelah 150 lembar saran dan penilaian pelayanan
terkumpul

c. Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPPTSP menyusun
rencana aksl perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga melalui:

|, Kotak saran

2. SMS gate way

3 Eumyiﬂuimdﬁhpunmmlmm
"“ E-mail (dinaspm

|m. :Jnminlnp!h}'lulnll’l:hﬂm didukung oleh petugas yang berkompeten

_dengan prinsip pelayanan yang prima.

.

Jaminan keamanan 1. Surat I=n/ Surat I&puruun Izin dibubuhi tanda

dan  keselamatan
pelavanan

tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin
Keasliannya

* £
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2. Surat lsin/ Surat Keputusan lzin menggunakan kertas |

berkop Dinas.
3 Pada surat keterangan izin dilengkapl jugs dengan
__ barkode Vsl
12, | Evaluas kiners Evaluasi lanena pelayanan dilakukan melalui pengukurian
Prlnksans penerapan 12 komponen standar pelavanan vang

dilakukan sekurang-kurangnya setiap | tahun sekal.
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1.

Daya tarik wisata,
Kawasan pariwisata,
Jama tranaportasi wisata,
Jasa maknnan dan minuman;
Penyediaan akomodasi,
Penvelenggaraan kegiatan hnburan dan rekreasi;
Penyelenggarasn pertemuan, perjalanan insentif, konferensi,

Jasa informasi parwisats;
Jasa konsultan pariwisata;

Jass pariwisata;

Wisata tirta,
Spa

~ KOMPONEN |

Dasar Hukum

: Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia

KNomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran
Usaha Pariwisata;

3 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia |

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  secars
Elektronik;

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Penvelenggaraan Usaha Kepariwisataan; ,

. Peraturan Bupad OKU Selatan Nomor 26 Tahun

018 tentang Pendelegasian Kewenangan [
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Persvaratan Pelayanan

. TDUP Daya Tank Wisata

Persvaratan

a. Permohonan dintas materal 6,000 ditujulesn |
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten
OKU Selatan;

b. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan |

perubahan terakhir (bila ada) atau forokopd

KTP bagi pengusaha perorangan;

NPWP Perusahaan /Perorangan;

Fotokopi bukti hak pengelolasan daya tarik |

wisata;

e. Sumat pormyataan pemilik / pimpinan
perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik |
Schat paling lama 3 bulan sejak TDUP
ﬁilrrtﬂtkmmunmk usaha pemandian air
panas vang memilili restoran/rumah |
malcan / kafe, |

[ Surat pernyatann pemilik/ pimpinan
perusahaan  untuk mengurus sertifilost/
rekomendasi loualitas air paling lama 3 bulan
sgjak TDUP diterbitkan, untuk usaha
pemandian air panas alami yang tidak
memiliki restoran /rumah makan /kafe, dan

g. Fotokopi dokumen teknis sesusi p!rlmnnl
perundang-undangan:

1) lzin Lokasi;

} /<

an
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2/IMB  atau  Fepanjian Penggunasn

| Bangunan atau Tempat Usaha;
3) SPPL, dibuat oleh pemohon dan diu-mju1|
oleh petugas instansi yang berwenang.
I sedanglan untuk usaha yang berada di
dalam kawasan vang telah memiliki izin
lingkungan, tdak membutuhkan |
| persetujuan oleh petugas instansi YANE
berwenang (khusus usahs milkeo d.-.n|

| kecil); dan

4) lzin lingkungan, khusus usaha menengah |
dan besar, dikecualikan untuk usaha Vang |
berada di kawssan yang telah memiliki igin |
lingkungan '

1. TDUP Kawasan Pariwisata
| Permyaratan
a. Permohonan diatas materai 6000 ditujukan |
kepade Kepala Dinas Penanaman Modal dan |

_' Pelayanan Terpadu Satu Pinty F.nhupn.tm!

OKU Selatan;

j b, Fotokopi akte pendirian perusshasn dan |

perubshan terakhir (bila ada) atay ﬁ:ltultnpi|
KTP bagl pengusaha 1

[ HH‘-’PanHhu.r..-'F'rrmmpm

d. Fotokopi bukti hak atas tanah; |

€. Fotokopi bukti hak pengelolaan dari kawassn

panwisata, dan
[ Fotokopi izin teknis sesual  peraturan
( perundang- undangan: '
1) I=min loknsi

2} IMB atau EF'B Aftau penjanjian penggunaan |
DANGUARAN  Alau tempat usaha;

| 3] SPPL dibuat aleh pemohon dan disetujui

oleh petugsas instansi ¥ARNg berwenang,
sedangioan untuk usahm yang beradas di
dalam kawasan yang telah memilild iz
lingkungan, ticdmde membutuhkan
persetujuan oleh petugas instansi yang |
berwenang (khusus usaha mikro dan |
kecil), dan

4] Izin linghungan, khusus usaha menengah
dan besar, dikecualikan untuk usaha |
yang bernda di kawasan yang telah |
memiliki izin lingkungan,

2. TDUP Jasa Transportasi Wisata |

i Permohonan diatas materai 6,000 ditujukan
kepadn Kepala Dinas Penanaman Modal danl
Pelayanan Terpadu Satu PFinty Kabupaten
OKU Selatan:

b. Fotokopi KTP penanggung fawah,/ pribadi;

c. Fotokopi akts pendirian/ P!ﬂﬂhlml'l.l
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e. Fotokopl izin teknis sesual dengan peraturan
perundang-undangan;

3 EFH..dihutuhhpumhnnhndhuqu-
oleh petugas instansl yang hlnumun;.r
sedangkan untuk usaha yang berada di |
dalam kawasan vang tclah memiliki izin |
lingkungan, tidak membutuhkan

-I-ll:lnﬂnmkhululunhlmmph
dan besar, dikecualikan untuk usaha
yang berada < kawasan yang telah

atay kereta apl, scria daya mlhn :|ﬁl11|gI
tersedia;

B 5wmmmmmm
bagi pemohon vang pengurusan iEmnnyve
melalul jasa pihak lain; ]

h. Paspoto ukuran 3+4 sebanyak 3 lembar;

l. Map kertas warna biru.

3. TDUP Jasa Makanan dan Minuman

Persyaratan :

. Permohonan diatas materal 6.000 ditujukan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelaynnan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
OKU Selatan;

Fotokopi KTP penanggung jawab/ pribadi;
Fotokopi akia  pendirian/  perubahan
perusahaan yang (elah disahkan yang
mencantumkan usaha pariwisata;

d. Fotokopi NFWP pribadi/ badan usaha;

e, Ketermngnn tertulis  mengenal  perkirnan

kapasitas jasa makanan dan minuman yang
dinvatakan dalam jumiah korsi untuk

reatoran, rumak riddkan, bar/ rumah |
minum/kKafe, dan pusat makanan,;

f. Surat kuasa dan fotokopi KTP penerima
kuass bagi pemohon yang pengurusan
minnya melalui jasa pihak lain;

g Paspolo ukuran 3=4 sebanyak 3 (tiga) lembar;

h. Map merek buffalo warna biru

4. TOUP Penyediaan Akomodasi

ne

Persvaratsn :

. Permohonan diates materad 6.000 ditujukan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
OKU Selatan;

b. Fotokopi KTP penanggung jawab/ pengurus
perusahaan

} [



4

C

Fotokopi akts  pendinan/ ,pzmhnhnn
perusahaan yang telah disahkan
mencantumban Usaha Panwisata,
KEeterangan  tertulis  mengenal pm‘hmn
kapasitas penyediamn akomodasi yang
dinyatakan dalam jumiah kamar;

Fasilitas yang tersedia. |
Untuk hotel harus berbadan hukum PT;
Surat pemyatann pemilik /pimpinan

perusahaan untuk mengurus sertifikat hﬂ:|
sehat paling lama 3 bulan sejak TDUP
diterbitkan untuk usaha hotel vang memilild
restoran frumah makan [kafe,

. Surat pernyvataan pemilik/ pimpinan
perusabaan

untuk mengurus
sertifikat/rekomendasi  lualitas  air  paling
lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk
usaha hotel VANE tidak memiliki
restoran /rumah makan [ kafe;

Fotokopl izin teknis sedual dengan peraturan

perundang-undangan;

1) Isin bokasi;

2] IMB  atau perjanjian pPENERZUNAAn
bangunan atau tempat usaha;

J| 8PPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui
oleh petugss instanal yang berwenang,
sedangkan untuk usaha vang berada di
dalam kawasan yang telah memilikd t=in
lln;h:.m.pn. tidak membutuhkan |
persetujuan oleh petugas instansi ]rlngl
berwenang (khusus usaha mikro dan
kecil) dan

4] lzin lingkungan, khusus usaha menengah
dan besar, dikecualikan untuk usaha yang
berada df kawasan vang telab memilikd izin
Hrghkungan.

Kuasa bagi pemohon wyang pengurusan
izinnys melalui jasa pihak lain;

. Surat kuasa dan fotokopi H:"I‘Fpmnmm‘

1. Paspoto ukuran 354 sebanvak 3 lembar:

]

Map merek buffalo warna biru.

5. TDUP Penyelenggaraan Kegintan Hiburan dan |

Rekreasi

Peravaratan
a. Permohonan diatas materni Rp. 6,000

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
{-ir:ibul:-tm OKU Selatan;

okopi KTP penanggung jawab/ pengurus |
perusahann; '
Fotokopi  akta  pendifian/  perubshan
perusahaan  yang telah disahkan yang
mencantumian usahs pariwisata
imﬂw kegintan hiburan dan |

d Fntnkqﬂl'l?ﬂl"l"
e. Fotokopi bukti hak atas tanah; dan

: /




. Fotokopi izin teknis sesuai dengan
perundang-undangan; i
H :dhahhi.'

bangunan atau tempat usaha;

3] Surat permyatasn pengoiolaan lingkungan,
dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh
petugas  instansi yvang  berwenang,
sedangkan untuk usaha vang berada di
dalam kawasun yang lelah memiliki izin
lingkungan, tidak membutuhlan
persetujuan oleh petugas instansi yang |

(khusus wusaha mikro dan |

keeil); dan

4) Izin bnghungan, khusus usaha menengah
dan beaar, ﬂmmm]ﬂununmtuuhlm[
hﬂlﬂl:ﬁhﬁlﬁmmtﬂhmﬂiﬁm
lingkungan.

g Surat kunsa dan fotokopl KTP penerima kuasa
bagi pemohon vang pengurusan izinnoya
melalui jasa pihak lain;

h. Paspoto ukuran 3=4 sebanvak 3 lembar;

i. Map merek buffalo warna biru.

6. TOUP Penvelenggaraan Pertemuan, Perjalanan
Insentif, Konferens:

mm
a. Fotokopi KTP penanggung jawab/ pengurus |
perusahaan,

b. Fotokopi akia pendirian/ perubshan
perusahaan teiah disahkan vang
mencantumkan usaha pariwisata [usaha

I parfwisata);

e. Fotokopi NPWP pribadi / badan usaha;

d. Fotokopi imn telnis sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

1) lzin lokasi,

2} IMB atau IPB alau perjanjian penggunaan
bangunan atau tempat usaha:

3] SPPL dibuat oleh pemohon dan disetujui |
olech petugas instansi yang berwenang,
sedangkan untuk usaha vang berada di
dalam kawasan yang telah memiliki izin
lingkungan, tikak membutuhkan
persctujuan oleh petugas instanal yang
berwenang (khusus usaha mikro dm.
kecil); dan

4| lzin lingkungan. Euummhnmmph
dan besar, dikecualilen untuk usaha
vang bermda di kawasan yang telah
memiliki izin lingkungan.

r. Surat kuasa dan fowkopi KTP penerima
kunsa bagi pemohon yang pengurusan
| izinnva melalul jasa pihak lain,
I Pasfoto ukuran 3=4 sebanvak 3 lembar;
g Map merek bulfalo warna biry.
ey

t i
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7. TDUP Jasa Informasi Pariwizata

a. Fotokopi KTP jawab/
- pelAngEUng pengu
b. Fotokopi illJlr-‘Il pendirian hnl:r::

c. Fotokopi NPFWP pribadi / badan usaha;
d. Fotokopi izin teknis sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
1) lzin lokasd;
2} IMB atau IPB atau perjanfian penggunaan
bangunan atau lempat usaha;
3] SPPL dibuat oleh pemohon dan disstujui
oleh petugas instansi yang h:rm'enlng.‘
| sedangkan untuk usaha yang berada di
dalam kswasan yvang telah memiliki =n
Engkungan, tidak miembutuhkian
- persetujuan olch petugas instansi yang
berwenang (khusus usaha mikro dan
kecil); dan

4 l=in lingﬂuupn khusus usaha menengah
dan besar, dikecualikan untuk usaha vang
Mﬂhwmnym,llﬂhmuﬁﬂhhln

linglungan.

e. Surat kuasa dan fotokopi KTP penerima |
kunsa bagi pemohon yang  pengurusan |
izinnya melalui jasa pihak lain;

. Pasfoto ukuran 3«4 sebanyak 3 lembar;

g Map merek buffalo warna biru.

B TDUP Jasa Konsultan Pariwisata
Persvaratan :

a. Folockopl KTP penanggung jawab,/ pengurus
perusahaan;

h. Fotokopi akta pendiran/ peruh‘hln
perusahann vang telah  disahkan
mencantumkan usaha panwisata luui:u }un
konsultan pariwisata),

¢ Fowkopi akts pendirian/ perubahan

perusahaan Jmn:lh. telaly  disahkan yang

mencantumkan u pariwisata (usaha
komsultan pariwisata); oy

Fotokopi NFWP pribadi / badan usaha;

Fotokopl izin teknis sesual dengan peraturan |

perundang-undangan,

1] I=n lokasi,

2] IMB atau [PH atau perjanjian penggunaan |

bangunan atau tempat usaha; .

3} SPPL dibuat oleh pemohon dan dm:ju: .

oleh petugas instansi

L =S




10. TOUP Jasa Partwisats
Persvaratan ;
a Fntn&np[ In'F penanggung jawab/ pengurus
b Fmim;i akta pmdirhn_.‘ perubahan
perusshasn

g Pasfoto ukuran 3-4||hlnrll:3hmhlr
h. Map merek buffalo warna biru.

b,

Yang disashkan yang
mencantumkan Uﬂhl Pariwisata (Usaha
Jasa Konsultan Pariwisata);

c. Fotokopi NPWP Pribadi / Badan Usaha,
d. Fotokopi  lzmin  Teknis Sesuni dengan

Peraturan Perund undangan;

1} Izin Lokeasi; s

d) IMB atau Pergjanjian Penggunaan
Bangunan atau Tempat Usaha;

3] SPPL dibuat oleh pemohon dan disetufui
oleh petugas instansi yang berwenang,
sedanghkan untuk usaha yang berada i
dalam kawasan yang telah memilild lzin
Lingkungan, nl:hm membutuhkan
persclujuan petugas instansd yang
berwenang [khusus usaha mikro dan
kecil); dan

4) lmin  Lingkungan, khusus usaha
menengah dan besar, dikecualikan
untuk usaha yang berada di kawasan
yang telah memilild loin Lingkungan.

e. Surat kunsé dan Fotokopt KTP penerima

kuasm bagi pemohon yang pengurusan
imnnya melalui jasa pthak lain;

[. Pasfoto ukuran 3«d4sebanyak 3 lembar,
g Map merek buffalo warna biru.

11. TDUP Wisata Tirta

Fotokopi KTP Penanggung Jawab/ leurull
Perusahaan:

Fotokopi akma  pendirian/  perubahan
perusshaan vang telah disahkan yang
mencantumkan Ullhl Flrhrﬁuu (Usaha
Jasa Konsultan

Fotokopi NPWP Pribadi / Badan Usaha:

. Fotokopi lzin Telnis Sesual dengan Peraturan

Perundang-undangan;

1) Imin Lokasi;

4] IMB atau IFB atau Perjanjan Penggunaan
Bangunan atau Tempat Usaha:

31 SPPL dibuat olch pemohon dan dﬂ:tu;ml
w@.ﬂ:ﬂ

}

/ﬁ.
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sedangkan untuk usaha yang berada di
dalam kawasan yvang telah memilild lzin

Lingkungan, tidak membutuhlan |

persetujuan oleh petugas instansi vang
mllEhUMIumnnLhndm

-l]hh:Lln;l:unpn khusus usaha menengah
dan besar, dikecualikan untuk usaha vang
berada di kawasan yang telah memilikd Lein

kuasa bagi pemohon wang pengurusan
izinnya melalul jusa pthak lain;

[ Pasfoto ukuran 3=4 sebanyak 3 lembar;
g Map merek buffalo warna hiru.

12, TDUP Wisata Tirta

" an

konsultan pariwisata),
NPWP pribadi / badan usaha:

Fatokopi
. Fotokopi bukti hak atas tanah;

Sural permyatann pemilik/ pimpinan
perusahaan untuk mengurus

sertifiknt /rekomendasi  kualitas air  paling |

lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan;

Surat PeErTIVATAMD Pemilik / Pimpinan
Perusahaan untuk 5 Rekomendasi
penggunaan alat keschatan dar instansi
terkait (bila menggunakanj, paling lama 3
bulan sejak TDUP diterbitkan;

Surat pernyataan pemilik / pimpiran
perusahaan untuk mengurus STPT bagl
terapis spa dari instans terkait, paling lama 3
bulan sejnk TDUP diterbitkan;

Fotokopi izin teknis sesual dengan peraturan |

perundang-undangan;
1} lzin lokasi,

Linghungan.
e. Surmt kumsa dan Fotokopi KTP ;:l-u:l:rrimul

2] TMB atau IPB atau perjanjian penggunaan

bangunan atau tempat usaha;

3) SPPL dibuat oleh pemohon dan disetujui
oleh petugas instanal yang berwenang,
sedangkan untuk ussha vang berada di
dalam kawasan vang telah memiliki izin
lingkungan, ticak membutuhkan
persetujuan oleh petugas instans! yvang
berwenang [(khusus usaha mikro dan

1) , khusus usaha
dan besar, dikecualikan untuk usaha vang
berada di kawasan yang telah memiliki izin

lingkungan.
Sural kuass dan fowokopd KTP penerima
kuasa bagi pemohon yang pengurusan ignnya

}

/r‘.
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| melalui jasa pthak lain;
|- Pasfoto ukuran 3%4 sebanyak 3 lembar:
k  Map merek buffale warna biru.
Hiaya Pelayanan - Tidak dikenakan bisya
Waktu penyelesaian pelsyanan : Eﬂﬂﬂi.ll'l-lrlhl.'l]l
sctelah diterima berkas permohonan lengikap dan

'3, | Sistem, mekanisme, dan
| | prosedur L
| 4 Produk pelayanan N
‘ i

5. | Sarana, prasarana,

| danfatau fasilitas

5

|. TDUP Dayn Tarik Wisata; |
4. TDUF Kawesan Partwisata;
3. TDUP Jasa Transportasi Wisata:
4. TDUP Jasa Makanan dan Minuman;
6. TOUP Penysienggscasn Kogiates |
Penyelenggaraan Hiburan
Rekreas:; o
7. TOUF Penyelenggaraan Perternuan, Perjalanan
Insentif, Konferensi; i
B. TDUP Jasa Informas! Pariwisata.
9. TDUP Jasa Konsultan Pariwisata:
10.TDUP Jasa Parwisata.
11. TDUP Wisata Tirta,
12.TDUPSPA,
|. Sarana: ok
a. Perangkat komputer;
b, Alat tulis kantor; |
¢ Sistem  Informasi Manajemen Perizinan |
Terpadu DPMPPTSP Kabupaten OKU Selatan
d. Blanko/formulir izin:
e. Brosur pengurusan isin;
[ w informasi prosedur dan persyaratan
g Telepon
b, Wehsite dan Ermal

|2. Prasarana/fasilitas:

| a Loket informani;

b. Loket administrasi perizinan (front office} dan
um teknis perizinan | back office) .

Loket pengaduan;

Loket pengambilan izn;

Loket kasir/bendahara,

i‘unnl penyimpanan arsip;

Ruang tunggu,
Halaman parkir.

TN A an

| i ¥ &ummmnrh Sarjana tnformatika,

herjenjang.
(4. Dilaksanakan secarm kontiny

4. D3 taan, Diploma Perhotelan

3. SMA, SMK_ |

4. Memahami peraturan '
| perundang-undangan

3. Lulus diklat PTSP

_6. Mampu mengoperasikan komputer,
|1, Dilakukan oleh atasan langsung secara |

F a
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I nmmmmrmtwﬁlhn

120
Pemohon menerima lembar saran dan penilaian

vang telah selesai.
Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas loket
pengambilan izin:

Pemohon yang akan menyampalkan pengad
dapat dilakukan dengan datang ll.nptnun:,.l'"
melabul tnhpmfh.nfhﬂuﬂu pada  Joket
pengaduan:
Surat  jawaban pengaduan yang telah
i oleh Kepala DPMPTSP akan
| dlimarn pai kan kepada pemohon VRNE
mengajukan pengaduan secara langsung atau
| wis telepan.

I::nynmp-hnjmdmmlmkm:

- Pemochon juge dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelayvanan DPFMPPTSP sewaktu-walktu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/ pengambilan (zin
kemudian memasukkannya ke dalam kotak

sATAn
2. Lembar saran dan penilnian pelayanan direkap
dan dibahas dengan DPMPPTSP
secara berkala setelah 150 lembar saran dan
' penilaian pelavanan terkumpul
3. Berdasarkan hasil rekap berkaln, DPMPPTSP
menyusun rencana aksi perbalkan pelayanan.

Fengaduan dan Saran dapat disampaikan jugs
melalui:

1. Kotak saran ‘

2. BMS gale way
3. 8u IKM (Indek
by rvey (1 lHﬂpumHl.qluhu

. il._'__'rdurrﬂ.lh pelnksana

5 (lima) orang

10 | Jaminan pelayanan

11. Idlmmiﬁ keamanan dan |
| - keselamatan pelayanan
|

| Pelayanan d.idu'kuﬁg

berkampeten dengan prinsip b ;I.mmm |
1. Surat Izin/Sura Keputusan lzin dibubuhi tanda

m serta l;p.' stempel basah, schingga
2, E:::- mwm lzin menggunakan |
3. Eﬂﬁriﬂzunnpn lxin dilengkapi Jup|

Evaluas kinerja

Evaluasi kinena pelayanan dilakukan melalul |
pengukumn  penerapan 12 komponen standar

pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangrya
sctiap | tahun selali, |




SlANdar UpeTasIona. Froacdul Dans FAnAan.
lzin Usaha Tanaman Pangan dan Holtikulturm;
lzin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
lzmn Pemasukan Agen Hayati;
lzin Usaha Petermakan,
lzin Pemasukan dan Pengeluaran Benth/ Bibit Ternak;
lein Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;
lan Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan;
lzin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Pellharaan;
lzgin Praktik Dokter Hewan;
lgin Usaha Perikanan, Peternakan /Pemasokan Ternak;
Izin Pemasukan Bahan Asal Ternak,
izin Pengelunran Bahan Asa] Ternak;
Izin Usaha Rumah Poltong Hewan;
ixin Pengelolaan dan Pengusahann Burung Walet,
. Hekomendasi lzin Karantina (Hewan dan Tumbuhan);
. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan dan Holttkultura:
. Pendaftaran Usaha Peternakan|
. Pendaftaran Pengan Segar Asal Tumbuhan;
Pendaftaran Alat Mesin Pertanian;
Perlindungan/ Pendaftaran Varietas Tanaman;
21 Pend finran Pestisida;
22. Pendd Jimran Pupuk;
23. Reko nendasi Ekspor/ Impor Beras Tertentu;
24, Rekeo nendasi Impor Produk Holtikultural,
| NO. | KOMPONEN ___ URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Pemtumn Pemerntah Republk Indonesa Nomor 6
_ | Tabun 2013 tentang PFemberdavaan Feternale
' 2. Peraturan Menteri Pertanian Normor
| | 13/Permentan/OT.140 /1/2010 Tabun 2010

‘ tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan

Eu—ll—lﬂﬂﬂd-——
PEAPNELRN =S ORA DT W

Ruminansia dan Unit Penanganan Daging |
| (Meat Cutting Planti;
3. Peraturan Menten Pertanian Nomor
. 15/Permentan/HR.060/5/ 2017 Tahun 2017 |
lentang Pemasukan dan Pengelusran Benih |
[ Holtikultum; f
(4 Peraturan Mentert Pertanian Nomor |
_ | 26/ Permentan /HE 140/4 /2015 Tahun 2015 |
| . Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional
| . Prosedur Pemberian Rekomendasi Tekmis Izin
Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka

Penanaman Modal;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/
PERMENTAN /HR 060/5,2017 tenitang,
Rekomendasi Impor Produk Hortikulturs;

'6. Peraturan Menteri Pertanian MNomor 29, |
Permentan /PP 210/7/2018 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor
Pertanian,

7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian
HKewenangan DI Bidang Perizinan dan
Nonperizinan

t /-
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1. lzin Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura, |
Persyaratan
n. Mengisi formulir permohonan bermateral

b,

tl

ai-a Bas -

ey

T

lzin  Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman
Perayamtan

i

b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPy;

6.000;

Fotokopi KTP bag perorangan;

Fotokopi akta pendirfan/ perubahan
perusahaan yang disahkan,

Fotokopi NPWP,

Fotokopi SIUP dan TDP;

Pasfoto ukuran x4 sebanyak 3 lembar;
Rekomendasi kesesuaian dengan RT/RW;
lzin lokasi;

Fotokopt ixin pelepasan kawasan hutan/
rekomendasi dan Dinss vang membidang
kehutanan;

Hekomendasi [Dinas yang membidang
Pertanian mengenai  kesesuaian dengan
rencana makro pembangunan tanaman
pangan provinei;

Rencana kerja pembangunan unit usaha |
budidaya tanaman pangan Dokumen |
AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL, kecuali kurang
dari 5 (lima) hektar:

Pernyataan  kesanggupan  menerapkan
sistern  jaminan mutu pangan ham |
pertanian bermateral 6.000;

Permyataan kesanggupan melakukan
kegiatan usaha paling lambat 6 [Enam)
bulan  sejak  diterbitkan  izin  usaha |
bermaterni 6.000; dan |

- Pernyataan kesedinan untuk  melakukan |

perusahaan
m hﬂj.hqidm bukti lunas
hatan badan wusaha yang
berbadan hukum;
Kesedinan memfasilitasi tim ke lapangan
lapabila dibutuhkan),

Fotokopi akta pendiran perusahaan
perubahannya vang telah terdaftar di
Kementersan Hukum dan Hak Asasi
Manusin, untuk badan hukum:

Rekomendasi Dinas yang membidang
melaksanakan fungsi pengawasan dan
sertifikasi benih/ tim teknis;

Fotokopi tanda pengenal (KTP/
ITAS/ITAP/paspor! Pimpinan Perusahaan;




_—

123

e
L

B
h.

4. lzm Pemasukan Agen Hayati.
Persyaratan .

L

b

i

®naa

- Keterangan mempunyal tenagn ahli vang

- Keterangan mengenai biologi gen hayati dan

c: =1

Fotokopi keterangan domisill perusahaan; |
thnﬁiln-uumddnrmudmn
dan /atau pengedar benih;

Jenis dan jumlah benih yang akan
:iprndulﬂi'.

asilitas dan kapasites prosesing dan
penyimpanan yang dimilikd untuk produksi
benih tanaman pangan,

mghd formulir permohonan bermaterai
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi

peTorangnn:
Fotokopi akta pendinan; perubahan
perusahaan vang disahkan;

Fatokopi NPWF,

Fotokopi SIUP dan TDP;

Pasfoto 3x4 sebanyvak 3 lembar;

Reterangan memiliki sarana yang dapat
dipergunakan untuk menyimpan dan
mengeloln agen hnvat dengan baik;

paling rendah berjjozah sarjann dan/atau
sederajat dalam bidang ilmu terkmit;
Keterangan bahwa gen hayati diproduim
dan/atau dikinm cieh orang atau badan
hukum yang diberi izin oleh lembaga vang
berwenang di negarn nsalnya; |
Keterangan bahwa gen havati diperoleh dan
/ atau diproduksi menurul cara vang dapat
dipertanggungjawabkan kehenarannva;
Keterangan bahwa gen havati  tidak
membahavakan hewan, ikan, tumbuhan,
keselamatan, dan keschatan manusia seria

Hmmuhndllun akan
PengAmansn vang

dilakukan untuk mencegah teradinya
Eﬂt;?m“ dan/atau terlepasnya gen

hasil penefitian yang pernah dilakukan di
negars asalnya dan /atau negara lain;
Keterangan manfaat dan laporan pmghimn
tentang dampak negatl vang ditimbulkan
dalam penggunaan gen hayati tersebut i
nogarn asalnya dan /atau negara lain;
Keterangan mengenal tindnkan
penanggulangan  vang telah  dilakukan
untuk mengatasi dampak negatili dari
Penggunann gen hayati di negara asalnya
dan/atau negarn lain;
Hﬂtﬂmll.n mengenai  musuh  alami,
sertn  kompetitor gen  hayati
!‘.ﬁ'l:hm,

b &
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q. keterangan mengenai habitat  asal,
. karukteristik serta spesifikaai gen hayat
tersebut;
r. Kesediaan menfasilitasi im ke lapangan
. [apabila dibutuhkan);
5. Retermngan mengenai came  penangkaran
dan/atau produks! gen hayvatl tersebut.

| |4, lzin Usaha Peternakan
| Persyaratan ;
a. Rekomendasi kesesuaian dengan rencans
| ‘ tata ruang wilavah; |

b. Izin lokusd;

¢. Rencana kerja pembangunan unit usaha
budi daya peternakan;

d. Pernyataan melakukan upaya pengelolzan
lingkungan hidup dan upaya pemantauan
lingkungan hidup;

: | e. Pernyataan menerapkan pedoman
pembibitan yang baik (good breeding

_ practices dan /atau pedoman budidaya vang

| baik [good farming practices);

| f. Pernyataan akan melakukan kemitrnan.

5 lzin Pemasukan dan Pengeluaren Benih/ Bibit
Temak

Persvaratan .
a. Rekomendasi Dinas Petermalmn dan
Perikanan;
| b, Rencana penyebaran benih dan/atau bibit
ternak sesuai dengan wilayah sumber hibit:
€. Keputusan penunjukan instalasi karantina |
hewan dan Badan Karantina Pertanian; |

d. Sertifikat mutu benih dan bibit termak saat |
sampal di Indonesia;

e. Laporan realisami pengeluaran l‘l..l1.l||
pemasiikan dan penyebarannya di
Indonesis;

{. Pemyataan mengikutl persvaratan
kesehatan hewan; dan

R Rencana alokasi dan jadwal pemasuklan
untuk Unggss

6. lzin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan

Asal Hewan

Permyaratan ;

Bahan Pakan Asal Hewan :
, a. Mengisi formulir permohonan bermaterai
' , 6.000;
b. Folokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi

perorangan;

| ©. Fotokopi Aktn pendinian / perubahan |
perusahaan yang disahkan;
Fotokopli NPWP;
Fotokopi SIUP dan TDP;
Pernyataan mempunyal dokter hewan: |
Keputusan penstapan instalasi karanting |
hewan; |

| o

; v
T
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7. Pemyataan Memenuhi Standar Mutu apabila

h. Rencana pemasukan dan rencana distribusi

bahan pakan asal hewan untuk 1 (satu)

k. Fum;lttmn tidak menggunakan /

mendistribusikan bahan pakan  asal

ruminangisa untuk bahan pakan
ruminansis,

J. Pemyataan bahan pakan hanya untuk

pembuatan pakan unggas, ikan dan babi; |

. Keterangan '

n. Keputuman penetspan instalasi karantina
hewan dari Badan Karantina Pertanian;

dipersyaratian oleh negara tujuan.

Persyaratan :
Sahan Pakan Asal Tumbuhan :

a. Permyntnan bahwa bahan pakan asal
tumbuhan hanya untuk pembuatan pakan;
b. Keterangan memilild atas menguasai
gudang penyimpanan untuk menjaga
terpenubinya persyaratan mitu  dan

A

Hmmupend:m'm.lﬂnhhmpnhnl-l
tumbuhan bagi pedagang untuk setiap
pengajian

e. Pernyataan memenuvhi  standar mutu

;p-hiln dipersyarathan olkh negara tujuan;
an

I Laporan realisasi pengeluaran.
Izin Pemasulan dan Pengeluaran Obat Hewan

Porsyaratan ;
Pemasukan obat hewan
a :{mﬁi formulir permohonan  bermateral

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTF} bagi |
peTorangan; _

c. Fotokopl akta pendinan; perubahan
disahlcan:

Fotokapl SIUP dan TDP,

lxin usaha importir,

Lembar spesifikasi permohonan;

Inveice/ proforma trooice/ purchase order:

Sertifiknt analisa [certificate of analysis/ coa)
berlaku;

Mormeaan

yang terbaru dan masih
1. Surat I:w.-rln;m asal/certificate of origin
{con) negara asal  pemasukan

hﬂbnd;mnmmpmdum,
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|

m. Lembar data keselamatan bahan/material
WMIM] |
., I non gmo untuk bahan baku

k. Keputusan nomor pendafiaran obat hewan
untuk bahan baku yang hanis didaftarian;
. Surmt persetujuan pemegang nomar
pendaftaran obat hewan untuk pemasukan |
obat hewan yvang dilakukan bukan oleh
pemegang nomor pendaftaran obat hewan;

probiotik dan enzim  Veteringry  health
certificate (vhe] untuk bahan baku obat
hewan sediaan biologik;

o. Sertifiknt good manufacturing practices (gmpj

yang disahkan oleh otoritas di negara asal

6.000;
b Fotokom Kartu Tanda Penduduk (KTP] bagi

perorangar;

¢, Fotokopi akta pendinan/ perubahan
perusahnaan vang disahloan:

d. Fotokopl NPWP.

r. Fotokopi SIUP dan TDP:

[. lzin usaha importir;

B Lembar spesifiknsi permohonan;

h. Invoice/proforma invoice/ purchase order, |

L. Sertifikat analisa (certificate of analysiv/coa)
vang terbaru dan masih berlaku;

). Sural keterangan asal/certificate of origin
coo) apabila negarm  asal pemnasukan

Persyaraian :

a Mengisi formulir permohonan bermaternd
&, 000,

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi
PeErOrAngAN;

c. Fotokopi akta pendidan |/ perubahan

d. Fotokopi NPFWP, :

e. Fotokopi SIUP dan TDP:

£ Buku/keterangan vaksinasi (khusus selain
burung, repti, rodent, dan lagomarph),

;Ujlﬂiﬂflﬂﬁhﬂdiﬂhiﬂlﬁﬂﬂlﬂljh@
kucing, dan non human primatel;

h. Penetapan  instalasi  karantina  hewan |
sementara  (khusus untuk hewan 3ln.|,|

diperdaganghan),

; #
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| Keterangan bahwa hewan peliharsan tidak |
gkan (khusus untuk hewan yang
tidak komersial/milik pribadi);
}. Permyataan mengikutl persyaratan
kesehatan hewan;
k. Keterangan bahwa hewan percobaan
digunakan untuk di laboratorium (kKhusus
untuk pemasukan hewan percobaan);

menyampaikan  pernyataan mu:muhii
ketentuan keschatan hewan apabila

diperavaratkan oleh negara tujunn,
11, [zin Peraktik Dokter Hewan

Persvarmtan ;

a. Surat permohonan diates materal 6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten OKU Selatan, |

b, Fﬂnhnﬂﬂlﬂhmdlhnhmuhnnkl

Feurh:ln:r;i surat keterangan penempatan
sebanyak 1 rangkap:;
d. Denah tempat praktek;
e. Hekomendasi dar Dinas Peternakan ;
. I Fotokopi rekomendasl  dan
Puskesmas setermnpat sebanvak 1 lembar;
g Fotokopl KTP pemohon sehanyak 1 lembar;
h. Pasfoto Jx3 sebanyak 2 lembar;
i Sumt penugasan;
}. Map busasines file warna kuning 1 buah.

|12, Igin Usaha Perikanan, Peternakan/ Pemasok
| Ternak
| Bergvaratan ;

a. Surat permohonan diatas materai 6.000

ditujukan leepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Peloyanan Terpadu

Elmﬁntuﬂlhmtmﬂ-ﬂusdnm

b. Fotokopt kartu tanda penduduk (KTP) bagi
PErOTANZAN

¢, Fotokopi aktn pendirian/ perubahan
perusahaan vang ;

d. Fotokopl KNFWP,

e. Surat permohonnn dari perorangan atau |
badan hukum; |

{ Pasfoto ukuran 3=4 d latir '
mmhuhnylk!iﬂnﬂr‘,n s

g Fotokopi dan asli surat izgin atasan (bagi
pemohon Pegawai Negeri dan anggota
TNl Polri);

} S
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13. Imn Pemasukan Bahan Asal Ternak

Persvaratan -

& Surat permohonan distas materai 6,000
ditujulean kepada Repala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan;

b. Sertifikasi halal dari daerah asal;

c. Folokopi surat rekomendasi produk ternak
dan dacrah penerima;

d. Fotokopi surat rekomendasi produk ternak
dari daerah asal,

e. Fotokopi Surat lzin Usaha Perdagangan
(BIUF;

L Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
perusahanan;

B Surat Kuasa diatas materai ditanda
olech pember dan penerima kuasa apatila
Pemohon menunjuk Kuasanya & Fotokopi
KTP yang diberi kunsa;

h. Fookopi Surat Tanda Daftar Perusahaan |

,t'. Hasil Lab Kesechatan Hurﬂllr.n Veteriner
dar dasrah asal

14, lzin Pengeluaran Bahan Asal Ternak

Persyaratan ;

A. Surat permohonan diatas materai 6,000
ditujukan kerpancla Kepala Drinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan;

b Sertifilkasi halal;

¢. Fotokopl surat rekomendasi produk ternak
dan daerah penerima;

d. Fotokopl surat rekomendasi produk ternak
dari daerah asal;

e, Potokopi Surat lzin Usaha Perdagangan
[SIUM:

I Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWR
perusahaan;

B Surmt Kuass diatas materal ditanda
tangani oleh pemberi dan penerima kuasa
apabila pemohon menunjuk kuasanys dan
futokopd KTP yang diberi kuasa;

h. Fotokopl surat Tanda mmm'
[TOR;

I Fotokopi KTP penanggung jawab;

J- Hasll laboratorium kesehatan masyarakat
veteriner dari daerah asal

15. lzn Usaha Rumah Potong Hewan
Persvaratan

a. Surat permohonan dintas materai 6000
ditujukan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan:

b. Denah lokomsi;

c. Rekomendasi dari Dinas Peternakan;

} i



16, i:h.azﬂFninInllm dan Pengusshaan Burung

W

Peruyaratan

4. 3ummt permohonan diatas materal 6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten OKU Selatan;

b.Fotokopl akia pendifan/ perubahan
perusahaan yang telah disahloan;

c. Fotokopi NPWP perusahaan;

d.Folokopi KTP perorangan/ penanggung
jawab badan usaha

e. Pasfoto berwarna ukuran 3=4 sebanvak 3
lembar;

f. Rekomendasi/ Keputusan Kelayankan/ lzsin

Linghungan;

g Fotokopi SIUP dan TDP,

h.Fotolopi IMB;

i. Fotokopi STTS PRH;

). Rekomendasi Kantor Konservasi Sumber

' Daya Alam [KSDA),

k. Rekomendasi Dinas Kesehatan/ tim tekmis;

| Fotokopi Kartu BPJS Keschatan/ fotokopi
terdaftar sebagal perusahaan pemberi kerja
dan bukti lunas BPJS Kesehatan bagi Badan
Usaha berbadan hukum;

m. Kesediman memfasilitesi tim ke lapangan,
apabila dibutuhkan.

17. Rekomendasi Izin Karantina (Hewan dan |
. Tumbuhan)

Persyaratan .
a. Permohonan diatas materal 6.000 ditujulkean
Kepala Dinasn Penanaman Modal dan |

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten |
OKU Selatan;
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9.

J. Fotokopi terdafinr sebagai

j. Fotokopi terdaftar

. Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;

e. Tands Daftar Perusahaan (TDP): 5

{. Surat ljin Usaha Perdagangan [SIUM;
Surat keterangan domisili;

ﬁ.mmm;

i. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup;

perusahaan
pemberi kerja dan bukti lunas BPJS
Keschatan bagl badan usaha berbadan
hulkum;
k. Kesedinan memfusilitasi tim ke lapangan,
apahila dibutuhkan

Pendaftaran Usaha Peternalan

Eersyaratan :

A Surat permohonan diatas materni 6000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman |
Moda! dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten OKLl Selatan:

b. Akta Perusahaan [Notaris);

c. Potokopi NPWP,

d. lein Lokasi;

. Tanda Daftar Perusahaan [TDPY:

{ Surat lfin Usaha Perdagangan (SIUP);

E Sura! ketermngan domisili;

h. Rekomendasi Dinas Peternakan:

i Rekomendasi Dinas Linghungan Hidup;

perusahaan
pemberi kerja dan bukt lunas BRJS
wmwmmm
hukum.

Persvaratan

a. Surat permohonan diatas materai 6,000
ditujukan kepada Kepaln Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinty
Rabupaten OKU Selatan:

b Akta Perusahaan (Notaris);

c. Fotokopi NPWP,

d. Fotokopt SIUP dan TDP,

} G



|} Denah rusng penanganan produlk;

k. Daltar pemasok;

L Daftar distributor;

m. Laporan hasil uji produk dari laboratorium
terakreditan,

n Surat hsenm bagi produk dengan lisensi;

o, Peganjian kerja/kontrak kerja bagi produk
pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang
diproduksi berdasarkan kontrak [maklon).

21. Pendaftaran Alat Mesin Pertanian;
Persvamtan ©
a. Surat permohonan;
b. Surat lzin Usaha :
c. Tanda Daftar Perusahaan [TDP);
d. Fotokopl NPWP;
e. Surat penunjukan distributor/pengecer alat
dan mesin pertanian;
I. Fotokopi KTP,
g. Fotokopl lunas PBH;
h_Kartu BPJS Kesehatan;
. Akta Notaris,
J. Sertifikasi produk alat dan mesin pertanian,

221, Perlindungan / Pendaftaran Varietas Tanaman

Persynratan ;
a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan

Terpadu Satu  Pintu  Kebupaten OKU
Eﬂlm_;

¢, Deskripsi varietas tanaman disertal foto |
berwarna.

123, Pendaftaran Peatisida

Persvaratan ©

a Surat permohonan ditujulan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu  Pintu Kabupaten OKU
Selatan;

b, Keterangan hak menandatangani  sumat
dalum rangka pendaftaran dan perizinan;

c. Sertifikat merek atau bukti pendaftaran
merek:

d. Jaminan suplai formulasi/ bahan aktif)
buhan telnis dar pemasok  formulasi/
bahan nktif/ bahan teknis flefter of access)

¢
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bagi vang tidak memproduksi sendin |
dan/atau letter of authorization bagl vang
memprodubesl sendir;

e lein produksi dan badan vang berwenang
tentang pembusatan bahan alktif/bahan
teknis  (manufacturing  license)  yang
dikeluarkan oleh badan yang berwenang di
negare asal; .

[ Sertifikat analinis (certifioate of analysis/coa)
darl laboratorium uji muty; dan

g Sertifikat komposisi formulasi [certificate of
composition/coc| dari pembuat formulasi/
produsen asal l

Pendaftaran Pupuk

Persvaratan

a. 3urat permohonan ditujukan kepada
Kepala dinas Penanaman Modal dan |
Pelayvanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten |
OKU Selatan;
Rincian konsep label;

o e

. Hasfl uwji mutu atau standar nasional
indonesia (SNI) bagi pupuk wajib standar
nasional indonesia; dan

g Penunjukan pemilik formulasi &i luar
negeri bagi formula dari luar negeri.

Rekomendasi Ekspor/ Impor Beras Tertentu

Persyaratan ;

i Surat permohonan ditujukan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
ﬂI-I:Lr_ﬂ:hhn

E
§

j
]
%&
|
5

?
i)

Hasil ujfi mutu atay Standar Nasional
hﬂmﬂhtﬂ-ﬂllhﬂmpukwlﬁhﬁundqn
Nasional Indonesia;
Penunjukan pemilik formulasi i luar
negeri bagl formula dan luar negeri.
Importir Terdaftar (IT) beras;
Nomaor Identitas Kepabeanan (NIK]:
Persyaratan lain sesuai beras yang.

Rekomendasi impor Produk Holtikultura;

Persvaratag ;

a Akta pendirian perusahasn dan
perubahannya yang terakhir;

b, Nomor Pokok Walib Pajak (NPWP);

c. Kartu Tanda PFenduduk (KTH pimpinan
perusahaan;

e @

; =
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SIUP (Surmt [zin Usaha Perdagangan);

TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
Pasfoto 3x= (2 lembar);

Surat permohonan lzin,

Lunas PBB;

Fotokopi terdaftar sebagal perusahaan
pemberi kerja dan bukt lunas BPJS
Keschatan bagl badan usaha berbadan
hukum/ fotokopi kartu BPJS bag

perorangan
Bisya pelayvanan : tidak ada biaya.
Waktu penyelosaian pelayanan : 3 (tign) hari kerja

yr— —-T———

mom Saa rh.:

setelah diterima berkas permohonan lengkap dan
benar.
3. | Sistem, mekanisme, dan | Terlampdr.
: prosedur , _
‘4. | Produk pelayanan 1. lzin Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura;
| 2. lzin Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman,

3. lzin Pemasukan Agen Havati;
4. lzin Usaha Peternakan;
. 4 [sin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/ Bibit
I Ternalk;
b, [gin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan |
Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;
T lzin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewnn:
B lxin Pemasukan dan Pengelusran Hewan
Peliharaan;
9. lzn Praktik Dokter Hewan; |
10. lzin usaha perikanan, Peternakan; Pemasokan |
Ternak;
ill Izin Pemasukan Bahan Asal Ternak;
12. Izin Pengeluaran Bahan Asal Ternak;
13. lzin Usaha Rumah Potong Hewan,
14. Isin Pengelolnan dan Pengusahasan Burung

| Walet;
| 15. Rekomendasi lzin Karantina (Hewan dan
; Tumbuhan); '
I
| 16, Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan dan
Holtikultura;

17. Pendaftaran Usaha Peternakan:
| 18 Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhban;
| 19. Pendaftaran Alat Mesin Pertanian;
20. Perlindungan /Pendaftaran Varietas Tanaman:
| 21. Pendaftaran Pestisida;
22. Pendaftaran Pupuk;

43. Rekomendasi Ekspor/ Impor Beras Tertentu;
} il . 24. Rekomendasi Im uk Holtikultural.
5 Sarana, prasarana, |. Sarana:
| dan/atau fasilites a. Perangkat komputer,

b, Alnt tulis kantor;
c. Sistem  Informasl Manajemen Perizinan
Terpadu DPMPPTSP Kabupaten OKU Selatan
| d. Blanko/ formulic tlil'l.',
¢ Brosur pengurusan imn;
| [ Pupan informasi prosedur dan pPerRvaratan

|l.1‘=l=1m .

f /°
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" Kompetensi Pelaksana

berlaku.

Tmm internal

“len aww

Peanganan pengaduan,
sas an, dan masukan

[

—

datang
langsung/melalui  telepon Hsan /tertulis  pada
ops ot R SN
urat T
ditandatangan! oleh Kepala DPMPPTSP akan
dllnmplﬂh:\n kepada pemohon yang
;nhm“ In pengaduan secara langsung atau

Penyvampaian saran dan masukan;

. Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilainn yang tersedis

pada meja loket kasir/pengambilan  fzin |

kemudian memasukkannva ke dalam kotak
SAran.

Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secarn berkala setelsh 150 lembar saran dan
penilaian pelayvanan terkumpul.

Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPPTSP
menyusun rencana aksi perbailan pelayanan.

Pengaduan dan saran dapat disampaikan
melalui; S

1. Kotak saran;
4. SM3 gate way ,

.

fﬂ
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4.8 II'EH lmi:hhmmmuhq
4, Emed dinase

L

5 flimaj orang

berkompeten dengan prinsip pelavanan yang
prima.

Pelayanan  didukung oleh petugas yang

|.Surat [ein/ Surat Keputusan Izin dibubuhi

tanda tangan sertn cap stempel basah, sehingga
| dijamin keasliannya;

' 2. Surat {zin/ surat keputusan izin menggunakan
| kertas berkop Dinas;

3. Pada Surat Keterangan izin dilengkapi fuga
dengan barkode.

Evaluasi kinerja pelavanan dilakukan melalui
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Standa: Operasional Prosedur pada jenis pelayanan:

1. Izin Pemanfaatan
2. Rekumendasi Wilavah I:ln Usaha Pertambangan (WIUP],

ng Panas Bumi;

. NO. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
! Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
tentang Wilayah Pertambangan;

3.

Persyaratan Pelavanan

(1

. Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tehun 2010
tentang Pelaksananan Keglatan Usahn
Pertambangan Mineral dan Batubara:

Nomaor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Fenetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan
Sistemn Informasi Wilayah Pertambangan Mineral
dan Batubeara;

. Peraturan Energl dan Sumber Daya Mineral

Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang
Wilayah lzin Usaha Pertambangan dan Wilavah
izin Usaha Pertambangan Khusus pada Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral Logam dan
Batubara;,

Peraturan Energy dan Sumber Dava Mineral
Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan

Mineral dan Batubara;

Dibidang Pertambangan
- Peraturan Bupatl OKU Selatun Nomor 26 Tahun |

2018 ten ?umﬂup-hn Kewenangan D
Hid tain nan dan Nonperizinan.

[#in Pem tan Langsung Panas Bumi

Persyaratan :

a. Permohonan diatas materal 6000 Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan;

b. Fotokopi  akta pﬂﬂ.h'h.w perubahan
perusahasn yang telah disahkan

c. Fotokopi KTP penanggung jlluhf pmgurut-
perusabaan;

. Fotokopi NFWP perusahaan;

&. Pasfoto 3v4 sebanyak 3 lembar;

I Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal;

B Fotokopi lzmin Pemanfaatan Ruang;

h.l"ntnlnpt Keputusan Kelayalan Lingkungan/ |

#n Lingkungan;

L animpi lzin Pemanfaatan Jasa Lingkungan
dari  Kementerian yang  membidangi
kehutanan, apabila berada dalam kawasan
hutan;

J. Forokopi Keputusan Wilayah Kerja |
Pertam X




| memummm
Persvaratan ;

Pemohon Perorangan

a. Fotokopl Surat permchonan ditujukan
kepada Gubemur Sumatera Selatan;

b. Peta wilayah;

. Daftar koordinar grografis lintang dan bujur;

d. Fotokopi KTP penanggung jawab, :

e. Fotokopi NPWP. .

Biaya Pelayanan : Tidak dikenakan biaya.
Waktu penyelesaian pelayanan : 5 (lima} har kerja
setelah diterima berkas permohonan lengkap dan |

' ____rgrmdur
4. | Produk pelayanan

|
'3 | Sistem, mekanisme, dan

-l

Terlampir.

1. Izn Pemanfaatan Langsung Panas Bumi, i
2. Rekomendasi Wilayah lzin Usahs Pertambangan |

(WILF
3. | Sarana, prasarana, 1. Sarana: ==
dan/atau fanilitas 2. Peranghkat komputer;

b. Alat tulis kantor;

c.Sistern  Informam  Manajemen  Perizinan
Terpadu DPMPPTSP Kabupaten OKU Selatan

d. Blanko/formulir i=in;

e. Brosur pengurusan (zin;

f Eﬂ]:-n informasi prosedur dan persyaratan

g Telepon

h. Webuite,

2. Prasarana/fasilitas:
a. Loket informasi;

e [T —— |
1
i

¢ 75
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2. D3 Teknik Lingkungan.
1. SMA, SMK. .
T B l P
| 5. Lulus dikiat PTSP.

ol

T. :rﬁﬂil."lrl.-:ltntﬂ'nll 1. Dilakukan alasan  langsung secam
berjenjang.
- 2. Dilaksanakan secars kontinu.
Penanganan a. Pemohon menerima lembar saran dan penilaian
pengaduan, saran, dan (IKM] pelayanan DPMPPTSF saat mengambil izin
masukan yang telah selosal

b. Pemohon mengisi lembar  tersebut  dan
mengembalikannya kepsda petugas loket
ooy g AR |

| dapat dilakukan dengan datang langsung/

melalul  telepon /lisan /tertulis pada  loket
pengaduan,

d. Surat  jawaban  pengaduan yang telah

oleh Kepula DPMPPTSP akan
disampaiknn kepada pemohon yang mengsjukan
pengaduan secara langsung atau via Telepon,

' Penyampaian saran dan masukan: i
‘a. Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
dmmwhmt;.mﬂm
yang tersedia |
pada meja loket kasir/ pengambilan irin |
kemudian memasukkannva ke dalam hntnhl
BATAR
b. Lembar saran dan peniiaian pelayanan direkap |
. dan dibahas dengan manajemen EHEFTEE*’
| secarn berkala setelah 150 Jembar saran dan
penilaian pelayanan terkumpul.
| c. Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPPTSP |
menyusun rencana aksi perbaikan pelavanan.

l-l luan dan saran dapat disampaikan juga
| | L L 1d

| b SMS gate way ;
¢, Survey KM {indeks kepuasan masyarakat),
d. E-mail \dinaspmp2tep okusiigmail.com) '

9. | Jumiah pelaksana 5 (lima) orang |

10. | Jaminan pelayanan Pelayanan  didukung oleh  petugas yang
- | berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.

1. Jaminan keamanan dan | 1. Surat lzin/ Surat Keputusan isin dibububi tanda |

kenslamaian pelayanan tangan serta cap stempel basah, schingga

dijamin keaslinnnys;
' 2. Bural lsin/ Surat keputusan irin menggunakan
| 3. Pada Surat Keterasigan isin dilengia
. gan
! ; {__dengan barkode. m'.
12, | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinera pelaynnan dilakukan melabal |
 Pelaksana pengukuran penerapan 12 komponen standar |

¥ e
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'- ( P pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnva
l setiap | mhun sekali.
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Standar pelayanan pada jenis pelayanan:

1, Izin Warung internet;

2. lzin ' snyelenggara Reklame;

3. Izin b =klame;

4. Rehoo: vendasi Mendirikan Bangunan Mensra Telekomunikasi,

NO. |  — KOMPONEN

URAIAN

1. | Dasar Hukum

- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negen,

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
8. Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 26

__Nonperirinan

. Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11
tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang
mengatur lentang informasi serta transaksi
elektronik, atau teknologi informasi secara
umum;

Peraturan Menten Komunikasi dan Informatila |
NMomor 02/FPer/M Kominfo/03/ 2008 tentang
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan
Menara Bersama Telekomunikasi,

Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi
dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi
Penanamian Modal Nomor 18 Tahun 2009,
Nomor PRT/M/2008, Nomor 19/PER/
M.KOMINFO/03/2009, Nomor AP 2005
Tahun 2000;

Peraturan Menten Komunikas dan Informatika
Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04 /2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub
Bidang Pos dan Telekomunikast,

Permturan Menten Pekegaan Umum Nomor
20/Prt/M/2010 temiang Pedoman Pemanfamtan
dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

Surat Edaran Menteri Pekerjuan Umum Nomor
14/3E/M/2011 Perihal Tata Cara Penyewaun |
Tanah dan Sarana/Prasarana Kementerian |

Pekerjaan Umum Untuk Penyelenggaraan
Reklame.

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Dasrah

Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Kewenangan [h Bidang Perizinan  dan

lxin Warung Ilr.l-l:-t‘.mnt

Persyaratan :
a. Surat permohonan dari Pemochon;

b. Surat permyatasn akan menggunakan |
WArung intermet secarn sehat / positif dan |
tduk bertentangan dengan Undang-undang
III'FIHETH‘ Informasi dan Transaksi Elektronik
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[ |2, Izin Penyelenggara Reklame.

Persvaratan .

;.. Surat permohonan:
.Gurat pernystaan akan menggunakan
peniulisan pada reklame secnra baik, santun
dan tidak mengandung unsur SARA atau
Hdak bertentangan dengan Undang-undang
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
{ITE) di atas materal,

3. lzin Reklame

Persvaratan :

a. Surat permohonan;

b. Sumt pemyataan akan  menggunakan
I penulisan pada reklame secara baik, santun
dan tidak mengandung unsur SARA atau
tidak bertentangan dengan Undang-undang
tentang Informasi dan Transaks Elekironik
(ITE) di ates materai.

4. Rekomendasi Mendirikan Bangunan Menara
Telekomunikasi,
Persyamtan ;
a. Surat permohonan, dilengkapi dengan data
nama pemilik menara dan lokasi menarn;
b. Surat persetujuan warga dalam radius
menarn telekomunikasi;
. ¢ Surai pemnvataan  pengelolaan  dan
pemantauan lingkungan (SPPL);
I d. Surat pemystaan bersedia untuk membayar
retriluisd pengendalian menara
telekomunuikasi ke kas daesrah Kabupaten
OKLU Selatan di atas materal

Biava Pelayanan : tidak ada biaya
| Waktu penyelesaian pelayanan - 3 (tiga) hari kerja
' setelah diterima berkas permohonan lengkap dan

L]
e P e —

prosedur ,
Produk pelayanan '1. Izin Warung internet R
! | 2. Izin Penyelenggara Rekiame
. 3. lzin Reklame
| 4. Rekomendasi Mendirikan Bangunan Menara
| Telekomunikasi
|Hu-rn.1:nunnn. 1. Sarana: )
dan /atau fasilitas a. Perangkat komputer,
| | b.Alar Tubis Kantor;

c.Sistem  Informasi Manajemen Periginan
Terpadu DPMPPTSP Kabupaten OKU Selatan

d.Blanko/ formutir tzin; '
e. Brosur pengurusan fzin;

[ :Flﬂ informasi prosedur dan persyaratan

n;
g Telepon
h. Welreite

} Vi
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¢. Pemohon yang akan menyampaikan pengsduan

HE .
b. Lembar saran dan penilaian pelayanan dirckap

(IKM] pelayansn DPMPPTSP sast mengambil
tzin vang telah selesad;

b, Pemohon mengsi lembar tersebut dan

mengembalikannya kepada petugas loket
pengambilan izin;

dapat dilakukan dengan datang
langsung/melalul telepon/lisan/tertulin  pada
loket pengaduan;

d. Surat jawaban pengaduan vang ‘telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPPTSP akan
disampaikan kepada pemohon VANE
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telepon,

Penyampaian saran dan masukan:

a. Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan  izin
kemudian memasokkannya ke dalam kowak

dan dibahas dengan managemesn DPMPPTSP
socare berkala setelah 150 lembar saran dan
penilaian pelayanan terkumpul.

¢, Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:

1. Kotak saran;
2. SMS gate way,

3. Survey IKM (indeks k arnka
= FPUASAN MASY {H

j /
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| Jaminan pelayanan Pelayanan  didukung oleh petugas yang|
berkompeten dengan prinsip pelayanan yang

. | Jaminan keamanan dan | |. Surat l#in/Sural Keputusan lmn  dibubuhi
kesclamatan pelayanan tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga

dijamin keasliannya.
2. Sural [zin/Surat Keputusan lzin menggunakan
3 'Efﬁ.“'?"““m“"“' lasin dilengkapi
: urat gan j
dengan barkode. g
Evaluasi kinerja Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan meialui
pelaksana pengukuran penerapan 12 komponen standar

BUPATI DOAN KOMERING ULU EEL‘.THH#

i —-—-#‘F

PARAF |
EAGIAN -
HUKUM [gws A #froro sus mamroro

L-
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10, [Jaminan pelayanan Pelayanan  didukung oleh petugas  yang |
_ berkompeten  dengan prinsip pelayanan :rln:!

L _I-.lnminmhumnmﬁm |.Surat lzin/Surat Keputusan Ilmn dibubuhi

 kenelamatan pelayanan tanda tangan serta cap stempel basah, schingga

. dijamin keasliannya,

2. Surat lzin/Surat Keputusan [zxin menggunakan
kertas berkop Dinas,

3. Pada Surat Keterangan lsin dilenglapl juga |
dengan barkode

12. | Evaluast kinerja | Evaluasi kinera pelayanan dilakukan melalui

BUPAT! OGAN KOMERING ULU SELATAN,

_.__#15‘

POPO ALl MARTOPO
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI

OCGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR  /DPMPPTSP/2019
TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL  PROSEDUR
BIDANG PERIZINAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN TERPADU SATU  PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN

I, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OKU SELATAN,

A. Pemohon.

I. Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan;
2. Menverahknn berkas kepada front office.

B, Front Office
|. Menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan;
4. Mengembalikan berkas yang dtdak lengkap kepada

pemohon,
3. Mencatat mmm dan memberikan nomor
berkas kepada
; ﬂmhu'ﬂ-w! tanda tu-m:m berkas kepada pemohon;
eneruskan surat Keteran berkas kepads back office.
C. Back Office. =
. Melakukan regstrasi, verifikasi, validasi dan data entry
serta menjadwallan pembahasan permohonan;
2. Peninjauan [apangan;
3. Melakukan pemrosesan dokumen perijinan kepada Kepala
Pmnhma Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu
il B
4. Melnkulnn penomoran surat;
3. Melakukan pengarsipan berkas
D. Front Office
Menyerahkan dokumen yang telah selesal kepada pemohon.

[l. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OKU
SELATAN

A. Keterangan proses memerlukan pemeriksann lapangan
dikenakan biava retribus:

I. Petugas loket informasi; menyampaikan informasi
berkaitan kelengkapan syarat periginan  melakukan
pendaltaran serta perizinan,;

2 Pemohon mengsl formulir dan melengkapi berkas
permohonan;

4. Berkan permohonan diisi dan dilengkapi dengan persyaratan,
diserahkan kepada petugas loket pendaftaran (front offics];

4. Petugas Loket Pendaftaran (fron? office) menerima berkas
permohonan dar pemohon dan melakukan verifikasi atas
berkas formulir permohonan beserta kelengkapan
persyaratannys;

; /
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. Setelah  berkas diperiksa dan lengkap, petugas loket

pendaftaran (front office) menyerahkan kepada pemohon:

n. bukti penyerahan berkas permohonan;

b. kepastian waktu kapan dokumen izin/ nonperizinan
dapat diambil (jilkn berkas/formulir permohonan belum
lengkap persyaratannya, diberikan catatan atas
kekurangan yang harus dipenuhi dan dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi).

Petugas back office melakukan pemeriksaan dan validasi

berkas, selanjutnya mengagendakan permohonan dan

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap
kepatla Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan

untuk diperiksa diberi paraf jika berkas telah diterima dan

lenghap,

Kepala Seksli Pelayanan Perizinan dan  Nonperizinan

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap

kepada Repala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan untuk diperiksa diber! paraf jiknm berkas
telah diterima dan lenghkap:

Berkas permohonan selanjutnyn dikembalikan ke back office

diserahkan ke #m peninjauan lapangan/tim pemeriksa

lapangan yang dibentuk dengan Surat Keputusan yang
beranggotakan masing-masing wakil dar organisasi
perangkat daerah terkait yang didasarkan pada Surst

Perintah dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayvanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan:

Tim pemeriksa lapangan melakukan pemeriksaan lapangan

dan melaksanakan rapat koordinasd tim untuk:

a. Menentukan permchonan diterima, ditunda atau
ditolak;

Tin Pemeriksa Lapangan menyerahkan BAP kepada Kepala
Dinas terkait/Dinas Teknis;

Kepala Dinas Terkait/Ddnas Teknis memberikan surat
rekomendasi sebagal bahan menetapkan nilai retribusi jike
permohonan  ixin  diterima, untuk dijadilan dasar
pemrosesan lebih lanjut;

Back office melakukan pemrosesan administrasi atas
berkas permohonan yang telah lengkap dengan
rekomendasi dari Dinas Terkait/ Dinas Teknis dan
melakukan entry data ke dalam aplikesi perizinan dan
ntay manual untuk dijadikan data peridnan, mencetak
Surat PFemberitahuan Pembayaran ( SPP | Retribusi, Surar
Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Surat Tagihan
Retribusi Daerah [STRD) jika ada sanksi denda;

SPP, SKRD atau STRD dengan dilampiri berkas permohonan
VENE didalammnya terdapat besaran biaya
perizinan /nonperizinan sesuai tarif, yang digunakan
scbagai dasar bagi pemochon untuk membayar retribusi
kepada bendahara penerima, diberikan paral Kepala Seksi
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dan Kepala Bidang
Penyelenggaraan Peluyanan Perizinan dan Nonperizinan jika
dokumen perizinan nonperizinan [(SPP, SKRD atau STRD|
benar sesual peraturan yang berlaky.

SPP, SKRD atau STRD diserahkan pada pemohon melalui
loket pengambilan dokumen perizinan dan nonperizmnan
untuk melakukan pembayaran pada bendahara penerima

4 L
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dan diberikan Surat Buktu Pembayaran jika telah
membayar dan bukt ini untuk pengambilan Surat

Keterangan lxin;
15. SPP, SKRD atau STRD dan Surat Bukti Pembayaran yang

Penyelenggarnan Pelayanan Perizinan dan Nonperinnan
unrﬁtk koreksi dan diberikan paraf jika dokumen benar;

16. Surat Keterangan Ixin dengan dilampiri berkas permohonan
disernhkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk penandatangan Surat
Keterangan Isin;

17. Proses cetak ID card (cantik card) dilakukan oleh Seksi
Pelayanan Periginan dan Nonperizinan yang selanjutnya akan
diserahkan kepada pemohon izin  baru bersamaan
penyerahan Surat Keterangan [zin melalui loket penyerahan
dokumen periginan dan non perizinan;

18 Surat Ketermngan [zin yang sudah ditanda tangani
diserahkan ke back office untuk proses selanjutnya;

19. Petugas loket pengambilan Dokumen Perizinan dan
Nonperizinan, menyerahkan Surat Keterangan l=in dan untuk
pemohon baru akan diberikan /D card [cantik card) dengan
memperithatkan Surat Bukti Pembayaran Retribusi dari
Bank/Bendahara Penerima.

B. Keterangan Proses Memerlukan Perneriksaan Lapangan Tanpa

Biaya Retribusd :

l. Petugas Iloket informasi menyvampaikan informasi
berkaitan kelenghapan svarat perizginan  melakukan
pendaftaran serta perizinan;

4. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi  berkas
permohonan;

3. Berkas permochonan diisi dan dilengkapi  dengan
persyaratan, diserahkan kepada petugas loket pendafltaran
[front office);

4. Petugas loket pendaftaran [front office) menerima berlas
permohonan dari pemohon dan melalcukan verifikasi atas
berkas formulir permohonan  beserta kelengkapan

5. Setelah hn-lu.. diperiksa dan lengkap, petugas loket
pendaftaran (front offiesi menyerahkan kepada pemohon:
b R W S A e s i
. Kepastian  wuktu kapan dokumen ixin/
dapat diambil (jika berkas/formulir permohonan belum
lengiknp persyaratannya, diberikan catatan atnsg
kelurangan yang harus dipenuhi dan dikembalikan
kepada pemohon untuk dilenghonpi).
6. Petugas back office melakukan pemeriksaan dan validasi
berkas, selanjutnya mengagendakan permohonan dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap
Hltupa.dn_ Kepala Seksi Pelayanan  Perizinan  dan
onperizinan untuk diperiksa diberd paraf jika berkas
. diterima dan 1 : ) -
- Kepala Seksi Pelayanan Perizinan  dan Nonperizi
menyerahbkan berkas permohonan yang sudah Imm
kepace Kepala Bidang Penvelenggaranan Pelayanan Perizinan

}
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dan Nonperizinan untuk diperiksa diberi parafl jika berkas
telah diterima dan lengkap;

8. Berkas permohonan selanjutnya dikembalikan ke back office
diserahkan ke tm peninjauan lapangan/tim pemeriksa
lapangan yang dibentuk dengan Peraturan Daersh yang
beranggotakan masing-masing wokil dari dinas terkait
VAng dimmmmmmmm Dinas
Penanaman Modal dan Peloyanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten OKU Selatan;

9. Tim pemeriksa lapangan melakukan pemeriksaan
lapangan dan melaksanakan rapat koordinasi tm untuk:

a Menentuknan pl::l'm-nhu-nm diterima, ditunda atau
ditolak;

b. Menyajikan data hasil pemeriksaan lapangan dan
menandatangani Berita Acara pemeriksaan (BAP).

10. Tim Pemeriksa Lapangan menyerahkan BAP kepada
IIIIE;II.T.I Dinas terkait/Dinas tekmis;

11. Kepala Dinas Terknit/Dinas Teknis memberikan surat
rekomendasi jika permohonan izin diterima, untuk
dijndikkan dasar pemrosesan lebih lanjut;

12. Back office melakulkan pemrosesan administrasi atas
berkas permohonan yvang telah lengkap dan melakukan
entry data ke dalam aplikas: perioinan dan atay manual
untuk dijadikan data perizsinan, mencetak Surat
Keterangan lan;

13. Proses cetak wsurat izin  dilakukan jika permohonan
diterima sesuai persyaratan;

14, Surat Ilzin dengan dilampiri berkas permohonan diserahkan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Finty untuk penandatangan Surat lzin;

15, Prosea cetak /D Card [Cantik Card) dilakukan oleh Seksl
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang selanjutnya akan
diserahkan Iérpm:ln pemohon izin  baru bersamaan
penyerahan Surat Keterangan lzdn melalui loket penyerahan
dokumen perizinan dan non perizinan;

16. Surat lzn yang sudah ditanda tangam diserahkan ke back
office untuk proses selanjutnya;

I7. Petugan loket pengambilan dokumen perizinan dan non
perizinan, menyerahkan Surat Keterangan lzin dan untuk
pemohon bary akan diberikan /D Card (Cantik card) dengan
memperithatkan tanda terima pendaftaran,

C.Keterangan Proses Tidak Memerlukan Pemeriksasn

Ll.pFr_-m . I

RS ket  informasi menvampaikan  informasi
berkaitan kelengkapan syarat periginan melakukan
pendafiaran serta perizinan;

<. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi berkas
permohonan;

J.Berkas permohonan diisl dan dilengkapi dengan
persyaratan, diserahkan kepada petugas loket pendaftaran
(front office;

4. Petugas loket pendaftaran (front office] menerima berkas
pumuhﬁmhmmhmdml; pemohon dan melakukan verifikasi atas

u permohonan beserta  kelengkapan

5. Setelah  berlkus
. Sete diperiksa dan lengkap, petugas loket
pendaftaran (front office) menyerahkan kepada pemohon:

! 7
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a. Bukt penyerahan berkas permohonan;

b Kepastian wakiu kapan dokumen izin/nonperizsinan
dapat diambil {jika berkas/formulir permohonan belum
lenghkap persyaratannya, diberikan catatan atas
kekurangan yang harus dipenuhi dan dikembaliltan

kepada pemohon untuk dilenglapi)

Petugas back office melakukan pemeriksaan dan validasi

berkas, selanjutnya mengagendakan permohonan dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap
kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan
Nonperirinan untuk diperiksa dan diberi paraf jilka berkas
telah diterima dan lengkap;

.Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizsinan

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap
kepadn Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan untuk diperiksa dan diberi paraf jika
berkas telah diterima dan lengkap;

.Selanjumya back office melakukan pemrosesan

ndministras atas berkas permohonan yang telah lengknp
dan melakukan entry data ke dalam aplikasi perizinan dan
atau manual untuk dijadikkan data perizinan, mencetak
Surat l=in;

.Proses cetak Surat [zin dilakukan jika permohonnn

diterima sesumi persyaratan;

Surat lzin dengan dilampiri berkas permohonan diserahkan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu untuk penandatangan Surat lein;

Proses cetak [D card (Cantik card) dilakukan Seksi Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan yang selanjutnya akan
diserahkan kepanda pemohon @n  baru  bersamaan
penyerahan Surat Keterangan lon melalul  Loket
Penyermhan Dokumen perizinan dan non perizinan;

Surat lan yang sudah ditanda tangani diserahkan ke back
office untuk proses selanjutnva;

Petugas loket pengambilan Dokumen Perizinan dan Non
Perizinan, menyerahkan Surat Keterangan mn dan untuk
pemohon baru akan diberikan [D cand (cantik card) dengan
memperlibatkan tanda tertma pendaftaran;

IIl. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL DINASE PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OKU SELATAN
A. Pemohon harus mempunyai alamat email dan nomor hend

phone atas nama pemohon, hal ini digunakan untuk dapat
login/masuk kedalam Sistemn Informasi Periginan online dan

melakukan registrasi permohonan izin,

Tahap ! . Pemilihan ..erl lz=n

Tahap I . Update Data Pemohon.

Tahap lll  : /nput Data Teknis Permohonan,

Tahap IV - Upload Dokumen Persyaratan atau
disntara sendiri ke kantor DPMPPTSP
Kabupaten OKU Selatan.

Tahap V Pernyataan Kebenaran Data

Tahap VI . Cetak Bukt Registrasi setelah
diverifikasi front office (FO),

Tahap VII : Cetak Tanda Terima Berkas;

# £
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Setelah menyelesaikan proses registrasi, pemohon akan
mendapathan  email terkait status verifikasi registrosi
permohonan dan informasi izxin terbat;

Apabila registrasi permohonan diterima, pemohon dapat
mencetak Tanda Terima Berkas melalui menu Cek Status
dengan memasukkan nomor registrasi sesuai dengan nomaor
registras: yvang lercantum pada Bukti Registrasi Berkas;

. Pemohon juga dapat melakukan pengeceknn status

permohonan melalui menu Cek Status;
Untuk izin yang memerlukan peninjauan lapangan, setelah

berkas sudsh diverifikasi. berkas dilakukan peninjauan

lapangan oleh tim telmis, jika memenuhi persynratan berkas
dapat diproses, jikn tdak memenuhi persyoratan akan
dikeluarkan surat penolakan;

- Apabila permohonan diterima

1. untuk yvang dikenakan retribusi akan ada pemberitahuan
pembayaran melalui emaid dan sms gate way, setelah
melakukan pembayaran akan segera dicetak Surat

] Keterangan izin;

- untuk yang tidak dikenakan retribusi akan segera dicetak
Surat Keterangan ixin;

3. metinp permchon baru akan diberikan ID eard perizinan |
cantik eard |;

4. Proses cetak [D cord [Cantik card) dilakukan oleh Sckai
Pelayanan Perizinan dan nonperisinan;

. Apabila proses permohonin sudah selesai, pemohon akan

beritshuan untuk pengambilan surat
Kesengajaan pemalsuan terhadap date-data yang diberikan
pada proses perizinan secara elekironik (online} akan dilaporkan
kepada pihak yang berwajib akan diproses secara hukum
sesunl peraturan dan perundang- undangan yang berlaky;
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